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Provinsi Aceh

Tabel 1.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

P/ N/ INXINN
ARRRERRER
\\ [ AT ][]
L\ </

&3

SUCOFINDO DEWANPERS

No. Pernyataan Rata- |\ | miN | maAxX
rata

A1 Wartawan bebas memilih organiggsi tanpa 99.17 12 90,00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 96,67 12 90,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan

A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 85,83 12 70,00 | 100,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan

Rl dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang Sz 8 iz (e
pengetahuan lain.

Tabel 1.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 79,17 12 60,00 | 90,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti

A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 84,58 12 70,00 | 100,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 72,92 12 50,00 | 90,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh 80.42 12 60.00 | 9000

- kepentingan politik dan ekonomi, termasuk ’ ’ ’
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa

A3.9 penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan 77 08 12 60.00 | 10000

- terhadap wartawan, atau tindakan untuk ’ ’ ’
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Tabel 1.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 77,50 12 60,00 | 90,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
Atk kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari et 2 SILEL | e
kekuatan negara dan non negara
Tabel 1.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 90,83 12 80,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 77.08 12 60,00 | 90,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 1.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti 75,83 12 50,00 | 95,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A 515 Pemerlln.tah daergh ikut mendorong keragaman 78,33 12 50,00 | 100,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 84,17 12 50,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 1.6 Nilai Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 76,36 11 60,00 | 90,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 69,17 12 50,00 | 80,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 7583 12 70,00 | 90,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Tabel 1.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

P/ N/ INXINN
ARRRERRER

\\ [ AT ][]
A\ L\ </

&3

SUCOFINDO DEWANPERS

No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencan, meliput, 84,58 12 60,00 | 90,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 71,25 12 50,00 | 90,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 88,33 12 80,00 | 100,00
diberitakan.
A 723 Wartawgn asiqg diiz.ink.a.n.untuk meliput 7917 12 60,00 | 100,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 1.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 86,25 12 80,00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 1.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9.25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 80,83 12 70,00 | 90,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9 .26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 85,83 12 80.00 | 100,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 78.75 12 60,00 | 90,00
berperspektif gender.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
Rl masyarakat adat sesuai perspektif HAM. &Ll (e MUY | el
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 11,25 12 5,00 50,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat | 70,00 11 60,00 | 80,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 1.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

86,67

12

60,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

87,50

12

60,00

100,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

87,50

12

50,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

88,33

12

50,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

66,67

12

40,00

80,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

70,00

12

50,00

80,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

73,33

12

60,00

80,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan,
termasuk berita pariwara.

73,33

12

40,00

90,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

82,50

12

80,00

90,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

82,50

12

80,00

100,00

abel 1.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MAX

B.2.11

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya.

74,17

12

40,00

90,00

B.2.12

Wartawan atau media di daerah ini tidak
menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.

73,75

12

60,00

90,00

B.2.13

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial tidak
berpengaruh terhadap isi media.

65,00

12

50,00

90,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata
B.2 14 E:gerintah daerah menghargai kerja profesional 84.17 12 70,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada
B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 65,00 12 50,00 | 80,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 70,00 12 60,00 | 80,00
(newsroom).
Tabel 1.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 85,00 12 60,00 | 100,00
siber.
Tabel 1.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provm3| |n|. 75.42 12 60,00 | 90,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 79,09 11 60,00 | 90,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B 4.20 dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 47,92 12 35.00 | 70,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.
Tabel 1.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 86,67 12 70,00 | 100,00
kepentingan publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang | 74,17 12 60,00 | 90,00
berorientasi pada kepentingan publik.
Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 87,50 12 70,00 | 100,00
peraturan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 81,67 12 70,00 | 100,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah | 82,08 12 70,00 | 100,00
ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 82,50 12 70,00 | 100,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi | 85,83 12 80,00 | 100,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.
Tabel 1.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan Rata- |\ | wmiN | mAx
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 76,25 12 70,00 | 90,00
(imparsial).
C12 Lembaga peradilan Iepih mengedepankan pringip 71.25 12 50,00 | 90,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 79,17 12 70,00 | 90,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 78,75 12 50,00 | 90,00
kemerdekaan pers.
Tabel 1.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- | | miIN | mAx
rata
Cc25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 80,00 12 80,00 | 80,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 1.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- | | mIN | mAX
rata
C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 81,67 12 70,00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 81,67 12 80,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
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c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 8333 12 80,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 8333 12 80,00 | 90,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 1.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erlntah dgerah mendukung dan mendorong 74.17 12 60,00 | 90,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomaq Pemt?erltaan Medlla Siber 72.50 12 60,00 | 80,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 1.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Cile berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. il (2 SO UL
C513 Komis.i Penyiaran Indonesig (KPI) di provinsi ini 80,83 12 70,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C.5.14 Komis.i Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 80,83 12 70,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C5.15 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 73.75 12 60,00 | 90,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
Gigiile Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang (02 (2 SO0 SIORL
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 73,33 12 60,00 | 80,00
perdata daripada hukum pidana.
Tabel 1.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | MAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
C6.18 untuk menylarlfan .b.erlta yang Qapat dlgerna oleh 37.92 12 500 | 75,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

A1 Wartawan bebas memili.h organjsa& tanpa paksaan 87.92 | 12 |70,00| 100,00
penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 84,67 12 60,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya

A.1.3 | tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik 79,08 12 | 40,00 | 100,00
atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan

A 14 | PErS ‘deng.an program kerjg, sepertll pendidikan dan 8342 | 12 |50,00| 95,00
pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang
pengetahuan lain.

Tabel 2.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
No. Pernyataan Rata-| n | MIN | mAX
rata

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 74,00 12 32,00 | 100,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau

A26 partai polltlk mepekan dalam bentuk, seperti 8425| 12 |60,00| 99,00
menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus
dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.

AD7 ReQaksi bersikap independen dallgm mepentukan isi 73,58 12 60,00 | 95,00
berita tanpa campur tangan pemilik media massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 7375 | 12 | 55,00 | 100,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa

A 39 | Penganiayaan, pembunuhgn, maupun penculikan 7083 | 12 | 30,00 | 100,00
terhadap wartawan, atau tindakan untuk
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Tabel 2.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh 70,42 12 | 40,00 | 100,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi
wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan
LB dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara 220 | A | SO0 | St
dan non negara
Tabel 2.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 82,42 | 12 | 50,00 | 95,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 7033 | 12 | 40,00 | 100,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 2.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan
A.5.14 | adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan 76,08 | 12 | 50,00 | 95,00
bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan
liputan perempuan, anak, dan adat.
A 515 Pemerlln.tah daergh ikut mendorong keragaman 6750 | 12 | 31,00 9500
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 84,17 12 | 40,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 2.6 Nilai Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada mediayang | 77,92 | 12 | 60,00 | 95,00
diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat | 79,50 12 60,00 | 95,00
atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 7783 | 12 | 60,00 | 95,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAx
rata
A7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencan, meliput, 81,08 12 | 35,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 75,08 | 12 | 40,00 | 98,00
jurnalistiknya.
A7 Komisi Inforrr.1§3| Pub|l|$ (KIP.) mendukyng.wartawan 8042 | 12 | 60,00 | 100,00
yang mencari informasi publik untuk diberitakan.
A 7.23 Wartawgn asing d||z.|nk.a.n.untuk meliput 80.75| 12 | 65,00 | 100,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 2.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 8392 | 12 | 70,00 | 95,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 2.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
dan meliput masalah kelompok rentan, seperti
REEE masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi ] A | 2ail] Pal
Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9 .26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 7542 | 12 | 45,00 | 90,00
ramah anak.
A9 27 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang 7267 | 12 |55,00| 90,00
berperspektif gender.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
A.9.28 masyarakat adat sesuai perspektif HAM. 71,25 12 60,00 | 90,00
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang | 60,75 | 12 | 25,00 | 80,00
tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus
untuk memastikan persoalan kelompok rentan
seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh
A.9.30 | perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum | 62,75 12 25,00 | 89,00
adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau
kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 2.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Rata-

N MIN MAX
rata

No. Pernyataan

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.1 | mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan | 87,75 | 12 | 70,00 | 100,00
peraturan tentang pers.

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.2 | mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan 86,08 | 12 | 70,00 | 98,00
peraturan tentang pers.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada

B.1.3 | perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam 83,08 | 12 | 40,00 | 95,00
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran,
baik dalam pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.

B.1.4 81,67 | 12 | 40,00 | 95,00

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
B.1.5 | pemerintah daerah tidak menyebabkan 71,67 | 12 | 50,00 | 90,00
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan

B.1.6 | redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau 75,83 | 12 | 50,00 | 95,00
advertorial.
Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan

B.1.7 | redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan 78,75 | 12 | 65,00 | 95,00

sosial dan hibah.

Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak
B.1.8 | berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk 7792 | 12 | 60,00 | 95,00
berita pariwara.

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak

B4 terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu Sl || 1z BHY 085
Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
B.1.10 | provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman 8250 | 12 | 70,00 | 95,00

pemberitaan

Tabel 2.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Rata-

N MIN MAX
rata

No. Pernyataan

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan

B.2.11 ) : . 77,92 | 12 | 50,00 | 95,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir

B212 pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau 72.83 | 12 | 40,00 90,00

lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
memengaruhi isi media.

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
B.2.13 | lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh 68,58 | 12 | 35,00 | 95,00
terhadap isi media.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAx
rata
B.2 14 FF:eelglerintah daerah menghargai kerja profesional 77.92 | 12 | 35,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
B2 15 ketergantlu.ngan perusahagr) pers pada pemerintah, 6717 | 12 | 25,00 | 90,00
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan
besar sebagai sumber pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 70,00 | 12 | 35,00 | 95,00
(newsroom).
Tabel 2.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
B317 Di provinsi ini terdapat keberggaman kepem!likqn 8292 | 12 |65,00| 95,00
perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.
Tabel 2.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
B4.18 Tata k.elola perusahaa.n pers di provinsi ini dilakukan 7367 | 12 | 40,00 | 95,00
sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 7450 | 12 | 40,00 | 90,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 | dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 52,08 12 30,00 | 70,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Tabel 2.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata-| | miIN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan kepentingan | 75,83 | 12 | 50,00 | 90,00
publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 75,83 | 12 | 35,00 | 95,00
berorientasi pada kepentingan publik.
B.523 Perizingn frgkueqsi r.a.di.o I.<omunitas dan. televisi 75.92 12 31,00 | 95,00
komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 71,67 | 12 | 30,00 | 95,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
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Rata-

N MIN MAX
rata

No. Pernyataan

Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah 79,58 12 | 40,00 | 95,00
ini

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 75,25 | 12 | 40,00 | 98,00
masyarakat.

Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan publik
B.5.27 | dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah 72,50 | 12 | 35,00 | 95,00
terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan
masyarakat.

Tabel 2.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Rata-

No. Pernyataan N MIN | MAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers secara
Sl independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial). S| ilz ) AR | Eisfh
C1.2 Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip 7208 | 12 | 40,00 95,00

kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.

Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 78,75 12 35,00 | 95,00
melindungi kemerdekaan pers.

Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 78,67 12 45,00 | 95,00
kemerdekaan pers.

Tabel 2.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No. Pernyataan Rata-| | yiN | mAX
rata
C25 Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin 80,08 | 12 |31,00| 95,00

wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

Tabel 2.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No. Pernyataan Rata-| | ymiN | mAX
rata

c.3.6 | Di provinsiini tidak terdapat peraturan yang dapat 7950 | 12 | 50,00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang

C3.7 memberi hukuman/gank3| secara.berleblhan kepada 8192| 12 |55,00/| 99,00
wartawan atau media dalam menjalankan tugas
jurnalistik.

c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 8408 | 12 |55,00/ 99,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
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Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan

C.3.9 82,25 | 12 | 55,00 | 95,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 2.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata-| -\ | MmN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erintah dqerah mendukung dan mendorong 8500| 12 |70,00| 95,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedgman F?embentaan Medla Siber dan 73.75 12 | 56,00 | 95,00
Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh
Dewan Pers.
Tabel 2.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | maAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Gz berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. Sy |z Ehith ) Bleitt
C513 Kom|§| Penyiaran IndoneS|g (KPI) di provinsi ini 79.83 | 12 | 40,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Komisi Informasi P.ubllk (KIP) di provinsi ini bekerja 7958 | 12 | 40,00 | 95,00
secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 7400 | 12 | 45,00 | 90,00
penghukuman) kekerasan terhadap wartawan
secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.16 | di provinsi ini selalu mengedepankan Undang- 74,33 | 12 | 45,00 | 95,00
Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.17 | di provinsi ini mengedepankan hukum perdata 68,42 | 12 | 50,00 | 85,00
daripada hukum pidana.
Tabel 2.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata-|  \ | miIN | MAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
C6.18 untuk menylarlfan .b.erlta yang Qapat dlgerna oleh 62,50 | 12 | 30,00 | 90,00
penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu
dan tunanetra.
14
V & & 4

INDEKS KEMERDEKAAN

v & 4

PERS 2021




ZZ

Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

P/ N/ INXINN
ARRRERRER
\\ [ AT ][]
L\ </

&3

SUCOFINDO DEWANPERS

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

A1 Wartawan bebas memili.h organjsasi tanpa paksaan 87.92 | 12 | 70,00 | 100,00
penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 88,17 | 12 | 75,00 | 98,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya

A.1.3 | tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik 82,83 | 12 | 65,00 | 100,00
atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers
dengan program kerja, seperti pendidikan dan

Aol pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan SULE |12 7ty | 10050
lain.

Tabel 3.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 80,92 | 12 | 50,00 | 100,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau

A26 partai polltlk mepekan dalam bentuk, seperti 86.42 | 12 | 70,00 | 100,00
menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus
dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.

AD 7 ReQaksi bersikap independen dallgm mepentukan isi 82,58 | 12 | 60,00 | 90,00
berita tanpa campur tangan pemilik media massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 7992 | 12 | 60,00 | 90,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa

A 3.9 | Penganiayaan, pembunuhgn, maupun penculikan 86,58 | 12 | 55,00 | 100,00
terhadap wartawan, atau tindakan untuk
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Tabel 3.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No. Pernyataan Rata-| \ | mIN | MAX
rata
Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan,
A.3.10 | atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena 79,58 | 12 | 56,00 | 95,00
berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi
wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan
LB dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara 7888 | iz | Sally ) Siefie
dan non negara
Tabel 3.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
No. Pernyataan Rata-| | miN | mAX
rata
A4.12 Pem.erintah tid.ak melarang r.nasyaflrakat. menciptakan 9117 | 12 | 75,00 | 100,00
media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang 8583 | 12 | 50,00 | 100,00
mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 3.5 Nilai Keragaman Pandangan
No. Pernyataan Rata-| | miN | mAX
rata
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan
A.5.14 | adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan 76,58 | 12 | 60,00 | 95,00
bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan
perempuan, anak, dan adat.
A 515 Pemerlln.tah daergh ikut mendorong keragaman 82.42 | 12 | 50,00 | 100,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 91,33 | 12 | 75,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 3.6 Nilai Akurat dan Berimbang
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang 82,42 | 12 | 70,00 | 95,00
diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat 88,33 | 12 | 75,00 | 90,00
atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentulg menghambat 8167 | 12 | 50,00 | 90,00
upaya wartawan dalam mencari sampai
memberitakan.
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencan, meliput, 86,00 | 12 | 55,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 85,67 | 12 | 58,00 | 100,00
jurnalistiknya.
A 722 Komisi Inforrr.1§si Publilf (KIP.) mendukyng.wartawan 90,00 | 12 | 75,00 | 100,00
yang mencari informasi publik untuk diberitakan.
A 7.23 V\/artavyaq ?§ing diizinkan untuk meliput pemberitaan 8542 | 12 | 65,00 | 100,00
di provinsi ini.
Tabel 3.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 88,50 | 12 | 65,00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 3.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan
meliput masalah kelompok rentan, seperti
REEE masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi s iz ) Bty U
Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9.26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 8475 | 12 | 65,00 | 98,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.in3| ini membuat pemberitaan yang 84.08 | 12 | 69,00 | 100,00
berperspektif gender.
A9 28 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang 8867 | 12 | 75.00 | 10000
n masyarakat adat sesuai perspektif HAM. ’ ’ ’
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang | 56,67 | 12 | 50,00 | 75,00
tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus
untuk memastikan persoalan kelompok rentan
seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh
A.9.30 | perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum | 65,75 | 12 | 50,00 | 90,00
adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau
kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 3.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat

B.1.1 | mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan 89,08 | 12 | 75,00 | 100,00
peraturan tentang pers.
Individu dan kelompok di provinsi ini dapat

B.1.2 | mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan 89,08 | 12 | 69,00 | 100,00
peraturan tentang pers.
Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada

B.1.3 | perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam 90,50 | 12 | 70,00 | 100,00
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.
Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar

B14 ke’gentuan atau rggulasn kepada lembaga penyiaran, 8958 | 12 | 69,00 | 100,00
baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti
biaya perizinan, retribusi, dan pajak.
Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari

B.1.5 | pemerintah daerah tidak menyebabkan 80,75 | 12 | 50,00 | 100,00
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.
Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan

S48 redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau advertorial. MEs | iz | agy | st
Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan

B.1.7 | redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan 86,58 | 12 | 50,00 | 100,00
sosial dan hibah.
Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak

B.1.8 | berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk 75,42 | 12 | 35,00 | 100,00
berita pariwara.

B19 Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak 84.92 | 12 | 55,00 | 100,00
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

B.1.10 Kgqsentra3| kepemlllk.an perusahaan pers di provinsi 8592 | 12 | 60,00 | 100,00
ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan

Tabel 3.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No. Pernyataan Rata-| | miN | MAX
rata

B.2 11 Perusghaan pers.di provinsi ini mgnempatkan 87.00 | 12 | 55,00 | 100,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir

B.2.12 pemberian uang dan/atau fas]lltas dari |nd|.V|du atau 74.92 | 12 |55.00 | 90,00
lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
memengaruhi isi media.
Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau

B.2.13 | lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh 74,50 | 12 | 50,00 | 90,00
terhadap isi media.

B.2 14 Eeerrgerintah daerah menghargai kerja profesional 8508 | 12 | 55,00 | 100,00
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No. Pernyataan Rata-| | miN | mAX
rata
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
B2 15 ketergantlu.ngan perusahagr) pers pada pemerintah, 67.92 | 12 | 40,00 | 90,00
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan
besar sebagai sumber pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 73,67 | 12 | 40,00 | 90,00
(newsroom).
Tabel 3.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
B 3.17 Di provinsi ini terdapat keberggaman kepem!llkqn 88.00 | 12 | 75,00 | 92,00
perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.
Tabel 3.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata-| \ | miN | MAX
rata
B4.18 Tata k.elola perusahaa.n pers di provinsi ini dilakukan 83.00| 12 | 65,00 | 95,00
sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan | 81,67 | 12 | 65,00 | 92,00
pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara
Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan
B.4.20 | jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam 63,58 | 12 | 30,00 | 90,00
Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Tabel 3.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata-| | miN | MAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan kepentingan | 87,17 | 12 | 65,00 | 100,00
publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 82,50 | 12 | 50,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.
B 5.23 Penzmgn frgkuen§| r.a.d|.o I.<omun|tas dan. televisi 8575 | 12 | 69,00 | 95,00
komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 86,58 | 12 | 60,00 | 100,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
B.525 Dewan Pers c.ian konstlt.uen.nya mendorong pers | 87.42| 12 | 70,00 | 95,00
agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini
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No. Pernyataan Rata-| | miN | mAX
rata

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi

B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 87,42 | 12 | 70,00 | 95,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan publik

B.5.27 | dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah 90,00 | 12 | 75,00 | 100,00
terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan
masyarakat.

Tabel 3.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers secara
ool independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial). S | A= 000 St
C12 Lembaga peradilan Ieplh mengedepankan prinsip 7542 | 12 | 55,00 | 95,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 85,67 | 12 | 60,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban
C.1.4 | untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan 85,75 | 12 |69,00 | 100,00
pers.
Tabel 3.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata-| \ | miN | mAX
rata
Cc25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 8417 | 12 | 50,00 | 100,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 3.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | MAX
rata
C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 90,00 | 12 | 75,00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi
C.3.7 | hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan | 89,92 | 12 | 75,00 | 100,00
atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.
c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 90,00 | 12 | 75,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 87.27 | 11 | 70,00 | 100,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
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No. Pernyataan Rata-| | wmiN | mAx
rata
C.4.10 Pem.erintah dqerah mendukung dan mendorong 8542 | 12 | 50,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedgman F?embentaan Medla Siber dan 8167 | 12 | 56,00 | 98,00
Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh
Dewan Pers.
Tabel 3.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ |y | mAx
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Gz berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. Sz | 2 | dEbl | Bt
C513 Kom|§| Penyiaran IndoneS|g (KPI) di provinsi ini 8758 | 12 | 72,00 | 90,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Komisi Informasi P.ubllk (KIP) di provinsi ini bekerja 88.50 | 12 | 72,00 | 100,00
secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 84.00 | 12 | 50,00 | 100,00
penghukuman) kekerasan terhadap wartawan
secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.16 | di provinsi ini selalu mengedepankan Undang- 83,08 | 12 | 69,00 | 90,00
Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.17 | di provinsi ini mengedepankan hukum perdata 74,90 | 10 | 55,00 | 90,00
daripada hukum pidana.
Tabel 3.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata- |\ | yiN | mAx
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
C6.18 untuk menylarlfan .b.erlta yang Qapat dlgerna oleh 50,08 | 12 | 31,00 | 65,00
penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu
dan tunanetra.
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4. Provinsi Riau

Tabel 4.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

P/ N/ INXINN
ARRRERRER
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L\ </
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SUCOFINDO DEWANPERS

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

A1 Wartawan bebas memilih organ|§§3| tanpa 87.08 12 56.00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 78,83 12 56,00 | 95,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan

A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 79,00 12 60,00 | 100,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan

A5 dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang 6 (2 SN0 | OB
pengetahuan lain.

Tabel 4.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 72,75 12 36,00 | 100,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti

A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 86,25 12 70,00 | 100,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 70,75 12 50,00 | 92,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 7367 12 5500 | 95,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A.3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 80,08 12 30,00 | 100,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Tabel 4.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 76,58 12 1,00 | 100,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
sl kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari vl U SERD | TeEE
kekuatan negara dan non negara
Tabel 4.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 85,50 12 30,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 74.42 12 30,00 | 95,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 4.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti | 63,42 12 1,00 | 95,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 64.42 12 1,00 | 100,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 82,92 12 1,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 4.6 Nilai Akurat dan Berimbang
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 74,00 12 60,00 | 95,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 76,42 12 50,00 | 90,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 68,92 12 30,00 | 90,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Tabel 4.7 Nilai Akses atas Informasi Publik
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas mencari, meliput, 83,00 12 60,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 80,73 11 50,00 | 93,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 82,92 12 1,00 | 100,00
diberitakan.
A 723 Wartawgn asiqg diiz.ink.a.n.untuk meliput 82,58 12 60,00 | 100,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 4.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 88.33 12 70,00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 4.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9.25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 84.92 12 65.00 | 100,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9.26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 78,75 12 30,00 | 99,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 79.00 12 50,00 | 100,00
berperspektif gender.
A9 28 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang 84 75 12 65.00 | 100.00
n masyarakat adat sesuai perspektif HAM. ’ ’ ’
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 66,00 12 20,00 | 95,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat | 56,25 12 1,00 | 90,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 4.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

88,83

12

60,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

84,92

12

50,00

100,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

83,64

11

30,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

85,55

11

30,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

79,08

12

50,00

95,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

75,58

12

50,00

95,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

74,60

10

40,00

90,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan,
termasuk berita pariwara.

77,75

12

30,00

95,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

84,08

12

60,00

100,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

81,58

12

60,00

95,00

abel 4.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.2.11

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya.

82,67

12

70,00

98,00

B.2.12

Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan memengaruhi isi media.

65,58

12

30,00

90,00

B.2.13

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial tidak
berpengaruh terhadap isi media.

62,17

12

30,00

85,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
B.2 14 E:gerintah daerah menghargai kerja profesional 8127 11 60,00 | 95,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada
B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 64,17 12 30,00 | 85,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 64,08 12 30,00 | 82,00
(newsroom).
Tabel 4.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 90,75 12 80,00 | 100,00
siber.
Tabel 4.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini 75.58 12 50,00 | 95,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 70,33 12 50,00 | 90,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 56,58 12 30,00 | 80,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.
Tabel 4.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 84,33 12 70,00 | 98,00
kepentingan publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang | 80,09 11 30,00 | 95,00
berorientasi pada kepentingan publik.
Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 80,67 12 30,00 | 99,00
peraturan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 68,33 12 20,00 | 96,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah | 84,08 12 50,00 | 100,00
ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 78,08 12 30,00 | 90,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi | 79,83 12 1,00 | 100,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.
Tabel 4.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan Rata- | v | miN | MAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 78,25 12 50,00 | 100,00
(imparsial).
C12 Lembaga peradilan Iepih mengedepankan pringip 77 64 11 50,00 | 95,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 76,27 11 10,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 80,00 12 50,00 | 100,00
kemerdekaan pers.
Tabel 4.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- | | mIN | mAX
rata
C25 Peraturan dan .kebuakan di prc.avms[m! menjamin 73.92 12 30,00 | 100,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
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No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata
C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 87,42 12 60,00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 89.33 12 80,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
C3.8 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 88,25 12 75.00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 82,50 12 50,00 | 98,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 4.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erintah dgerah mendukung dan mendorong 82.83 12 50,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomaq Pempentaan Medlla Siber 73.25 12 5500 | 90,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 4.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | miIN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
e berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. S5 i IO | e
C513 Komisj Penyiaran Indonesig (KPI) di provinsi ini 79.00 12 20,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C.5.14 Komisj Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 81,67 12 20,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C5.15 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 82.50 12 70,00 | 100,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
e Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Sy i IO | 2t
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 64,91 11 20,00 | 89,00
perdata daripada hukum pidana.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata

Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa

C6.18 untuk menylarkan p.erlta yang Qapat dlgerna oleh 53,08 12 10,00 | 80,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.
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Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 5.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

A1 Wartawan bebas memilih organls.a.13| tanpa 89,00 12 70,00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 85,92 12 55,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan

A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 87,00 12 60,00 | 100,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan

AU dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang Lol L2 SO | IO
pengetahuan lain.

Tabel 5.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik

A.2.5 | atau organisasi masyarakat memberlakukan 83,00 12 60,00 | 100,00
sensor peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti

A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 90,58 12 70,00 | 100,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 79,00 12 56,00 | 100,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 76.75 12 60,00 | 93,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A-3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 85,92 12 60,00 | 100,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Tabel 5.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya
Rushill oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat Sl 2 SR | UL
media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
Atk kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari sosk i SR | TR
kekuatan negara dan non negara
Tabel 5.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 93,18 11 85,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 84,55 11 70.00 | 100,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 5.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti | 78,42 12 55,00 | 95,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A 515 Pemerlln.tah daergh ikut mendorong keragaman 80.44 10 50,00 | 96,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 91,75 12 80,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 5.6 Nilai Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 85,36 11 70,00 | 100,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 84,73 11 69,00 | 100,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 81,09 12 69,00 | 94,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Tabel 5.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas mencari, meliput, 88,50 12 69,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 83,25 12 50,00 | 100,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 84,25 12 70,00 | 100,00
diberitakan.
A 723 Wartawgn asiqg diiz.ink.a.n.untuk meliput 81,50 10 40,00 | 100,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 5.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 83,67 12 40,00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 5.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9.25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 86,25 12 70,00 | 100,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9.26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 84.67 12 60,00 | 93,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 83,83 12 50,00 | 95,00
berperspektif gender.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
RS masyarakat adat sesuai perspektif HAM. Sz Iz S | e
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 63,83 12 5,00 | 100,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat | 77,82 11 30,00 | 100,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 5.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

91,08

12

70,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

90,73

12

70,00

100,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

85,55

12

70,00

95,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

89,82

11

70,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

84,36

11

70,00

95,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

84,27

11

60,00

100,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

87,90

10

70,00

100,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan,
termasuk berita pariwara.

86,91

11

70,00

92,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

86,73

12

70,00

100,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman

pemberitaan

82,22

10

60,00

92,00

abel 5.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepenti

ngan yang Kuat

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.2.11

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya.

87,83

12

65,00

100,00

B.2.12

Wartawan atau media di daerah ini tidak
menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.

79,09

12

40,00

98,00

B.2.13

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial tidak

berpengaruh terhadap isi media.

78,82

11

40,00

93,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata

Pemerintah daerah menghargai kerja profesional
pers.

B.2.14 88,25 12 75,00 | 100,00

Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada

B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 76,25 12 40,00 | 96,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.

Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 81,55 11 55,00 | 93,00
(newsroom).

Tabel 5.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 85,67 12 60,00 | 100,00
siber.
Tabel 5.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata

Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini

B-4.18 | dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.

84,64 11 70,00 | 95,00

Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau
B.4.19 | afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham 75,00 11 30,00 | 92,00
perusahaan pers.

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.

B.4.20 62,90 12 5,00 | 100,00

Tabel 5.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 88,00 12 60,00 | 100,00
kepentingan publik.

Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang | 82,64 12 5,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.

Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 90,44 10 80,00 | 100,00
peraturan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | miN | maAx
rata
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 89,00 11 80,00 | 100,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di 87,58 12 50,00 | 100,00
daerah ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 89,10 11 80,00 | 100,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi | 85,44 11 60,00 | 100,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.
Tabel 5.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 79,90 12 60,00 | 100,00
(imparsial).
C12 Lembaga peradilan Iepih mengedepankan pringip 83.00 12 60,00 | 100,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 83,00 12 55,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 86,08 12 69,00 | 100,00
kemerdekaan pers.
Tabel 5.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata
C25 Peraturan dan .kebuakan di prc.avms[m! menjamin 88.91 12 65.00 | 100,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 93,56 11 90,00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 91.80 10 80,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
C3.8 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 91,00 10 80,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 87.18 11 80,00 | 100,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 5.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erintah dgerah mendukung dan mendorong 89,80 10 69,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomaq Pempentaan Medlla Siber 82.17 12 60,00 | 100,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 5.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | maAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
e berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. A 0 FERY | TEE
C513 Komisj Penyiaran Indonesig (KPI) di provinsi ini 88.18 11 75.00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C.5.14 Komisj Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 89.90 10 80.00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C5.15 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 8150 11 69,00 | 100,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
e Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Sjc . LR | TOLE
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 81,00 10 50,00 | 90,00
perdata daripada hukum pidana.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAx
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media
C.6.18 | massa untuk menyiarkan b(larltalyang dapat. 65.56 9 40,00 | 90,00
dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti
penderita tunarungu dan tunanetra.
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Tabel 6.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan
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No. Pernyataan Rata- |\ | miN | maAxX
rata

A1 Wartawan bebas memilih organiggsi tanpa 88.33 12 65,00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 83,67 12 50,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan

A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 82,08 12 55,00 | 100,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan

Rl dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang SELE iz (e
pengetahuan lain.

Tabel 6.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mMAX
rata

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 77,83 12 65,00 | 90,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti

A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 88,17 12 80,00 | 100,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 76,17 12 30,00 | 90,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh 7375 12 30.00 | 9000

- kepentingan politik dan ekonomi, termasuk ’ ’ ’
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa

A3.9 penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan 82 83 12 6500 | 9500

- terhadap wartawan, atau tindakan untuk ’ ’ ’
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Tabel 6.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 83,75 12 70,00 | 90,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.

Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari
kekuatan negara dan non negara

A.3.11 82,50 12 50,00 | 90,00

Tabel 6.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 85,00 12 75,00 | 90,00
jurnalisme warga.

Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi

A.4.13 yang mendukung kebutuhan masyarakat.

84,17 12 70,00 | 90,00

Tabel 6.5 Nilai Keragaman Pandangan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti 77,42 12 60,00 | 90,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.

Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman

8 kepemilikan media.

74,17 12 30,00 | 90,00

Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 86,83 12 70,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.

Tabel 6.6 Nilai Akurat dan Berimbang

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 80,00 12 65,00 | 95,00
yang diterbitkan di daerah ini.

Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 83,33 12 70,00 | 90,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.

Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
mengatur isi pemberitaan dalam bentuk
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.

A.6.19 79,92 12 60,00 | 90,00

39
V & & 4

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

T &



Tabel 6.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

P/ N/ INXINN
ARRRERRER

\\ [ AT ][]
A\ L\ </

&3

SUCOFINDO DEWANPERS

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas mencari, meliput, 82,92 12 65,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 81,83 12 65,00 | 100,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 76,83 12 60,00 | 90,00
diberitakan.
A 723 Wartawgn asing duzllnk.a.n.untuk meliput 81,83 12 70,00 | 90,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 6.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 84.42 12 75,00 | 95,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 6.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9 25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 84.17 12 70,00 | 90,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9.26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 79.58 12 60,00 | 90,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 80,00 12 70,00 | 90,00
berperspektif gender.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
Rl masyarakat adat sesuai perspektif HAM. SR 2 L | BT
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 69,17 12 20,00 | 90,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat | 75,17 12 60,00 | 90,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 6.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

84,08

12

75,00

90,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

77,83

12

20,00

90,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

83,33

12

70,00

90,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

83,33

12

70,00

90,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

75,83

12

30,00

90,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

76,25

12

30,00

90,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

78,75

12

50,00

90,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan,
termasuk berita pariwara.

83,75

12

75,00

90,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

76,67

12

30,00

90,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

76,25

12

20,00

90,00

T

abel 6.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MAX

B.2.11

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya.

81,67

12

70,00

90,00

B.2.12

Wartawan atau media di daerah ini tidak
menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.

75,83

12

60,00

95,00

B.2.13

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial tidak
berpengaruh terhadap isi media.

75,83

12

60,00

100,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata
B.2 14 E:gerintah daerah menghargai kerja profesional 82,92 12 70,00 | 90,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada
B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 71,67 12 50,00 | 90,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 74,58 12 30,00 | 90,00
(newsroom).
Tabel 6.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 77,50 12 30,00 | 90,00
siber.
Tabel 6.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini- 76,25 12 65,00 | 90,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 71,67 12 30,00 | 85,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B 4.20 dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 70,83 12 50,00 | 85,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.
Tabel 6.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 82,08 12 70,00 | 90,00
kepentingan publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang | 80,83 12 55,00 | 90,00
berorientasi pada kepentingan publik.
Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 83,33 12 65,00 | 100,00
peraturan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 82,08 12 60,00 | 90,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah | 84,58 12 75,00 | 95,00
ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 82,08 12 70,00 | 90,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi | 77,50 12 50,00 | 95,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.
Tabel 6.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 82,08 12 70,00 | 90,00
(imparsial).
C12 Lembaga peradilan Iepih mengedepankan pringip 80,83 12 70,00 | 100,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 79,58 12 50,00 | 90,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 80,83 12 70,00 | 90,00
kemerdekaan pers.
Tabel 6.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Cc25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 81,83 12 60,00 | 92,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 6.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 8542 12 80,00 | 90,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 86.25 12 80,00 | 90,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
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c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 84,58 12 75.00 | 90,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 84.17 12 65,00 | 90,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 6.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erlntah dgerah mendukung dan mendorong 86,67 12 80.00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.4.11 Jurnalistik, Pedomaq Pemt?erltaan Medlla Siber 80,00 12 60,00 | 100,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 6.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Cile berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. doir2 i SO UL
C513 Komis.i Penyiaran Indonesig (KPI) di provinsi ini 80,92 12 65,00 | 90,00
bekerja secara bebas dan independen.
C.5.14 Komis.i Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 79.17 12 50,00 | 90,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C5.15 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 80,83 12 70,00 | 95,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
Gigiile Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang il i (Y | OB
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 82,50 12 50,00 | 90,00
perdata daripada hukum pidana.
Tabel 6.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | MAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
C6.18 untuk menylarlfan .b.erlta yang Qapat dlgerna oleh 68,33 12 30,00 | 90,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.
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No. Pernyataan Rata- |\ | miIN | mAX
rata

A1 Wartawan bebas memilih organiggsi tanpa 86.17 12 70,00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 83,33 12 60,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan

A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 83,75 12 70,00 | 100,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan

Al dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang S (& (e
pengetahuan lain.

Tabel 7.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-

No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik

A.2.5 | atau organisasi masyarakat memberlakukan 81,92 12 60,00 | 100,00
sensor peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti

A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 85,00 12 60,00 | 100,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 80,42 12 60,00 | 95,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 81,25 12 60,00 | 100,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa

A 3.9 | Penganiayaan, pembunuhgn, maupun penculikan 8567 12 60,00 | 100,00
terhadap wartawan, atau tindakan untuk
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAx
rata
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A3.10 | PEnganiayaan, atau thak kekerg§an Iampya 80,33 12 60,00 | 100,00
oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat
media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
sl kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari s 2 S0 | P
kekuatan negara dan non negara
Tabel 7.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 86,25 12 60,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 82,75 12 60,00 | 100,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 7.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti | 80,00 12 60,00 | 95,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 83,67 12 60,00 | 100,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 87,42 12 60,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 7.6 Nilai Akurat dan Berimbang
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 80,83 12 60,00 | 95,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 82,00 12 69,00 | 100,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 80,58 12 56,00 | 100,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Tabel 7.7 Nilai Pendidikan Insan Pers

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput,

el atau memeroleh informasi publik.

85,17 12 70,00 | 100,00

Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 85,42 12 56,00 | 100,00
jurnalistiknya.

Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 82,08 12 60,00 | 100,00
diberitakan.

Wartawan asing diizinkan untuk meliput

A.7.23 pemberitaan di provinsi ini.

75,83 12 30,00 | 100,00

Tabel 7.8 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.

A.8.24 87,08 12 70,00 | 100,00

Tabel 7.9 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
dan meliput masalah kelompok rentan, seperti
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.

A.9.25 84,33 12 70,00 | 100,00

Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan

A.9.26 82,17 12 70,00 | 95,00
ramah anak.

A9 27 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang 81.42 12 60,00 | 95,00
berperspektif gender.

A9 28 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang 82.75 12 60,00 | 100,00

masyarakat adat sesuai perspektif HAM.

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 65,00 12 30,00 | 85,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat | 76,58 12 60,00 | 90,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 7.10 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

84,17

12

70,00

95,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

79,00

12

50,00

98,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

84,42

12

70,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

83,67

12

70,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

79,58

12

65,00

95,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

78,33

12

60,00

95,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

82,67

12

60,00

100,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan,
termasuk berita pariwara.

82,92

12

70,00

100,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

77,92

12

50,00

100,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

82,50

12

70,00

100,00

T

abel 7.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepenti

ngan yang Kuat

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.2.11

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya.

81,25

12

70,00

95,00

B.2.12

Wartawan atau media di daerah ini tidak
menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.

7717

12

60,00

100,00

B.2.13

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial tidak
berpengaruh terhadap isi media.

75,50

12

60,00

100,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
B 214 E:germtah daerah menghargai kerja profesional 8533 12 60,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada
B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 77,42 12 65,00 | 90,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 80,00 12 60,00 | 100,00
(newsroom).
Tabel 7.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 84,50 12 70,00 | 100,00
siber.
Tabel 7.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini. 77.25 12 20,00 | 100,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau
B.4.19 | afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham 78,42 12 69,00 | 98,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 75.00 12 56,00 | 100,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.
Tabel 7.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 82,83 12 60,00 | 100,00
kepentingan publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang | 85,17 12 70,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.
Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 85,33 12 70,00 | 100,00
peraturan.
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Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 76,67 12 50,00 | 100,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.

Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers

B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di 82,67 12 70,00 | 100,00
daerah ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi

B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 81,92 12 70,00 | 100,00
masyarakat.

Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi | 74,92 12 40,00 | 100,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.

Tabel 7.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata

Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 80,08 12 56,00 | 100,00
(imparsial).

Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip

oLz kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.

82,50 12 60,00 | 100,00

Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 81,50 12 55,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.

Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 79,92 12 60,00 | 100,00
kemerdekaan pers.

Tabel 7.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata

Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin

C.25 , : o 79,33 12 50,00 | 95,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 7.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat 7967 12 30,00 | 100,00

memidana wartawan karena pemberitaannya.

Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 8542 12 60,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan

tugas jurnalistik.

Di provinsi ini tidak ada peraturan yang

Cutiie memberlakukan sensor terhadap pers.

84,75 12 60,00 | 100,00
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Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 8125 12 30,00 | 100,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 7.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erlntah dgerah mendukung dan mendorong 79.17 12 60,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomaq Pemt?erltaan Medlla Siber 79.50 12 60,00 | 95,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 7.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Cile berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. el (2 (O OB
C513 Kom|§| Penyiaran IndoneS|g (KPI) di provinsi ini 79.08 12 60,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Kom|§| Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 77,50 12 60,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 79.92 12 65.00 | 100,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
e Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang S (& SLRD | TOE
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 78,08 12 60,00 | 100,00
perdata daripada hukum pidana.
Tabel 7.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata- |\ | miIN | mAx
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media
C.6.18 | massa untuk menyiarkan b(larltalyang dapat. 67.92 12 30,00 | 85,00
dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti
penderita tunarungu dan tunanetra.
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8. Provinsi Bengkulu

Tabel 8.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan

A.1.1 " .
penguasa maupun pemilik media.

83,67 | 12 |69,00 | 90,00

Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke
A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 79,92 12 60,00 | 90,00
pemilik media.

Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya
A.1.3 | tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik | 82,33 12 70,00 | 95,00
atau organisasi masyarakat.

Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan

Al pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang S5, [
pengetahuan lain.
Tabel 8.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau
A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 74,58 | 12 | 60,00 | 90,00
peliputan atau pemberitaan.

Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti
menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus
dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.

A.2.6 82,92 | 12 | 70,00 | 95,00

Redaksi bersikap independen dalam menentukan
A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 79,92 12 | 65,00 | 100,00
massa.

Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.

A28 73,33 | 12 | 56,00 | 90,00

Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan
terhadap wartawan, atau tindakan untuk
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.

A3.9 87,08 | 12 | 70,00 | 100,00
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh 82,08 12 70,00 | 100,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
Atk kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari S| 2| 00 B
kekuatan negara dan non negara
Tabel 8.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | MAX
rata
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 80,42 12 | 60,00 | 95,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 75,33 12 169,00 | 90,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 8.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti 71,75 | 12 | 45,00 | 90,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender,
dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A 515 Pemerlln.tah daergh ikut mendorong keragaman 7800 | 12 |5000/| 90,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 89,92 12 80,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 8.6 Nilai Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang | 77,17 | 12 | 60,00 | 100,00
diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 81,08 12 69,00 | 95,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 7867 | 12 |69,00| 90,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas mencari, meliput, 88.25| 12 | 75,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 75,50 12 50,00 | 100,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 79,08 | 12 | 65,00 | 90,00
diberitakan.
A 723 Wartawgn asiqg diiz.ink.a.n.untuk meliput 8100| 12 |68,00| 90,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 8.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 8367 | 12 |65,00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 8.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
dan meliput masalah kelompok rentan, seperti
REEE masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi sy [
Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9 .26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 77.00 12 | 60,00 | 100,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 73.33 12 55.00 | 100,00
berperspektif gender.
A998 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang 7325 | 12 15000 | 10000
n masyarakat adat sesuai perspektif HAM. ’ ’ ’
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang | 63,25 | 12 | 50,00 | 100,00
tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat 68,33 | 12 | 50,00 | 100,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau
kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 8.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

85,33

12

70,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

83,50

12

70,00

95,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

81,83

12

60,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

82,67

12

60,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

72,92

12

56,00

90,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

75,58

12

56,00

90,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

80,08

12

65,00

95,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak
berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk
berita pariwara.

79,58

12

55,00

95,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

77,00

12

55,00

95,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman

pemberitaan

80,00

12

55,00

100,00

abel 8.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentin

gan yang Kuat

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.2.11

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya.

75,58

12

50,00

95,00

B.2.12

Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
memengaruhi isi media.

71,58

12

50,00

100,00

B.2.13

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial tidak
berpengaruh terhadap isi media.

72,50

12

50,00

100,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | MAX
rata
B.2 14 FF:eelglerintah daerah menghargai kerja profesional 8367 | 12 |60,00| 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
B 215 ketergantlu.ngan perusahagr) pers pada pemerintah, 6750 | 12 | 50,00 | 100,00
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan
besar sebagai sumber pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 76,50 | 12 | 69,00 | 100,00
(newsroom).
Tabel 8.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata-| \ | MiN | MAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 82,08 12 55,00 | 90,00
siber.
Tabel 8.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata-| \ | MiN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini. 7400 | 12 |50,00 | 100,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 59,58 | 12 | 10,00 | 80,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 | dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 67,58 12 31,00 | 100,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Tabel 8.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- |\ | N | mAx
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan kepentingan | 84,00 | 12 | 60,00 | 100,00
publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 82,58 | 12 | 70,00 | 90,00
berorientasi pada kepentingan publik.
B 5.23 Penzmgn frgkuen§| r.a.d|.o I.<omun|tas dan. televisi 82.83 12 70,00 | 100,00
komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 75,08 | 12 | 55,00 | 100,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | MAX
rata
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah 84,92 12 70,00 | 100,00
ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 82,58 | 12 | 60,00 | 100,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan publik
B.5.27 | dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah | 79,92 | 12 | 65,00 | 90,00
terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan
masyarakat.
Tabel 8.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan Rata- |\ | yin | mAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers secara
Gt independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial). fEgs | e | @) UL
C12 Lembaga peradilan Ieplh mengedepankan prinsip 80.17 12 | 65,00 | 100,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 71,00 12 | 50,00 | 90,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 79,92 12 60,00 | 90,00
kemerdekaan pers.
Tabel 8.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata-| | mIN | MAX
rata
C25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 71.92 12 50,00 | 90,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 8.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 78.25 12 | 60,00 | 95,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 80,75 12 | 60,00 | 95,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 8325 12 70,00 | 95,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
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Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan

C.3.9 79,92 12 | 60,00 | 90,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 8.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata-| \ | MIN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erintah dgerah mendukung dan mendorong 76,00 12 | 50,00 | 90,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedgman Ffembentaan Medla Siber dan 74.67 12 56,00 | 90,00
Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh
Dewan Pers.
Tabel 8.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAx
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
e berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. SEie || e EhoY ) 085
C513 Komis.i Penyiaran Indonesig (KPI) di provinsi ini 8242 | 12 |60,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C.5.14 Komisi Informasi P.ublik (KIP) di provinsi ini bekerja 8225| 12 |60,00 | 100,00
secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C5.15 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 82,67 | 12 | 60,00 | 100,00
penghukuman) kekerasan terhadap wartawan
secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.16 | di provinsi ini selalu mengedepankan Undang- 84,33 | 12 | 68,00 | 100,00
Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.17 | di provinsi ini mengedepankan hukum perdata 79,75 | 12 | 60,00 | 100,00
daripada hukum pidana.
Tabel 8.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
C6.18 untuk menylarlfan .b.erlta yang Qapat dlgerna oleh 6583 | 12 |5500 | 90,00
penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu
dan tunanetra.
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata

A1 Wartawan bebas memilih organisasi tanpa 8408 12 70,00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 84,25 12 70,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan

A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 75,33 12 56,00 | 100,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan

A5 dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang R (2 SO I
pengetahuan lain.

Tabel 9.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-

No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 76,75 12 56,00 | 100,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti

A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 87,25 12 80,00 | 100,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 69,92 12 30,00 | 90,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 73.75 12 60,00 | 95,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A.3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 7917 12 50,00 | 100,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Tabel 9.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 74,75 12 30,00 | 100,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.

Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari
kekuatan negara dan non negara

A.3.11 77,00 12 | 45,00 | 100,00

Tabel 9.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata

Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 80,25 12 31,00 | 100,00
jurnalisme warga.

Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi

A.4.13 yang mendukung kebutuhan masyarakat.

79,08 12 | 40,00 | 100,00

Tabel 9.5 Nilai Keragaman Pandangan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti | 74,33 12 30,00 | 100,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.

Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman

8 kepemilikan media.

81,92 12 60,00 | 100,00

Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 85,17 12 60,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.

Tabel 9.6 Nilai Akurat dan Berimbang

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 80,42 12 65,00 | 100,00
yang diterbitkan di daerah ini.

Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 80,17 12 60,00 | 100,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.

Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
mengatur isi pemberitaan dalam bentuk
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.

A.6.19 74,42 12 30,00 | 95,00
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencan, meliput, 80,67 12 30,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 82,17 12 70,00 | 100,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 77,92 12 30,00 | 90,00
diberitakan.
A 723 Wartawgn asiqg diiz.ink.a.n.untuk meliput 78.75 12 20,00 | 100,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 9.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 78.92 12 40,00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 9.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9.25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 7733 12 40,00 | 100,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9.26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 83.33 12 70,00 | 95,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 81.42 12 60,00 | 95,00
berperspektif gender.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
A.9.28 masyarakat adat sesuai perspektif HAM. 80,17 12 40,00 | 100,00
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 64,58 12 30,00 | 100,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat | 73,92 12 30,00 | 100,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 9.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

83,00

12

30,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

81,42

12

30,00

100,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

85,08

12

56,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

85,50

12

56,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

74,33

12

30,00

100,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

70,58

12

30,00

95,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

75,58

12

57,00

100,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan,
termasuk berita pariwara.

72,42

12

56,00

85,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

78,08

12

30,00

100,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

74,58

12

30,00

100,00

abel 9.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MAX

B.2.11

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya.

78,17

12

60,00

95,00

B.2.12

Wartawan atau media di daerah ini tidak
menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.

66,50

12

35,00

90,00

B.2.13

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial tidak
berpengaruh terhadap isi media.

64,25

12

30,00

95,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
B.2 14 E:gerintah daerah menghargai kerja profesional s 12 60,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada
B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 68,75 12 40,00 | 90,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 70,17 12 52,00 | 90,00
(newsroom).
Tabel 9.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 87,08 12 60,00 | 100,00
siber.
Tabel 9.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini. 76.17 12 55,00 | 95,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 73,50 12 30,00 | 90,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B 4.20 dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 70,92 12 50,00 | 95,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.
Tabel 9.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 75,00 12 40,00 | 100,00
kepentingan publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang | 79,58 12 50,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.
Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 81,25 12 60,00 | 100,00
peraturan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 78,58 12 50,00 | 100,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah | 81,25 12 65,00 | 100,00
ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 74,58 12 40,00 | 100,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi | 74,00 12 40,00 | 100,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.
Tabel 9.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 78,00 12 55,00 | 100,00
(imparsial).
C12 Lembaga peradilan Ieplh mengedepankan prinsip 72.25 12 57.00 | 90,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 75,33 12 30,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 80,75 12 50,00 | 100,00
kemerdekaan pers.
Tabel 9.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
C25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 7425 12 30,00 | 100,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 9.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- | | mIN | mAX
rata
C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 85,00 12 70,00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 8583 12 70,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
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c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 84.17 12 60,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 82,67 12 70,00 | 90,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 9.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | maAx
rata
C.4.10 Pem.erlntah dgerah mendukung dan mendorong 82.25 12 57.00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.4.11 Jurnalistik, Pedomaq Pemt?erltaan Medlla Siber 74.83 12 60,00 | 100,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 9.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Cile berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. e (2 S0 IO
C513 Komis.i Penyiaran Indonesig (KPI) di provinsi ini 76.67 12 30,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C.5.14 Komis.i Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 73.83 12 30,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C5.15 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 75,58 12 45,00 | 100,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
Gigiile Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang el (2 S8 | SORL
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 75,50 12 56,00 | 100,00
perdata daripada hukum pidana.
Tabel 9.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
C6.18 untuk menylarlfan .b.erlta yang Qapat dlgerna oleh 73.75 12 50,00 | 100,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata

A1 Wartawan bebas memllllh organisasi tanpa paksaan 89.42 12 | 70,00 | 98,00
penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 81,17 12 40,00 | 95,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya

A.1.3 | tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik | 85,50 12 | 70,00 | 95,00
atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan

A 14 | PErS ‘deng.an program kerjq, sepertll pendidikan dan 79.25 12 | 50,00 | 90,00
pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang
pengetahuan lain.

Tabel 10.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-

No. Pernyataan rata N MIN | MAX
Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 8292 | 12 | 60,00 | 95,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau

A26 partai polltlk mepekan dalam bentuk, seperti 79.67 12 | 60,00 | 96,00
menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus
dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 77,92 12 40,00 | 98,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 74.42 12 | 50,00 | 95,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A.3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 84,92 12 60,00 | 98,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh 86,17 12 70,00 | 98,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi
wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan
sl dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara SLEE |z SRy Peitt
dan non negara
Tabel 10.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 87,83 | 12 | 65,00 | 98,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 8308 | 12 |6500| 9800
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 10.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan
A.5.14 | adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan 56,08 12 30,00 | 89,00
bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan
liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 7317 | 12 | 35,00 | 90,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 89,67 12 70,00 | 95,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 10.6 Nilai Akurat dan Berimbang
No. Pernyataan Rata-| \ | MmN | mAX
rata
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada mediayang | 77,50 | 12 | 50,00 | 95,00
diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat | 78,17 12 55,00 | 95,00
atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 7583 | 12 | 30,00 | 95,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Tabel 10.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput,

el atau memeroleh informasi publik.

83,67 | 12 | 61,00 | 95,00

Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 83,75 12 | 55,00 | 95,00
jurnalistiknya.

Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 74,92 12 | 50,00 | 100,00
diberitakan.

Wartawan asing diizinkan untuk meliput

Aol pemberitaan di provinsi ini.

82,50 | 12 | 50,00 | 95,00

Tabel 10.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No. Pernyataan Rata-| | miN | mAX
rata

Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.

A.8.24 86,92 | 12 |60,00 | 95,00

Tabel 10.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX

Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
dan meliput masalah kelompok rentan, seperti
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.

A.9.25 86,17 | 12 | 60,00 | 95,00

Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan

A.9.26 ramah anak.

78,33 | 12 | 40,00 | 95,00

Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang

ALY berperspektif gender.

84,45 | 11 |65,00 | 95,00

Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang

A.9.28 masyarakat adat sesuai perspektif HAM.

82,50 | 12 | 50,00 | 95,00

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang | 48,08 | 12 | 10,00 | 69,00
tunarungu dan tunanetra.

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat 63,75 | 12 | 35,00 | 90,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau
kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 10.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No. Pernyataan Rata- |\ | miIN | MAX
rata

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.1 | mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan | 89,58 12 70,00 | 95,00
peraturan tentang pers.

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.2 | mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan 83,92 12 60,00 | 95,00
peraturan tentang pers.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada

B.1.3 | perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam 90,92 12 80,00 | 95,00
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran,
baik dalam pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.

B.1.4 89,25 | 12 | 70,00 | 95,00

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
B.1.5 | pemerintah daerah tidak menyebabkan 71,92 12 55,00 | 95,00
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan

B.1.6 | redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau 73,17 12 55,00 | 95,00
advertorial.
Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan

B.1.7 | redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan 86,08 12 70,00 | 95,00

sosial dan hibah.

Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak
B.1.8 | berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk 80,00 12 60,00 | 90,00
berita pariwara.

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak

25T terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu daze |t AR Sat
Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
B.1.10 | provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman 86,33 12 65,00 | 91,00

pemberitaan

Tabel 10.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No. Pernyataan Rata-| v | miN | mAX
rata
B.2 11 Perusahaan pers.dl provinsi ini mgnempatkan 8017 | 12 |50,00 | 95,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir
B 212 pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau 7325 | 12 | 50.00 | 9000

lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
memengaruhi isi media.

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
B.2.13 | lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh 73,50 | 12 | 50,00 | 90,00
terhadap isi media.
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No. Pernyataan Rata-| | MmN | mAX
rata
B 214 FF:eelglerlntah daerah menghargai kerja profesional 8158 | 12 |50,00 | 90,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
B2 15 ketergantlu.ngan perusahagr) pers pada pemerintah, 6117 | 12 | 20,00 | 90,00
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan
besar sebagai sumber pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 64,08 | 12 | 20,00 | 89,00
(newsroom).
Tabel 10.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata-| | MmN | mAX
rata
B317 Di provinsi ini terdapat keberggaman kepem!likqn 8758 | 12 | 70,00 | 95,00
perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.
Tabel 10.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata-| | MmN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini- 7658 | 12 | 55,00 | 90,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 78,75 | 12 | 60,00 | 90,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 | dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 64,75 12 40,00 | 89,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Tabel 10.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata-| | miN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan kepentingan | 84,17 | 12 | 65,00 | 90,00
publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 78,25 | 12 | 50,00 | 90,00
berorientasi pada kepentingan publik.
B.523 Perizingn frgkueqsi r.a.di.o I.<omunitas dan. televisi 86.25| 12 | 55,00 | 100,00
komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 79,50 | 12 | 55,00 | 90,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata

Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers

B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah 82,25 12 | 60,00 | 95,00
ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi

B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 77,75 | 12 | 50,00 | 95,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan publik

B.5.27 | dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah | 72,92 | 12 | 50,00 | 90,00
terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan
masyarakat.

Tabel 10.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata-| | MmN | mAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers secara
Gl independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial). daed | il | EOY | Bt
C12 Lembaga peradilan Iepih mengedepankan pringip 84.92 12 | 60,00 | 95,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 73,75 12 10,00 | 95,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 83,00 12 60,00 | 96,00
kemerdekaan pers.
Tabel 10.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- |\ | min | MAX
rata
Cc25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 68.75 | 12 10,00 | 90,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 10.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 88.83 12 | 70,00 | 95,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 8717 | 12 | 7000 | 95,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
C3.8 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 8908 | 12 |7000| 95,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
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Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan

C.3.9 83,08 | 12 |55,00 | 95,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.

Tabel 10.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata

C.4.10 Pem.erintah dqerah mendukung dan mendorong 8433 | 12 |5500] 95,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik

C.411 Jurnalistik, Pedqman Ffembentaan Medla Siber dan 71,67 12 50,00 | 90,00
Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh
Dewan Pers.

Tabel 10.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata

Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini

e berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. Sy |z | R st

C513 Kom|§| Penyiaran IndoneS|g (KPI) di provinsi ini 8117 | 12 |55,00] 95.00
bekerja secara bebas dan independen.

C514 Komisi Informasi P.ubllk (KIP) di provinsi ini bekerja 8158 | 12 |5500]| 9500
secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses

C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 8400| 12 | 60,00/ 95,00
penghukuman) kekerasan terhadap wartawan
secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan

C.5.16 | di provinsi ini selalu mengedepankan Undang- 82,83 | 12 | 56,00 | 95,00
Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan

C.5.17 | di provinsi ini mengedepankan hukum perdata 82,08| 12 | 60,00 | 95,00
daripada hukum pidana.

Tabel 10.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Rata-

N MIN MAX
rata

No. Pernyataan

Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu
dan tunanetra.

C.6.18 45,75 | 12 | 10,00 | 70,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
A1 Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan 8292 12 |60.00 | 100.00
"' | penguasa maupun pemilik media. ’ ’ ’
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke
A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 77,83 | 12 | 60,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya
A.1.3 | tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik 80,00 12 | 60,00 | 100,00
atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
A 14 | PES dengan program kerja, seperti pendidikan dan 8100 12 |57.00! 100.00
" | pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang ’ ’ ’
pengetahuan lain.
Tabel 11.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau
A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 72,08 12 | 25,00 | 100,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
A26 partai politik menekan dalam bentuk, seperti 8333 12 |65.00 | 100.00
=7 | menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus ' ' ’
dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.
ADT7 Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi 7625 | 12 |35.00 | 100.00
=" | berita tanpa campur tangan pemilik media massa. ' ' ’
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam
A28 membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh 6958 | 12 | 40.00 | 100.00
7 | kepentingan politik dan ekonomi, termasuk ' ' ’
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
A3.9 penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan 8333 12 |60.00 | 100.00
o terhadap wartawan, atau tindakan untuk ’ ’ ’
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh 83,75 | 12 | 70,00 | 100,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi
wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan
sl dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara Smisd | 12| (LY UL
dan non negara
Tabel 11.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAx
rata
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 86,25 | 12 | 70,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A 413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 7417 | 12 |50,00]| 90,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 11.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan
A.5.14 | adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan 62,08 | 12 | 20,00 | 95,00
bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan
liputan perempuan, anak, dan adat.
A 515 Pemerlln.tah daergh ikut mendorong keragaman 62,92 | 12 | 2000/ 95,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 89,25 | 12 | 75,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 11.6 Nilai Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang | 74,33 | 12 | 56,00 | 90,00
diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat | 78,75 | 12 | 56,00 | 90,00
atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 7158 | 12 | 31,00 | 100,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
74
V & & 4

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

T &




UL\ 4
SUCOFINDO DEWANPERS

Tabel 11.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput,

el atau memeroleh informasi publik.

82,92 | 12 |56,00 | 95,00

Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 78,58 | 12 | 56,00 | 95,00
jurnalistiknya.

Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan

etz yang mencari informasi publik untuk diberitakan.

77,83 | 12 | 40,00 | 95,00

Wartawan asing diizinkan untuk meliput

A.7.23 pemberitaan di provinsi ini.

78,67 | 12 | 50,00 | 100,00

Tabel 11.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX

Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.

A.8.24 76,33 | 12 | 50,00 | 95,00

Tabel 11.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
dan meliput masalah kelompok rentan, seperti
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.

A.9.25 80,92 | 12 | 56,00 | 100,00

Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan

A.9.26 85,33 | 12 | 65,00 | 100,00
ramah anak.

A9 27 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang 8117 | 12 |69,00 | 100,00
berperspektif gender.

A9 28 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang 86.25| 12 | 72,00 | 100,00

masyarakat adat sesuai perspektif HAM.

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang | 56,50 | 12 | 30,00 | 90,00
tunarungu dan tunanetra.

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus
untuk memastikan persoalan kelompok rentan
seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh
A.9.30 | perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum | 55,50 | 12 | 10,00 | 95,00
adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau
kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 11.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

82,67

12

60,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

87,08

12

65,00

100,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

83,25

12

56,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran,
baik dalam pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.

80,75

12

56,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

71,50

12

30,00

100,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

68,33

12

10,00

100,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

76,33

12

56,00

100,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak
berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk
berita pariwara.

73,00

12

1,00

100,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

75,42

12

30,00

100,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

72,92

12

40,00

100,00

Tabel 11.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentin

gan yang Ku

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.2.11

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya.

76,17

12

59,00

90,00

B.2.12

Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
memengaruhi isi media.

67,50

12

1,00

98,00

B.2.13

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh
terhadap isi media.

69,67

12

31,00

95,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
B 214 E:germtah daerah menghargai kerja profesional 7242 | 12 | 30,00/ 98,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
B2 15 keter.gantlu.ngan perusahagr) pers pada pemerintah, 56,83 | 12 1,00 | 85,00
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan
besar sebagai sumber pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 75,50 | 12 | 40,00 | 100,00
(newsroom).
Tabel 11.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
B 3.17 Di provinsi ini terdapat keberggaman kepem!llkqn 86.92 | 12 | 70,00 | 100,00
perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.
Tabel 11.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini- 7442 | 12 | 50,00 | 100,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 61,25 | 12 | 30,00 | 80,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 | dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 5433 | 12 1,00 | 90,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Tabel 11.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata-| \ | yiN | MAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan kepentingan | 82,00 | 12 | 56,00 | 100,00
publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 75,00 | 12 | 30,00 | 95,00
berorientasi pada kepentingan publik.
B.523 Perizingn frgkueqsi r.a.di.o I.<omunitas dan. televisi 7917 | 12 | 45,00 | 100,00
komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.
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No.

Pernyataan

Rata-
rata

MIN

MAX

B.5.24

Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
informasi di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.

66,50

12

10,00

95,00

B.5.25

Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah
ini

80,75

12

60,00

100,00

B.5.26

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat.

74,67

12

50,00

100,00

B.5.27

Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan publik
dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah
terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan
masyarakat.

66,92

12

1,00

90,00

Tabel 11.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata- |\ | miIN | MAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers secara
S0 independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial). (e |z | GBI e
C12 Lembaga peradilan Iebjh mengedepankan pringip 7417 | 12 | 40,00 | 100,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 68,83 12 | 20,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 73,83 12 | 31,00 | 98,00
kemerdekaan pers.
Tabel 11.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata-| | miN | MAX
rata
Cc25 Peraturan dan .kebijakan di prc.avinsi.ini menjamin 68,83 | 12 | 30,00 | 100,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 11.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata-| | miN | mMAX
rata
C36 Di prgvinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 8417 | 12 | 50,00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
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Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/§ank3| secara.berleblhan kepada 86,67 | 12 | 70,00 | 100,00
wartawan atau media dalam menjalankan tugas
jurnalistik.
c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 8417 | 12 | 60,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 73.00 12 | 56,00/ 98,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 11.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata-| | miN | MAX
rata
C.4.10 Pem.erintah dqerah mendukung dan mendorong 68,83 | 12 1,00 | 90,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedgman F?embentaan Medla Siber dan 74.50 12 | 50,00 | 98,00
Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh
Dewan Pers.
Tabel 11.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Gz berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. Saugs | iz | abith | e
C513 Kom|§| Penyiaran IndoneS|g (KPI) di provinsi ini 8333 | 12 | 70,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C.5.14 Komisi Informasi P.ublik (KIP) di provinsi ini bekerja 7792 | 12 | 10,00 | 100,00
secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C5.15 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 7483 | 12 | 20,00 | 100,00
penghukuman) kekerasan terhadap wartawan
secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.16 | di provinsi ini selalu mengedepankan Undang- 78,08 | 12 | 50,00 | 100,00
Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.17 | di provinsi ini mengedepankan hukum perdata 75,83 | 12 | 40,00 | 100,00
daripada hukum pidana.
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata

Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa

C6.18 untuk menylarkan p.erlta yang Qapat dlgerna oleh 5983 | 12 1,00 | 90,00
penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu
dan tunanetra.
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Provinsi DKI Jakarta

Tabel 12.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan
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No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata

A1 Wartawan bebas memilih organiggsi tanpa 8075 12 60,00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 68,75 12 10,00 | 90,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan

A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 77,08 12 60,00 | 90,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan

A5 dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang 60 (2 SN | S0t
pengetahuan lain.

Tabel 12.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-

No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 72,58 12 56,00 | 90,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti

A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 81,75 12 56,00 | 100,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 68,83 12 50,00 | 89,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 71,67 12 56,00 | 90,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A.3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 74,50 12 31,00 | 100,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 75,17 12 31,00 | 100,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
A3.11 kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari 66,08 12 10,00 | 100,00
kekuatan negara dan non negara
Tabel 12.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 79,25 12 50,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 69,58 12 50,00 | 89,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 12.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti 68,83 12 50,00 | 90,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 68,58 12 50,00 | 90,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 86,67 12 70,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 12.6 Nilai Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 76,00 12 56,00 | 95,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 69,08 12 10,00 | 100,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
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Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 66,92 12 50,00 | 89,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
Tabel 12.7 Nilai Akses atas Informasi Publik
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencari, meliput, 80,92 12 50,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 81,33 12 56,00 | 100,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 75,92 12 50,00 | 95,00
diberitakan.
A 7.23 Wartawgn asing d||z.|nk.a.n.untuk meliput 86,67 12 70,00 | 100,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 12.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 87.92 12 70.00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 12.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9 25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 8075 12 50,00 | 100,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9 .26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 7175 12 50,00 | 90,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 69,67 12 30,00 | 90,00
berperspektif gender.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
ABZE masyarakat adat sesuai perspektif HAM. — 1z S0 e
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 67,33 12 30,00 | 90,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
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A.9.30

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.

68,33

12

20,00

90,00

Tabel 12.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

85,00

12

75,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

85,00

12

75,00

95,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

85,00

12

50,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

83,75

12

50,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

82,08

12

50,00

100,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

78,42

12

50,00

100,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

80,08

12

50,00

100,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan,
termasuk berita pariwara.

77,50

12

30,00

95,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

62,92

12

10,00

95,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

69,58

12

10,00

95,00
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Tabel 12.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | maAx
rata
B2 11 Perusahaan pers.dl provinsi ini mgnempatkan 77.92 12 56,00 | 95,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak
B 212 .me.nt.)lerlr pemberian uang dan/atau faS|I|ta.s dari 7158 12 10,00 | 95,00
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.
Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
B.2.13 | atau lembaga/perusahaan komersial tidak 65,75 12 20,00 | 90,00
berpengaruh terhadap isi media.
B.2 14 E:gerintah daerah menghargai kerja profesional 80,83 12 60,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada
B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 72,00 12 40,00 | 95,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 66,08 12 10,00 | 90,00
(newsroom).
Tabel 12.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 72,92 12 10,00 | 100,00
siber.
Tabel 12.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini. 71,67 12 10,00 | 95,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 79,17 12 50,00 | 100,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B 4.20 dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 72.00 12 10,00 | 100,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.
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Tabel 12.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 76,67 12 10,00 | 100,00
kepentingan publik.

Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang | 70,42 12 10,00 | 90,00
berorientasi pada kepentingan publik.

Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi

B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 71,50 12 10,00 | 90,00
peraturan.
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan

B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 76,25 12 50,00 | 100,00

menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.

Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah | 83,83 12 56,00 | 100,00
ini

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 75,00 12 10,00 | 100,00
masyarakat.

Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi | 74,08 12 10,00 | 90,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.

Tabel 12.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata- | | mIN | mAX
rata

Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 69,08 12 10,00 | 100,00
(imparsial).

Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip

Cellz kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.

70,67 12 40,00 | 92,00

Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 78,00 12 40,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.

Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 79,08 12 40,00 | 100,00
kemerdekaan pers.
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Tabel 12.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata
C25 Peraturan dan .kebuakan di provinsi ini menjamin 83.00 12 56.00 | 100,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 12.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
C36 Di prgvinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 84.25 12 56,00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 83.00 12 56,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 8342 12 56,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 80.33 12 40,00 | 100,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 12.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erintah dqerah mendukung dan mendorong 82.17 12 56,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomarjn Pempentaan Medlla Siber 69.92 12 20,00 | 95,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 12.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- | | mIN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
e berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. Sl e (2 fEly | e
C513 Kom|§| Penyiaran Indones[a (KPI) di provinsi ini 77.08 12 10,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Kom|§| Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 82,58 12 56.00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 71.25 12 10,00 | 100,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
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C.5.16

Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang
Pers.

76,83 12 50,00 | 100,00

C.5.17

Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum
perdata daripada hukum pidana.

69,58 12 | 40,00 | 90,00

Tabel 12.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.

Pernyataan

Rata-

N MIN MAX
rata

C.6.18

Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.

66,50 12 10,00 | 90,00
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Tabel 13.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata

A1 Wartawan bebas memilih organiggsi tanpa 89.75 12 60,00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 86,58 12 60,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya

A.1.3 | tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik | 85,17 12 70,00 | 100,00
atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan

A 14 | PErS ‘deng.an program kerjg, sepertll pendidikan dan 88,67 12 70,00 | 100,00
pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang
pengetahuan lain.

Tabel 13.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-

No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 81,92 12 51,00 | 95,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau

A26 partai polltlk mepekan dalam bentuk, seperti 88.75 12 60,00 | 100,00
menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus
dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 78,25 12 60,00 | 100,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 7750 12 60,00 | 100,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A-3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 86,75 12 65,00 | 100,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Tabel 13.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No. Pernyataan Rata-| | miN | mMAX
rata

Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 86,08 | 12 | 69,00 | 100,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.

Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari
kekuatan negara dan non negara

A.3.11 80,75 | 12 | 35,00 | 100,00

Tabel 13.4 Kebebasan Media Alternatif

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 86,50 12 | 69,00 | 100,00
jurnalisme warga.

Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi

A4.13 yang mendukung kebutuhan masyarakat.

79,42 | 12 | 69,00 | 95,00

Tabel 13.5 Nilai Keragaman Pandangan

No. Pernyataan Rata-| | miN | mMAX
rata

Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti 79,42 12 50,00 | 100,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender,
dan liputan perempuan, anak, dan adat.

Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman

Aidiile kepemilikan media.

84,92 | 12 | 65,00 | 100,00

Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 90,33 12 69,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.

Tabel 13.6 Nilai Akurat dan Berimbang

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 83,92 | 12 | 69,00 | 100,00
yang diterbitkan di daerah ini.

Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 82,92 12 69,00 | 100,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
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Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 82.33 12 | 69,00 | 100,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
Tabel 13.7 Nilai Akses atas Informasi Publik
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencari, meliput, 87.25 12 65,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 87,92 12 70,00 | 100,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 82,83 12 60,00 | 100,00
diberitakan.
A 723 Wartawgn asiqg diizllnk.a.n.untuk meliput 84.92 12 | 70,00 | 100,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 13.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 88.83 12 | 70,00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 13.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
dan meliput masalah kelompok rentan, seperti
REEE masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi Ao 12| B O
Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9.26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 84.75 12 | 68,00 | 100,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 84 58 12 68,00 | 100,00
berperspektif gender.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
Rl masyarakat adat sesuai perspektif HAM. 925 12| el BT
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 69,58 12 50,00 | 95,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
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A.9.30

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.

79,25

12

60,00

90,00

Tabel 13.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

85,75

12

69,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

85,67

12

68,00

100,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

87,83

12

69,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

86,17

12

69,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

80,75

12

55,00

100,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

82,08

12

56,00

100,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

83,58

12

69,00

100,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak
berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk
berita pariwara.

85,25

12

69,00

100,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

81,08

12

65,00

100,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

86,25

12

69,00

100,00

Tabel 13.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Ku

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
B.2 11 Perusqhaan pers.di provinsi ini mgnempatkan 85,25 12 | 69,00 | 100,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir
B 212 pemberian uang dan/atau fasilitas .darl individu 7858 | 12 | 55,00 | 100,00
atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan memengaruhi isi media.
Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
B.2.13 | atau lembaga/perusahaan komersial tidak 83,08 12 65,00 | 100,00
berpengaruh terhadap isi media.
B.2 14 E:gerintah daerah menghargai kerja profesional 89,00 12 | 69,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
5245 | CETIUNEEN BEMUEEEED PO7S paee 77.67 | 12 | 60,00 | 90,00
pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau
perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 78,08 12 | 60,00 | 95,00
(newsroom).
Tabel 13.12 Nilai Keragaman Kepemilika
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 84,83 12 69,00 | 100,00
siber.
Tabel 13.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata-| | miN | mMAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini. 80,08 12 | 67,00 | 100,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 78,92 12 | 50,00 | 100,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 | dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 57,33 12 1,00 | 85,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
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Tabel 13.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita

B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 85,75 12 69,00 | 100,00
kepentingan publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat

B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 84,58 12 | 69,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.

B.523 Perizingn frgkuen§i r.a.di.o I.<omunitas dan. televisi 78.33 12 | 60,00 | 100,00
komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan

B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 82,58 12 | 50,00 | 100,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers

B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah | 86,17 12 69,00 | 100,00
ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi

B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 85,92 12 | 65,00 | 95,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan publik

B.5.27 | dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah | 85,42 12 | 70,00 | 100,00
terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan
masyarakat.

Tabel 13.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata

Lembaga peradilan menangani perkara pers

C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 83,00 12 55,00 | 100,00
(imparsial).

C12 Lembaga peradilan Ieplh mengedepankan prinsip 78.08 12 55.00 | 100,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong

C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 84,58 12 69,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan

C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 84,25 12 65,00 | 100,00
kemerdekaan pers.
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Tabel 13.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
C25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 8533 12 70,00 | 100,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 13.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | MAX
rata
C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 89,08 12 75.00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 87.83 12 75.00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
C3.8 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 87.50 12 75.00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 82.17 12 50,00 | 95,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 13.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | yiN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erlntah dgerah mendukung dan mendorong 84.42 12 | 68,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomaq Pempentaan Medlla Siber 82.92 12 69.00 | 100,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh
Dewan Pers.
Tabel 13.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | min | maAx
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
e berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. SEftE | Az By | e
C513 Kom|§| Penyiaran Indones[a (KPI) di provinsi ini 8058 | 12 | 60,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Komisi Informasi P.ubllk (KIP) di provinsi ini bekerja 8183| 12 |60,00 | 100,00
secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 8108| 12 |5000 | 100,00
penghukuman) kekerasan terhadap wartawan
secara adil.
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Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan

C.5.16 | di provinsi ini selalu mengedepankan Undang- 83,17 | 12 | 55,00 | 100,00
Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan

C.5.17 | di provinsi ini mengedepankan hukum perdata 83,00 | 12 | 69,00 | 100,00
daripada hukum pidana.

Tabel 13.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | MAX
rata

Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa

C6.18 untuk menylarll<an p.erlta yang Qapat dlgerna oleh 67.75 12 | 45,00 | 95,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.
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Provinsi Jawa Tengah

Tabel 14.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.

Pernyataan Rata-| | miN | MAX
rata

A1

Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan

i . 89,00 | 12 | 70,00 | 100,00
penguasa maupun pemilik media.

A1.2

Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke
serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 74,33 | 12 | 20,00 | 98,00
pemilik media.

A1.3

Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya
tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik 75,25 | 12 | 31,00 | 95,00
atau organisasi masyarakat.

A1.4

Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan
pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang
pengetahuan lain.

85,92 | 12 | 55,00 | 95,00

Tabel 14.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.

Pernyataan Rata- |\ | miIN | MAX
rata

A25

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau
organisasi masyarakat memberlakukan sensor 73,75 | 12 | 45,00 | 95,00
peliputan atau pemberitaan.

A.2.6

Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti
menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus
dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.

84,75 | 12 | 55,00 | 100,00

A2.7

Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi

. " : 68,00 | 12 | 35,00 | 90,00
berita tanpa campur tangan pemilik media massa.

A28

Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.

7533 | 12 | 45,00 | 92,00

A.3.9

Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan
terhadap wartawan, atau tindakan untuk
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.

87,17 | 12 | 55,00 | 100,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAx
rata
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh 84,08 | 12 | 55,00 | 100,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi
wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan
sl dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara fEEy )z | Se/t ) BT
dan non negara
Tabel 14.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 87,42 | 12 |69,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 8008 | 12 |50,00| 95,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 14.5 Nilai Keragaman Pandangan
No. Pernyataan Rata-| \ | miN | MAX
rata
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan
A.5.14 | adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan 74,42 | 12 | 45,00 | 90,00
bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan
liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 7550 | 12 | 30,00 95,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 90,25 | 12 | 70,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 14.6 Nilai Akurat dan Berimbang
No. Pernyataan Rata-| \ | miN | MAX
rata
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang | 83,08 | 12 | 60,00 | 90,00
diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat | 78,67 | 12 | 55,00 | 100,00
atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 7767 | 12 | 56,00 | 90,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Tabel 14.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No. Pernyataan Rata-| \ | miN | MAX
rata

Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput,

A-7-20 | 4tay memeroleh informasi publik.

89,50 | 12 | 75,00 | 100,00

Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 89,58 | 12 | 70,00 | 100,00
jurnalistiknya.

Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung wartawan

Alfec yang mencari informasi publik untuk diberitakan.

82,00 | 12 | 40,00 | 100,00

Wartawan asing diizinkan untuk meliput

Aol pemberitaan di provinsi ini.

86,00 | 12 | 70,00 | 99,00

Tabel 14.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX

Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.

A.8.24 83,67 | 12 | 69,00 | 99,00

Tabel 14.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No. Pernyataan Rata-| | miN | MAX
rata

Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
dan meliput masalah kelompok rentan, seperti
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.

A.9.25 82,33 | 12 |60,00 | 95,00

Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan

A.9.26 ramah anak.

80,42 | 12 | 60,00 | 100,00

Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang

RS berperspektif gender.

80,25 | 12 | 55,00 | 95,00

Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang

ARSI masyarakat adat sesuai perspektif HAM.

81,58 | 12 | 55,00 | 95,00

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang | 62,33 | 12 | 30,00 | 89,00
tunarungu dan tunanetra.

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus
untuk memastikan persoalan kelompok rentan
seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh
A.9.30 | perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum | 72,08 | 12 | 25,00 | 90,00
adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau
kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 14.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

85,92

12

69,00

95,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

84,00

12

60,00

95,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

88,00

12

70,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran,
baik dalam pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.

85,92

12

60,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

76,50

12

45,00

100,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

77,92

12

55,00

100,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

81,08

12

55,00

100,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak
berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk
berita pariwara.

80,58

12

55,00

100,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

81,33

12

60,00

100,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

83,83

12

55,00

100,00

Tabel 14.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentin

gan yang Ku

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.2.11

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya.

85,50

12

70,00

100,00

B.2.12

Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
memengaruhi isi media.

66,08

12

35,00

90,00

B.2.13

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh
terhadap isi media.

66,67

12

35,00

90,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAx
rata
B 214 E:germtah daerah menghargai kerja profesional 8258 | 12 |56,00| 95,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
B2 15 keter.gantlu.ngan perusahagr) pers pada pemerintah, 7367 | 12 |3500] 95,00
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan
besar sebagai sumber pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 75,42 | 12 | 50,00 | 93,00
(newsroom).
Tabel 14.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
B 3.17 Di provinsi ini terdapat keberggaman kepem!llkqn 8267 | 12 | 60,00 98,00
perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.
Tabel 14.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata-| | mIN | MAX
rata
B4.18 Tata k.elola perusahaa.n pers di provinsi ini dilakukan 72.83 | 12 | 30,00 | 93,00
sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 65,92 | 12 | 45,00 | 90,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 | dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 65,25 12 | 35,00 | 90,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Tabel 14.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata-| \ | yiN | MAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan kepentingan | 81,75 | 12 | 56,00 | 100,00
publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 81,25 | 12 | 55,00 | 95,00
berorientasi pada kepentingan publik.
B 5.23 Penzmgn frgkuen§| rg;ﬂp I.<omun|tas dan. televisi 87.00 | 12 | 56,00 | 100,00
komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAx
rata
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 80,33 | 12 | 55,00 | 95,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah 89,58 | 12 | 70,00 | 100,00
ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 83,42 | 12 | 56,00 | 100,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan publik
B.5.27 | dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah 82,42 | 12 | 45,00 | 100,00
terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan
masyarakat.
Tabel 14.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan Rata-| | miN | mAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers secara
ool independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial). Silyiler |2 SURD | SlelbE
C12 Lembaga peradilan Iepih mengedepankan pringip 7908 | 12 | 50,00 | 100,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 77,42 12 | 40,00 | 95,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 80,58 12 | 50,00 | 95,00
kemerdekaan pers.
Tabel 14.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata-| | miN | MAX
rata
C25 Peraturan dan .kebuakan di prc.)vm3|.|n! menjamin 8367 12 | 56,00 | 100,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 14.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | miIN | MAX
rata
C36 Di prgvinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 8867 | 12 | 75,00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/gank3| secara.berleblhan kepada 90,08 | 12 | 70,00 | 100,00
wartawan atau media dalam menjalankan tugas
jurnalistik.
102
V & & 4

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

T &




P/ N/ INXNN
AERRERRER

\\ [ AT ][]
A\ \ </

&3

SUCOFINDO DEWANPERS

c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 89.08| 12 | 70,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 83,83 12 | 65,00 | 100,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 14.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata-| | miN | MAX
rata
C.4.10 Pem.erintah dqerah mendukung dan mendorong 7858 | 12 | 50,00 | 95,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedqman Ffembentaan Medla Siber dan 77.83 12 | 50,00 | 95,00
Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh
Dewan Pers.
Tabel 14.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata-| n | MIN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Cile berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. SOz |9 | SO | STt
C513 Komis.i Penyiaran Indonesig (KPI) di provinsi ini 8492 | 12 | 50,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C.5.14 Komisi Informasi P.ublik (KIP) di provinsi ini bekerja 86.17 | 12 | 69,00 | 100,00
secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C5.15 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 8433 | 12 |69,00 | 100,00
penghukuman) kekerasan terhadap wartawan
secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.16 | di provinsi ini selalu mengedepankan Undang- 83,58 | 12 | 56,00 | 98,00
Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.17 | di provinsi ini mengedepankan hukum perdata 77,92 | 12 | 30,00 | 95,00
daripada hukum pidana.
Tabel 14.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata-| | miN | MAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
C6.18 untuk menylarlfan .b.erlta yang Qapat dlgerna oleh 6050 | 12 | 15,00 | 89,00
penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu
dan tunanetra.
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15. Provinsi Jawa Timur

Tabel 15.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No. Pernyataan Rata- |\ | miIN | mAX
rata

Wartawan bebas memilih organisasi tanpa 80,00 12 60,00 | 95,00

A1 - :
paksaan penguasa maupun pemilik media.

Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke
A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 77,00 12 25,00 | 95,00
pemilik media.

Organisasi wartawan dapat menjalankan
A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 83,25 12 70,00 | 95,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.

Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan 79,50 12 60,00 | 95,00

Aol dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang
pengetahuan lain.
Tabel 15.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau
A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 77,33 12 60,00 | 92,00
peliputan atau pemberitaan.

Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti
A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 74,92 12 25,00 | 100,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.

Redaksi bersikap independen dalam menentukan
A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 75,83 12 40,00 | 95,00
massa.

Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh

Azl kepentingan politik dan ekonomi, termasuk iz iz B
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A.3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 68,92 12 15,00 | 100,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.

Tabel 15.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
104
V & & 4

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

T &



UL\ 4
SUCOFINDO DEWANPERS

Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 75,00 12 35,00 | 100,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.

Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari
kekuatan negara dan non negara

A.3.11 72,08 12 10,00 | 95,00

Tabel 15.4 Kebebasan Media Alternatif

No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata

Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 82,75 12 56,00 | 98,00
jurnalisme warga.

Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi

A4.13 yang mendukung kebutuhan masyarakat.

7517 12 50,00 | 98,00

Tabel 15.5 Nilai Keragaman Pandangan

No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata

Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti 59,67 12 1,00 95,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.

Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman

8 kepemilikan media.

69,25 12 | 31,00 | 95,00

Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 89,83 12 70,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.

Tabel 15.6 Nilai Akurat dan Berimbang

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 74,00 12 25,00 | 98,00
yang diterbitkan di daerah ini.

Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 77,33 12 25,00 | 95,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.

Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
mengatur isi pemberitaan dalam bentuk
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.

A.6.19 72,42 12 35,00 | 95,00
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Tabel 15.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencari, meliput, 86,00 12 70,00 | 98,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 76,83 12 50,00 | 97,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 74,92 12 35,00 | 98,00
diberitakan.
A 723 Wartawgn asiqg diiz.ink.a.n.untuk meliput 82,33 12 65,00 | 98,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 15.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 83.75 12 30,00 | 96,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 15.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9.25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 8125 12 31,00 | 98,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9 .26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 7350 12 56,00 | 95,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.|n3| ini membuat pemberitaan yang 76,75 12 56,00 | 95,00
berperspektif gender.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
RS masyarakat adat sesuai perspektif HAM. a2z 2 SILEL | e
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 56,33 12 30,00 | 90,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat | 74,58 12 30,00 | 95,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 15.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.1 | mendirikan media cetak dan siber sesuai 86,50 12 70,00 | 98,00
ketentuan peraturan tentang pers.

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.2 | mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan 84,08 12 56,00 | 98,00
peraturan tentang pers.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada

B.1.3 | perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam 78,17 12 12,00 | 98,00
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga

B.1.4 | penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam 74,25 12 25,00 | 98,00
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
B.1.5 | pemerintah daerah tidak menyebabkan 70,33 12 30,00 | 98,00
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
B.1.6 | redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau 72,00 12 30,00 | 98,00
advertorial.

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
B.1.7 | redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan 70,58 12 12,00 | 98,00
sosial dan hibah.

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
B.1.8 | tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, 73,17 12 25,00 | 98,00
termasuk berita pariwara.

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak

B4 terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu L6 2 SR Bt
Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
B.1.10 | provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman 79,92 12 50,00 | 98,00

pemberitaan

Tabel 15.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
B 211 Perusahaan pers.dl provinsi ini mgnempatkan 79.83 12 56,00 | 98,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak
B 212 .me.nt.)lerlr pemberian uang dan/atau faS|I|ta.s dari 60,92 12 24.00 | 92,00
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
B.2.13 | atau lembaga/perusahaan komersial tidak 65,42 12 5,00 95,00
berpengaruh terhadap isi media.
B.2 14 E:gerintah daerah menghargai kerja profesional 7958 12 56,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada
B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 71,00 12 25,00 | 100,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 72,08 12 40,00 | 98,00
(newsroom).
Tabel 15.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 85,25 12 70,00 | 100,00
siber.
Tabel 15.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini. 72.08 12 31,00 | 96,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 69,08 12 25,00 | 90,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B 4.20 dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 60,08 12 10,00 | 98,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.
Tabel 15.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 78,08 12 55,00 | 97,00
kepentingan publik.
108
V & & 4

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

v & 4




P/ N/ INXNN
AERRERRER

\\ [ AT ][]
A\ \ </

&3

SUCOFINDO DEWANPERS

No.

Pernyataan

Rata-
rata

MAX

B.5.22

Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang
berorientasi pada kepentingan publik.

79,00

12

55,00

98,00

B.5.23

Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
komunitas di provinsi ini diproses sesuai
peraturan.

77,67

12

22,00

100,00

B.5.24

Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
informasi di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.

80,75

12

54,00

95,00

B.5.25

Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah
ini

76,42

12

50,00

100,00

B.5.26

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat.

79,50

12

40,00

100,00

B.5.27

Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.

77,67

12

55,00

100,00

Tabel 15.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata

Lembaga peradilan menangani perkara pers

C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 77,92 12 56,00 | 100,00
(imparsial).

C12 Lembaga peradilan Ieplh mengedepankan prinsip 74.08 12 40,00 | 95,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong

C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 74,25 12 34,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan

C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 71,67 12 31,00 | 98,00
kemerdekaan pers.

Tabel 15.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- | | miIN | mAx
rata

Cc25 Peraturan dan .kebijakan di prc.avinsi.ini menjamin 7717 12 56,00 | 95,00

wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
C36 Di prgvinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 82.50 12 45,00 | 98,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 80,08 12 20,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 88.92 12 7500 | 98,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 80,83 12 31,00 | 100,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 15.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erlntah dgerah mendukung dan mendorong 7775 12 30,00 | 96,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomaq Pempentaan Medlla Siber 7517 12 31,00 | 95,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 15.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
e berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. LY [ B 2
C513 Komisj Penyiaran Indonesig (KPI) di provinsi ini 74,58 12 15,00 | 98,00
bekerja secara bebas dan independen.
C.5.14 Komisj Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 75.33 12 15,00 | 98,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C5.15 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 7350 12 16,00 | 98,00
penghukuman) kekerasan terhadap wartawan
secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
e Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang S8ife [ TS0 18,20
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 70,50 12 20,00 | 98,00
perdata daripada hukum pidana.
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Tabel 15.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata

Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa

C6.18 untuk menylarkan p.erlta yang Qapat dlgerna oleh 59,33 12 25.00 | 85,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.
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Provinsi DI Yogyakarta

Tabel 16.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A1 Wartawan bebas memilih organiggsi tanpa 8925 12 70,00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke
A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 79,67 12 56,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan
A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 79,50 12 40,00 | 100,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan
Rl dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang seiaz iz e
pengetahuan lain.
Tabel 16.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
No. Pernyataan Rata- | v | miN | mMAX
rata
Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau
A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 80,83 12 60,00 | 95,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti
A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 87,67 12 70,00 | 100,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan
A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 73,08 12 40,00 | 100,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam
A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 73.33 12 40,00 | 95,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
A 39 | Penganiayaan, pembunuhgn, maupun penculikan 7850 12 40,00 | 100,00
terhadap wartawan, atau tindakan untuk
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 79,58 12 40,00 | 100,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
At kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari i iz LD TR
kekuatan negara dan non negara
Tabel 16.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 82,67 12 50,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 76.25 12 50,00 | 95,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 16.5 Nilai Keragaman Pandangan
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti | 71,75 12 50,00 | 96,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 81,58 12 60,00 | 100,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 88,75 12 70,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 16.6 Nilai Akurat dan Berimbang
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 79,58 12 60,00 | 100,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 78,33 12 60,00 | 95,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
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Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
mengatur isi pemberitaan dalam bentuk

A.6.19 . 75,33 12 50,00 | 100,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
Tabel 16.7 Nilai Akses atas Informasi Publik
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencari, meliput, 77.25 12 50,00 | 99,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 82,33 12 60,00 | 100,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 78,17 12 25,00 | 90,00
diberitakan.
A 7.23 Wartawgn asing d||z.|nk.a.n.untuk meliput 84,58 12 70,00 | 100,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 16.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 8275 12 70,00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 16.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9 25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 80,92 12 50,00 | 100,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9.26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 80.25 12 60,00 | 100,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 76.42 12 60,00 | 100,00
berperspektif gender.
A9 28 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang 78 58 12 60.00 | 100.00
n masyarakat adat sesuai perspektif HAM. ’ ’ ’
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 56,00 12 30,00 | 80,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
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A.9.30

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.

68,75

12

40,00

90,00

Tabel 16.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

86,25

12

70,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

81,92

12

50,00

100,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

86,67

12

70,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

87,33

12

70,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

80,42

12

50,00

100,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

78,17

12

60,00

100,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

81,33

12

65,00

100,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan,
termasuk berita pariwara.

78,33

12

50,00

100,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

77,08

12

50,00

90,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

78,75

12

50,00

100,00
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Tabel 16.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
B.2 11 Perusqhaan pers.dl provinsi ini mgnempatkan 81,25 12 60,00 | 100,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak
B.212 .me.nt.)lerlr pemberian uang dan/atau faS|I|ta.s dari 69,17 12 40,00 | 90,00
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.
Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
B.2.13 | atau lembaga/perusahaan komersial tidak 73,33 12 40,00 | 100,00
berpengaruh terhadap isi media.
B.2 14 E:gerintah daerah menghargai kerja profesional 80,33 12 40,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada
B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 72,50 12 40,00 | 100,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 71,67 12 40,00 | 95,00
(newsroom).
Tabel 16.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 82,92 12 70,00 | 100,00
siber.
Tabel 16.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini- 76,67 12 60,00 | 90,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 71,25 12 50,00 | 90,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 70.33 12 40,00 | 90,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.
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Tabel 16.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MAX

B.5.21

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
secara objektif dan merepresentasikan
kepentingan publik.

77,17

12

50,00

100,00

B.5.22

Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang
berorientasi pada kepentingan publik.

79,75

12

65,00

100,00

B.5.23

Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
komunitas di provinsi ini diproses sesuai
peraturan.

81,67

12

70,00

100,00

B.5.24

Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
informasi di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.

81,58

12

60,00

100,00

B.5.25

Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah
ini

83,33

12

70,00

95,00

B.5.26

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat.

79,83

12

60,00

90,00

B.5.27

Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.

78,17

12

55,00

90,00

Tabel 16.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata- |\ | wmiN | mAx
rata

Lembaga peradilan menangani perkara pers

C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 78,42 12 60,00 | 92,00
(imparsial).

C12 Lembaga peradilan Ieplh mengedepankan prinsip 75.75 12 50,00 | 90,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong

C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 76,50 12 40,00 | 95,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan

C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 74,58 12 40,00 | 93,00
kemerdekaan pers.
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Tabel 16.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
C25 Peraturan dan .kebijakan di prc.avinsi.ini menjamin 76,08 12 40,00 | 100,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 16.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata
C36 Di prgvinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 83.00 12 40,00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 87.33 12 65,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 8942 12 70,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 7950 12 30,00 | 100,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 16.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erlntah dgerah mendukung dan mendorong 80,83 12 60,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomaq Pempentaan Medlla Siber 7917 12 50,00 | 100,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 16.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
e berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. BEaz (2 IO | e
C513 Komisj Penyiaran Indonesig (KPI) di provinsi ini 81.25 12 60,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C.5.14 Komisj Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 80,67 12 60,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C5.15 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 76,00 12 56,00 | 100,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
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Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan

G Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang 126 (2 SLLY | e
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga

C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 77,36 11 60,00 | 90,00
perdata daripada hukum pidana.

Tabel 16.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan REIER MIN | MAX
rata

Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa

C6.18 untuk menylarll<an p.erlta yang Qapat dlgerna oleh 5742 12 30,00 | 75,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.
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Tabel 17.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A1 Wartawan bebas memilih organiggm tanpa 78.92 12 60,00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke
A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 76,58 12 55,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan
A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 78,67 12 60,00 | 100,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan
Rl dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang e iz S | O
pengetahuan lain.
Tabel 17.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mMAX
rata
Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau
A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 72,92 12 55,00 | 90,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti
A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 77,00 12 60,00 | 90,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan
A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 76,17 12 55,00 | 100,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam
A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 7575 12 50,00 | 100,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
A 39 | Penganiayaan, pembunuhgn, maupun penculikan 7917 12 50,00 | 100,00
terhadap wartawan, atau tindakan untuk
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 78,42 12 36,00 | 100,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
Atk kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari i iz ST e
kekuatan negara dan non negara
Tabel 17.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 79,92 12 60,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 78.33 12 60,00 | 100,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 17.5 Nilai Keragaman Pandangan
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti 72,42 12 25,00 | 100,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 74 50 12 50,00 | 100,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 82,67 12 60,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 17.6 Nilai Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 78,42 12 60,00 | 90,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 76,67 12 60,00 | 90,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 72.42 12 50,00 | 90,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Tabel 17.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas mencari, meliput, 81,42 12 60,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 80,83 12 60,00 | 100,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 76,58 12 60,00 | 90,00
diberitakan.
A 7.23 Wartawgn asing duzllnk.a.n.untuk meliput 72.92 12 40,00 | 90,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 17.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 70.42 12 30,00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 17.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9.25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 7408 12 50,00 | 100,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9.26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 70,00 12 10,00 | 100,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 74 50 12 40,00 | 100,00
berperspektif gender.
A9 28 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang 77 83 12 60.00 | 100.00
n masyarakat adat sesuai perspektif HAM. ’ ’ ’
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 67,92 12 40,00 | 100,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat | 70,42 12 30,00 | 100,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 17.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.1 | mendirikan media cetak dan siber sesuai 74,92 12 30,00 | 100,00
ketentuan peraturan tentang pers.

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.2 | mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan 77,92 12 55,00 | 100,00
peraturan tentang pers.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada

B.1.3 | perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam 82,42 12 60,00 | 100,00
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga

B.1.4 | penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam 75,17 12 10,00 | 100,00
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
B.1.5 | pemerintah daerah tidak menyebabkan 78,25 12 55,00 | 100,00
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
B.1.6 | redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau 76,25 12 55,00 | 100,00
advertorial.

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
B.1.7 | redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan 69,58 12 10,00 | 100,00
sosial dan hibah.

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
B.1.8 | tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, 78,08 12 60,00 | 100,00
termasuk berita pariwara.

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak

B4 terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu e (e 1050 05
Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
B.1.10 | provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman 76,42 12 10,00 | 100,00
pemberitaan
Tabel 17.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
B.2 11 Perusahaan pers.di provinsi ini mgnempatkan 7958 12 55.00 | 100,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak
B.212 .me.nt.)lerlr pemberian uang dan/atau faS|I|ta.s dari 74,58 12 50,00 | 100,00
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.
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No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
B.2.13 | atau lembaga/perusahaan komersial tidak 7417 12 55,00 | 100,00
berpengaruh terhadap isi media.

Pemerintah daerah menghargai kerja profesional
pers.

B.2.14 78,25 12 | 55,00 | 100,00

Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada

B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 74,58 12 50,00 | 100,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.

Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 70,83 12 50,00 | 90,00
(newsroom).

Tabel 17.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 76,17 12 50,00 | 100,00
siber.
Tabel 17.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata

Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini

B-4.18 | gilakukan sesuai dengan kepentingan publik.

73,75 12 50,00 | 90,00

Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 71,08 12 55,00 | 90,00
perusahaan pers.

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.

B.4.20 55,92 12 10,00 | 90,00

Tabel 17.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 69,50 12 10,00 | 90,00
kepentingan publik.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang | 70,83 12 10,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.
Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 70,00 12 10,00 | 100,00
peraturan.
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 72,00 12 10,00 | 100,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah | 76,17 12 10,00 | 100,00
ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 67,42 12 10,00 | 90,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi | 73,67 12 10,00 | 100,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.
Tabel 17.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan Rata- | v | miN | mMAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 79,17 12 60,00 | 100,00
(imparsial).
C12 Lembaga peradilan Iepih mengedepankan pringip 79.08 12 60,00 | 100,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 80,08 12 56,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 79,58 12 56,00 | 100,00
kemerdekaan pers.
Tabel 17.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- | | mIN | mAX
rata
C25 Peraturan dan .kebijakan di prc.avinsi.ini menjamin 7867 12 60,00 | 100,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
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Tabel 17.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
c.3.6 | Diprovinsiini tidak terdapat peraturan yang dapat 7742 | 12 | 5000 | 90,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 8158 12 65,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 8125 12 60,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 7917 12 60,00 | 100,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 17.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erlntah dgerah mendukung dan mendorong 83.25 12 55.00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.4.11 Jurnalistik, Pedomaq Pempentaan Medlla Siber 78.67 12 55.00 | 100,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 17.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Cile berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. sz (2 AU IO
C513 Komisj Penyiaran Indonesig (KPI) di provinsi ini 73.42 12 10,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Kom|§| Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 73.83 12 10,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 80,83 12 60,00 | 100,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
Gigiile Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang il (2 S0 IO
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 78,33 12 60,00 | 100,00
perdata daripada hukum pidana.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata

Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa

C6.18 untuk menylarkan p.erlta yang Qapat dlgerna oleh 71,67 12 50,00 | 90,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.

127
V & & 4

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

v & 4




DL\ /4
SUCOFINDO DEWANPERS

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 18.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Wartawan bebas memilih organisasi tanpa paksaan

A.1.1 " .
penguasa maupun pemilik media.

85,00 | 12 | 59,00 | 100,00

Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke
A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 86,25 | 12 | 63,00 | 100,00
pemilik media.

Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya
A.1.3 | tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik 82,92 | 12 | 59,00 | 100,00
atau organisasi masyarakat.

Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers
dengan program kerja, seperti pendidikan dan

Aol pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan I e

lain.
Tabel 18.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 75,58 | 12 | 69,00 | 90,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau

A6 partai polltlk mepekan dalam bentuk, seperti 8050 | 12 | 55,00 | 100,00
menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus
dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.

ADT ReQaksn bersikap independen dallgm mepentukan isi 7950 | 12 | 60,00 | 90,00
berita tanpa campur tangan pemilik media massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 77.08 | 12 | 60,00 | 90,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A.3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 77,25 12 150,00 89,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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No. Pernyataan Rata-| \ | MmN | mAX
rata
Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan,
A.3.10 | atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena 72,33 | 12 | 30,00 | 90,00
berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi
wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan
sl dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara SLES | | ShE | BT
dan non negara
Tabel 18.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | maAX
rata
A 412 Pem.ermtah t|d.ak melarang r.nasyaflrakat. menciptakan 88,67 | 12 | 60,00 | 100,00
media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang 80,08 | 12 | 69,00 | 90,00
mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 18.5 Nilai Keragaman Pandangan
No. Pernyataan Rata-| \ | MmN | mAX
rata
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan
A.5.14 | adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan 72,08 | 12 | 1,00 | 100,00
bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan
perempuan, anak, dan adat.
A 515 Pemerlln.tah daergh ikut mendorong keragaman 7508 | 12 | 30,00 | 100,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 89,00 | 12 | 79,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 18.6 Nilai Akurat dan Berimbang
No. Pernyataan Rata-| \ | MmN | mAX
rata
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang 81,92 | 12 | 62,00 | 100,00
diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat 8125 | 12 | 69,00 | 90,00
atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentulg menghambat 78,58 | 12 | 58,00 | 100,00
upaya wartawan dalam mencari sampai
memberitakan.
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Tabel 18.7 Nilai Akses atas Informasi Publik
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A7.20 Di provinsi |p| wartavyan bgbas mencari, meliput, atau 9142 | 12 | 80,00 | 100,00
memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 77,33 | 12 | 50,00 | 98,00
jurnalistiknya.
A 722 Komisi Inforrngsi Publilf (KIP.) mendukyng.wartawan 8450 | 12 | 60,00 | 100,00
yang mencari informasi publik untuk diberitakan.
A 7.23 V\/artavyaq asing diizinkan untuk meliput pemberitaan 84.00 | 12 | 60,00 | 100,00
di provinsi ini.
Tabel 18.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 87.75 | 12 | 69,00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 18.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No. Pernyataan Rata- |\ | wmiN | mAX
rata
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan
A9.25 meliput masalgh .kelompok rentan, seperti . 86,17 | 12 | 70,00 | 100,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9 .26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 78,58 | 12 | 60,00 | 100,00
ramah anak.
A9 27 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang 7917 | 12 | 60,00 | 100,00
berperspektif gender.
A998 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang 8025 | 12 | 65.00 | 100.00
n masyarakat adat sesuai perspektif HAM. ’ ’ ’
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang 65,08 | 12 | 50,00 | 90,00
tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus
untuk memastikan persoalan kelompok rentan
seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh
A.9.30 | perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum 7417 | 12 | 50,00 | 90,00
adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau
kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 18.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No. Pernyataan Rata- |\ | yiN | MAX
rata

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.1 | mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan 82,67 | 12 | 56,00 | 100,00
peraturan tentang pers.

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.2 | mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan 84,50 | 12 | 60,00 | 100,00
peraturan tentang pers.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada

B.1.3 | perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam 86,92 | 12 | 70,00 | 100,00
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran,
baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti
biaya perizinan, retribusi, dan pajak.

B.1.4 85,67 | 12 | 69,00 | 100,00

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
B.1.5 | pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian | 75,67 | 12 | 50,00 | 100,00
kebijakan di ruang redaksi.

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan

B.16 redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau advertorial.

74,83 | 12 | 50,00 | 100,00

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
B.1.7 | redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan 78,67 | 12 | 50,00 | 100,00
sosial dan hibah.

Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak
B.1.8 | berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk 79,50 | 12 | 56,00 | 100,00
berita pariwara.

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak

B4 terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

81,58 | 12 | 60,00 | 100,00

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi

Sl ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan

79,42 | 12 | 65,00 | 100,00

Tabel 18.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Rata-

No. Pernyataan N MIN MAX
rata
B 211 Perusahaan pers.dl provinsi ini mgnempatkan 82,58 | 12 | 67,00 | 100,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir
B212 pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau 76.92 | 12 | 55,00 | 100,00

lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
memengaruhi isi media.

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
B.2.13 | lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh 75,67 | 12 | 55,00 | 100,00
terhadap isi media.
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No. Pernyataan Rata-| \ | MmN | mAX
rata
B.2 14 E:germtah daerah menghargai kerja profesional 84.92 | 12 | 70,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
B 215 keter.gantlu.ngan perusahagr) pers pada pemerintah, 76.25 | 12 | 56,00 | 100,00
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan
besar sebagai sumber pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 77,00 | 12 | 60,00 | 100,00
(newsroom).
Tabel 18.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata-| | miIN | MAX
rata
B317 Di provinsi ini terdapat keberggaman kepem!likqn 82.42 | 12 | 70,00 | 90,00
perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.
Tabel 18.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | yiN | MAX
rata
B4.18 Tata k.elola perusahaa.n pers di provinsi ini dilakukan 79.00 | 12 | 60,00 | 100,00
sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan | 69,83 | 12 | 50,00 | 90,00
pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara
Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan
B.4.20 | jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam 66,00 | 12 | 40,00 | 100,00
Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Tabel 18.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- |\ | miIN | MAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan kepentingan 81,92 | 12 | 62,00 | 100,00
publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 80,00 | 12 | 56,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.
B 5.23 Penzmgn frgkuen§| rg;ﬂp I.<omun|tas dan. televisi 8458 | 12 | 70,00 | 100,00
komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.
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No. Pernyataan Rata-| \ | MmN | mAX
rata

Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan

B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 79,83 | 12 | 56,00 | 100,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.

B 5.5 Dewan E’ers dan kpns’;ituennya menqorong pers agar 8567 | 12 | 60,00 | 100,00
memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi

B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 80,25 | 12 | 40,00 | 100,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan publik

B.5.27 | dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah 80,42 | 12 | 50,00 | 100,00
terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan
masyarakat.

Tabel 18.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata- |\ | ymiN | mAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers secara
ool independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial). S0 | 2| e | IOEE
C12 Lembaga peradilan Iepih mengedepankan pringip 82,08 | 12 | 60,00 | 100,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 81,08 | 12 | 60,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban
C.1.4 | untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan 81,92 | 12 | 65,00 | 100,00
pers.
Tabel 18.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- |\ | ymiN | mAX
rata
C25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 82,50 | 12 | 60,00 | 100,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 18.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 8567 | 12 | 70,00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi
C.3.7 | hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan | 86,08 | 12 | 70,00 | 100,00
atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.
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c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 83.92 | 12 | 70,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 8192 | 12 | 70,00 | 100,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 18.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erlntah dgerah mendukung dan mendorong 8508 | 12 | 69,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.4.11 Jurnalistik, Pedgman Ffembentaan Medla Siber dan 7475 | 12 | 60,00 | 89,00
Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh
Dewan Pers.
Tabel 18.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Cile berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. Sl | B AR
C513 Kom|§| Penyiaran IndoneS|g (KPI) di provinsi ini 78.08 | 12 | 60,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Komisi Informasi P.ubllk (KIP) di provinsi ini bekerja 77.83 | 12 | 60,00 | 100,00
secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 8150 | 12 | 56,00 | 100,00
penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara
adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di
C.5.16 | provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang | 80,50 | 12 | 65,00 | 90,00
No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di
C.5.17 | provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada | 82,25 | 12 | 69,00 | 100,00
hukum pidana.
Tabel 18.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata-| | miN | MAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
C6.18 untuk menylarlfan .b.erlta yang Qapat dlgerna oleh 60,75 | 12 | 30,00 | 75,00
penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu
dan tunanetra.
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Tabel 19.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

A1 Wartawan bebas memilih organiggsn tanpa 84.08 12 | 65,00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 79,67 12 | 65,00 | 95,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan

A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 86,42 12 | 80,00 | 100,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan

Rl dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang e Iz | 2o | ese
pengetahuan lain.

Tabel 19.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 83,33 12 | 58,00 | 100,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau

A26 partai polltlk mepekan dalam bentuk, seperti 8567 12 | 58,00 | 100,00
menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus
dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 82,42 12 | 50,00 | 100,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 80.33 12 | 60,00 | 100,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A.3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 79,50 12 160,00 | 95,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Tabel 19.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 78,00 12 | 60,00 | 100,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
Atk kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari fegsl 12 ety | 1ot
kekuatan negara dan non negara
Tabel 19.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 86,25 12 | 70,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 80,00 12 | 60,00 | 100,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 19.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti 65,67 12 | 10,00 | 100,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A 515 Pemerlln.tah daergh ikut mendorong keragaman 72.33 12 | 10,00 | 100,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 89,58 12 | 80,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 19.6 Nilai Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 78,92 12 | 60,00 | 100,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 76,08 12 | 40,00 | 100,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 77.18 11 | 40,00 | 90,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Tabel 19.7 Nilai Akses atas Informasi Publik
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencari, meliput, 7967 12 | 50,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 66,50 12 | 10,00 | 100,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 71,92 12 | 10,00 | 100,00
diberitakan.
A 723 Wartawgn asiqg diiz.ink.a.n.untuk meliput 74.91 11 | 50,00 | 90,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 19.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | ymiN | mAX
rata
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 71,08 12 | 10,00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 19.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9 25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 84.50 12 | 69,00 | 100,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9 .26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 77.42 12 | 50,00 | 100,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 81,33 12 170,00 | 100,00
berperspektif gender.
A9 28 Pers di provinsi ini merr]buat pem.beritaan tentang 7958 12 | 60,00 | 100,00
masyarakat adat sesuai perspektif HAM.
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 60,33 12 | 20,00 | 100,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat 67,42 12 | 40,00 | 95,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 19.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mMAX
rata

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.1 | mendirikan media cetak dan siber sesuai 84,25 12 | 70,00 | 100,00
ketentuan peraturan tentang pers.

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.2 | mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan 81,33 12 | 60,00 | 100,00
peraturan tentang pers.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada

B.1.3 | perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam 86,67 12 | 70,00 | 100,00
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga

B.1.4 | penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam 88,33 12 | 80,00 | 100,00
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.
Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari

B.1.5 | pemerintah daerah tidak menyebabkan 82,00 12 | 65,00 | 100,00

pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan

B.1.6 | redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau 83,08 12 | 65,00 | 100,00
advertorial.
Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan

B.1.7 | redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan 83,75 12 | 65,00 | 100,00

sosial dan hibah.

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
B.1.8 | tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, 83,92 12 | 60,00 | 100,00
termasuk berita pariwara.

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak

B4 terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu Sipc | AR e
Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
B.1.10 | provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman 79,83 12 | 55,00 | 100,00

pemberitaan

Tabel 19.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Rata-

No. Pernyataan N MIN MAX
rata

B 211 Perusahaan pers.dl provinsi ini mgnempatkan 84.33 12 | 68,00 | 100,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir

B212 pemberian uang dan/atau fasilitas .darl individu 74.33 12 | 56,00 | 100,00
atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan memengaruhi isi media.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
B.2.13 | atau lembaga/perusahaan komersial tidak 77,25 12 | 56,00 | 100,00
berpengaruh terhadap isi media.
B.2 14 E:gerintah daerah menghargai kerja profesional 7783 12 110,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada
B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 79,25 12 | 60,00 | 100,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 78,73 11 | 69,00 | 95,00
(newsroom).
Tabel 19.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 86,83 12 | 69,00 | 100,00
siber.
Tabel 19.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | ymiN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini- 83.17 12 | 69,00 | 100,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 74,17 12 | 30,00 | 100,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 | dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 65,83 12 | 10,00 | 100,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Tabel 19.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- |\ | N | mMAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 83,75 12 | 69,00 | 100,00
kepentingan publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 72,00 12 | 10,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.
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No.

Pernyataan

Rata-
rata

MIN

MAX

B.5.23

Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
komunitas di provinsi ini diproses sesuai
peraturan.

84,00

12

69,00

100,00

B.5.24

Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
informasi di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.

75,67

12

10,00

100,00

B.5.25

Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah
ini

82,27

11

70,00

100,00

B.5.26

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat.

84,00

12

70,00

100,00

B.5.27

Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.

77,75

12

10,00

100,00

Tabel 19.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata

Lembaga peradilan menangani perkara pers

C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 70,33 12 | 30,00 | 100,00
(imparsial).

C1.2 Lembaga peradilan Ieplh mengedepankan prinsip 7317 12 | 56,00 | 100,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong

C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 75,83 12 | 60,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan

C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 71,92 12 | 10,00 | 100,00
kemerdekaan pers.

Tabel 19.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata

C25 Peraturan dan .kebijakan di prc.avinsi.ini menjamin 76.17 12 | 60,00 | 100,00

wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
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No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAx
rata
c.3.6 | Di Provinsiini tidak terdapat peraturan yang dapat 8100 | 12 | 56,00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C37 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 86,25 12 | 80,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 86,25 12 | 80,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 84.17 12 | 70,00 | 100,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 19.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | MAX
rata
C.4.10 Pem.erlntah dgerah mendukung dan mendorong 74.33 12 | 10,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomaq Pempentaan Medlla Siber 78.75 12 | 57,00 | 100,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 19.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Cile berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. fe 15| 900 SOOI
C513 Komisj Penyiaran Indonesig (KPI) di provinsi ini 75.67 12 | 10,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Kom|§| Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 74.08 12 | 10,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 75.42 12 | 55,00 | 100,00
penghukuman) kekerasan terhadap wartawan
secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.16 | peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan 77,83 12 | 55,00 | 100,00
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 68,83 12 | 50,00 | 85,00
perdata daripada hukum pidana.
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Tabel 19.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
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No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata

Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa

C6.18 untuk menylarkan p.erlta yang Qapat dlgerna oleh 64,08 12 | 10,00 | 100,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.
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Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 20.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan
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No. Pernyataan Rata-| | MmN | mAX
rata

A1 Wartawan bebas memllllh organisasi tanpa paksaan 86,33 | 12 | 70,00 | 100,00
penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 79,33 | 12 | 50,00 | 95,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya

A.1.3 | tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik 79,83 12 60,00 | 100,00
atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan

A 14 | PErs dengan program kerja, seperti pendidikan dan 8742 12 17500 | 10000

""" | pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang ' ' ’
pengetahuan lain.

Tabel 20.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | MAX
rata

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 75,83 12 59,00 | 95,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti

e menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus Sags | iz ) e st
dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi

e berita tanpa campur tangan pemilik media massa. fEfe | iz ) BN B
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh

AZE kepentingan politik dan ekonomi, termasuk FERE iz ) G0 B
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A.3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 81,17 12 68,00 | 95,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Tabel 20.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan
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No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh 79,92 | 12 | 55,00 | 95,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi
wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan
sl dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara SLES | 2| Bay] Pat
dan non negara
Tabel 20.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 81,00 12 | 40,00 | 95,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 77.00| 12 | 50,00 | 9500
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 20.5 Nilai Keragaman Pandangan
No. Pernyataan Rata-| | miIN | mAX
rata
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan
A.5.14 | adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan 71,50 12 50,00 | 95,00
bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan
liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 7767 | 12 | 60,00 | 90,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 86,42 12 70,00 | 95,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 20.6 Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang | 81,00 | 12 | 65,00 | 95,00
diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat | 81,17 12 70,00 | 95,00
atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 8117 | 12 |70,00| 90,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencari, meliput, 7842 | 12 | 60,00 | 95,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 78,08 12 65,00 | 95,00
jurnalistiknya.
A7 Komisi Inforrr.1§3| Pub|l|$ (KIP.) mendukyng.wartawan 82.33| 12 | 50,00 | 95,00
yang mencari informasi publik untuk diberitakan.
A 7.23 Wartawgn asing d||z.|nk.a.n.untuk meliput 77.92| 12 | 65,00 | 90,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 20.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 8258 | 12 | 69,00 | 92,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 20.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
dan meliput masalah kelompok rentan, seperti
REEE masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi I
Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9 .26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 7908 | 12 | 60,00 | 100,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 7917 | 12 | 70,00 | 95,00
berperspektif gender.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
ABZE masyarakat adat sesuai perspektif HAM. s 12 EEL | eioe
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang | 70,17 | 12 | 50,00 | 85,00
tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat 69,33 | 12 | 50,00 | 80,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau
kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 20.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No. Pernyataan Rata-| \ | miN | mAX
rata

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.1 | mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan | 85,58 | 12 | 70,00 | 100,00
peraturan tentang pers.

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.2 | mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan 8458 | 12 | 70,00 | 95,00
peraturan tentang pers.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada

B.1.3 | perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam 82,33 | 12 | 70,00 | 95,00
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran,
baik dalam pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.

B.1.4 81,92 | 12 | 60,00 | 95,00

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
B.1.5 | pemerintah daerah tidak menyebabkan 76,58 | 12 | 60,00 | 95,00
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan

B.1.6 | redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau 78,25 | 12 | 65,00 | 95,00
advertorial.
Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan

B.1.7 | redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan 76,92 | 12 | 50,00 | 95,00

sosial dan hibah.

Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak
B.1.8 | berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk 77,83 | 12 | 65,00 | 94,00
berita pariwara.

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak

B4 terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu Shgs | Iz BaY ] Eleitt
Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
B.1.10 | provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman 79,08 | 12 | 70,00 | 95,00

pemberitaan

Tabel 20.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Rata-

No. Pernyataan N MIN | MAX
rata
B.2 11 Perusqhaan pers.dl provinsi ini mgnempatkan 8450 | 12 | 72,00 95,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir
B 212 pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau 7583 | 12 15000 9500

lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
memengaruhi isi media.

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
B.2.13 | lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh 71,50 | 12 | 35,00 | 95,00
terhadap isi media.
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No. Pernyataan Rata-| | mIN | MAX
rata
B 214 E:germtah daerah menghargai kerja profesional 8158 | 12 |70,00| 95,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
B 215 keter.gantlu.ngan perusahagp pers pada pemerintah, 7500 | 12 |50,00 | 95,00
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan
besar sebagai sumber pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 78,58 | 12 | 65,00 | 95,00
(newsroom).
Tabel 20.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
B 3.17 Di provinsi ini terdapat keberggaman kepem!llkqn 8202 | 12 |70,00| 95,00
perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.
Tabel 20.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata-| | mIN | MAX
rata
B4.18 Tata k.elola perusahaa.n pers di provinsi ini dilakukan 7817 | 12 | 60,00 | 95,00
sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 75,67 | 12 | 60,00 | 90,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 | dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 69,83 12 60,00 | 90,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Tabel 20.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | MAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan kepentingan | 81,83 | 12 | 70,00 | 95,00
publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 76,83 | 12 | 50,00 | 95,00
berorientasi pada kepentingan publik.
B 5.23 Penzmgn frgkuen§| r.a.d|.o I.<omun|tas dan. televisi 80,00 12 60,00 | 95,00
komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.
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No. Pernyataan Rata-| | miIN | mAX
rata

Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 75,58 | 12 | 50,00 | 95,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.

Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah 81,00 12 70,00 | 95,00
ini

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 82,75 | 12 | 70,00 | 95,00
masyarakat.

Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan publik
B.5.27 | dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah 81,75 | 12 | 60,00 | 95,00
terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan
masyarakat.

Tabel 20.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata- |\ | ymiN | mAX
rata

Lembaga peradilan menangani perkara pers secara

Sl independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial).

79,42 | 12 | 70,00 | 95,00

Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip

Sullz kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.

78,67 | 12 | 70,00 | 90,00

Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 78,67 12 70,00 | 95,00
melindungi kemerdekaan pers.

Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 79,25 12 65,00 | 95,00
kemerdekaan pers.

Tabel 20.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No. Pernyataan Rata-| | yiN | mAX
rata
C25 Peraturandan.kebijakandi prc.avinsi.in!menjamin 7833 | 12 | 70,00 | 95,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

Tabel 20.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No. Pernyataan Rata- |\ | wmiN | mAX
rata

Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat

C.3.6 . .
memidana wartawan karena pemberitaannya.

81,42 | 12 | 70,00 | 95,00
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Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C37 memberi hukuman/gank3| secara.berleblhan kepada 8133| 12 |7000| 95,00
wartawan atau media dalam menjalankan tugas
jurnalistik.
c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 8292 | 12 |7000| 95,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C39 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 7958 12 65,00 | 95,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 20.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erlntah dgerah mendukung dan mendorong 7908 | 12 |65,00 | 95,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedgman F?embentaan Medla Siber dan 80,67 12 | 65,00 | 95,00
Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh
Dewan Pers.
Tabel 20.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata-| -\ | MmN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Gl berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. S8 | 18| (=00 Sat
C513 Kom|§| Penyiaran IndoneS|g (KPI) di provinsi ini 80,00 | 12 |70,00| 95,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Komisi Informasi P.ubllk (KIP) di provinsi ini bekerja 80,92 | 12 |73,00| 95,00
secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 7875 | 12 | 65,00 | 95,00
penghukuman) kekerasan terhadap wartawan
secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.16 | di provinsi ini selalu mengedepankan Undang- 77,92 | 12 | 65,00 | 95,00
Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.17 | di provinsi ini mengedepankan hukum perdata 73,75 | 12 | 55,00 | 90,00
daripada hukum pidana.
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No. Pernyataan Rata-| -\ | MmN | mAX
rata

Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa

C6.18 untuk menylarkan p.erlta yang Qapat dlgerna oleh 7050 | 12 | 50,00 | 95,00
penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu
dan tunanetra.
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21. Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 21.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No. Pernyataan Rata- | v | miN | mMAX
rata

Wartawan bebas memilih organisasi tanpa

A1 - .
paksaan penguasa maupun pemilik media.

85,75 12 65,00 | 95,00

Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke
A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 84,83 12 55,00 | 95,00
pemilik media.

Organisasi wartawan dapat menjalankan
A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 85,17 12 65,00 | 95,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.

Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan

Rl dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang e iz e
pengetahuan lain.
Tabel 21.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau
A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 78,17 12 30,00 | 95,00
peliputan atau pemberitaan.

Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti
A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 86,50 12 60,00 | 100,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.

Redaksi bersikap independen dalam menentukan
A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 74,25 12 30,00 | 100,00
massa.

Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh

Azl kepentingan politik dan ekonomi, termasuk ey iz Sl ke
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa

A 39 | Penganiayaan, pembunuhgn, maupun penculikan 88.75 12 75.00 | 100,00
terhadap wartawan, atau tindakan untuk
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 81,50 12 60,00 | 100,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
Atk kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari S iz SO e
kekuatan negara dan non negara
Tabel 21.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 88,42 12 68,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 85,50 12 65,00 | 9500
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 21.5 Nilai Keragaman Pandangan
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti 75,50 12 30,00 | 95,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 78.00 12 30,00 | 95,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 91,83 12 80,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 21.6 Nilai Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 80,58 12 30,00 | 95,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 84,67 12 75,00 | 91,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 84.25 12 65.00 | 100,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Tabel 21.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas mencari, meliput, 88,83 12 55.00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 91,67 12 80,00 | 100,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 82,00 12 55,00 | 100,00
diberitakan.
A 7.23 Wartawgn asing d||z.|nk.a.n.untuk meliput 84.00 12 65.00 | 100,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 21.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 86,25 12 70,00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 21.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9.25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 81,00 12 65,00 | 95,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9 .26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 85,00 12 55.00 | 100,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.|n3| ini membuat pemberitaan yang 83.25 12 30,00 | 100,00
berperspektif gender.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
RS masyarakat adat sesuai perspektif HAM. seee iz LT 0
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 70,75 12 50,00 | 92,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat | 79,08 12 50,00 | 95,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 21.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

83,17

12

30,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

83,33

12

30,00

100,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

87,17

12

70,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

87,67

12

70,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

79,50

12

50,00

100,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

80,33

12

50,00

100,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

83,00

12

60,00

100,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan,
termasuk berita pariwara.

83,50

12

55,00

95,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

83,50

12

30,00

100,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

82,92

12

55,00

100,00

Tabel 21.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | maAx
rata
B 211 Perusahaan pers.dl provinsi ini mgnempatkan 83,67 12 60,00 | 100,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak
B 212 .me.nt.)lerlr pemberian uang dan/atau faS|I|ta.s dari 7417 12 30,00 | 95,00
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
B.2.13 | atau lembaga/perusahaan komersial tidak 73,25 12 30,00 | 95,00
berpengaruh terhadap isi media.
B.2 14 E:gerintah daerah menghargai kerja profesional 81,58 12 30,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada
B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 72,33 12 55,00 | 90,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 75,42 12 55,00 | 90,00
(newsroom).
Tabel 21.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 87,17 12 65,00 | 100,00
siber.
Tabel 21.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini- 82.92 12 50,00 | 100,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 78,75 12 50,00 | 100,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B 4.20 dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 7175 12 30,00 | 95,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.
Tabel 21.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 86,00 12 55,00 | 100,00
kepentingan publik.
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No.

Pernyataan

Rata-
rata

MAX

B.5.22

Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang
berorientasi pada kepentingan publik.

84,08

12

65,00

100,00

B.5.23

Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
komunitas di provinsi ini diproses sesuai
peraturan.

88,33

12

70,00

100,00

B.5.24

Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
informasi di provinsi ini mendorong pers agar
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.

84,50

12

55,00

100,00

B.5.25

Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah
ini

88,17

12

75,00

100,00

B.5.26

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat.

86,00

12

60,00

100,00

B.5.27

Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.

79,42

12

55,00

100,00

Tabel 21.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata

Lembaga peradilan menangani perkara pers

C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 72,33 12 30,00 | 90,00
(imparsial).

C12 Lembaga peradilan Ieplh mengedepankan prinsip 77,50 12 50,00 | 95,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong

C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 76,67 12 30,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan

C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 82,75 12 50,00 | 100,00
kemerdekaan pers.

Tabel 21.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- | v | miN | mMAX
rata

C25 Peraturan dan .kebijakan di prc.avinsi.ini menjamin 80,00 12 50,00 | 100,00

wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
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Tabel 21.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
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No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata
C36 Di prgvinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 82.50 12 60,00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 87,50 12 65,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 86.42 12 60,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 8358 12 50,00 | 100,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 21.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | miIN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erintah dqerah mendukung dan mendorong 82,08 12 55.00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomarjn Pempentaan Medlla Siber 84.00 12 55.00 | 100,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 21.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- | v | mIN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
e berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. S0 (2 SR | e
C513 Kom|§| Penyiaran Indonesng (KPI) di provinsi ini 86,25 12 60,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Kom|§| Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 82.75 12 60,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 79.25 12 60,00 | 95,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
e Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang e (2 SLEY | 2t
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 72,50 12 30,00 | 90,00
perdata daripada hukum pidana.
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Tabel 21.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata

Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa

C6.18 untuk menylarkan p.erlta yang Qapat dlgerna oleh 69,75 12 30,00 | 90,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.
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22. Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 22.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Wartawan bebas memilih organisasi tanpa

A1 paksaan penguasa maupun pemilik media. 88,17 12 75,00 100,00

Wartawan bebas membentuk atau
A.1.2 | bergabung ke serikat pekerja tanpa 82,67 12 60,00 95,00
intervensi pemerintah atau pemilik media.

Organisasi wartawan dapat menjalankan
fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah,

A.1.3 AT o 79,50 12 56,00 95,00
organisasi politik atau organisasi
masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung

o | DEMIETECIEEN SO CEMGEN PIEgEn i, 84,75 12 55,00 | 98,00
seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik
serta bidang-bidang pengetahuan lain.

Tabel 22.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
No. Pernyataan SEER MIN | MAX
rata

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik
A.2.5 | atau organisasi masyarakat memberlakukan 71,25 12 50,00 95,00
sensor peliputan atau pemberitaan.

Tidak pernah terjadi pemerintah daerah
dan/atau partai politik menekan dalam
A.2.6 | bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, 81,08 12 60,00 100,00
atau memecat pengurus dan/atau anggota
redaksi perusahaan pers.

Redaksi bersikap independen dalam
A.2.7 | menentukan isi berita tanpa campur tangan 71,83 12 40,00 95,00
pemilik media massa.

Pers di provinsi ini bebas dan independen
dalam membuat pemberitaan tanpa
terganggu oleh kepentingan politik dan
ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.

A28 76,42 12 40,00 | 100,00

Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun
A.3.9 | penculikan terhadap wartawan, atau 84,42 12 60,00 100,00
tindakan untuk memengaruhi atau
menghalangi pemberitaan.
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Tabel 22.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No. Pernyataan AEIER L MIN | MAX
rata

Tidak ada tindakan berupa ancaman,
penganiayaan, atau tindak kekerasan
lainnya oleh aparat karena berita yang
disiarkan/dimuat media.

A.3.10 75,67 12 55,00 | 95,00

Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman,

A.3.11 | tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik 83,25 12 60,00 95,00
dan psikis dari kekuatan negara dan non

negara
Tabel 22.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
No. Pernyataan el TS MIN | MAX
rata

Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan 87,83 12 70,00 100,00
kegiatan jurnalisme warga.

Jurnalisme warga di provinsi ini berisi
A.4.13 | informasi yang mendukung kebutuhan 86,00 12 69,00 98,00
masyarakat.

Tabel 22.5 Nilai Keragaman Pandangan

No. Pernyataan SEER MIN | MAX
rata

Pemerintah daerah mendorong keragaman
isi pemberitaan di provinsi ini yang
ditunjukkan dengan adanya program untuk
wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan
terkait kesetaraan gender, dan liputan
perempuan, anak, dan adat.

A5.14 81,08 12 50,00 | 95,00

Pemerintah daerah ikut mendorong
A5.15 keragaman kepemilikan media. 85,08 12 50,00 | 100,00

Pemerintah tidak mempersoalkan unsur
A.5.16 | suku, agama, ras, dan/atau kelas sosial dari 90,67 12 75,00 100,00
insan pers yang ada di provinsi ini.
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Tabel 22.6 Nilai Akurat dan Berimbang

&3

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada 79,42 12 60,00 | 100,00
media yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk
mencegah intervensi, tekanan, dan/atau
sl himbauan dari pejabat atau dari lembaga di el s 2 SRR | 09,50
luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan
untuk mengatur isi pemberitaan dalam
A1 bentuk menghambat upaya wartawan dalam e 2 S0 e
mencari sampai memberitakan.
Tabel 22.7 Nilai Akses atas Informasi Publik
No. Pernyataan SEER MIN | MAX
rata
Di provinsi ini wartawan bebas mencari,
A.7.20 meliput, atau memeroleh informasi publik. 84,25 12 68,00 | 100,00
Pemerintah daerah menyediakan sarana
A.7.21 | bagi kalangan wartawan dalam menjalankan 86,92 12 75,00 100,00
tugas jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik 87,17 12 75,00 100,00
untuk diberitakan.
Wartawan asing diizinkan untuk meliput
A.7.23 pemberitaan di provinsi ini. 81,50 12 40,00 | 100,00
Tabel 22.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan,
yang diselenggarakan oleh organisasi
A.8.24 | wartawan atau organisasi perusahan pers, 87,42 12 56,00 100,00
perguruan tinggi, dan/atau pemerintah
daerah.
Tabel 22.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang
pemberitaan dan meliput masalah kelompok
A.9.25 | rentan, seperti masyarakat miskin, korban 86,42 12 69,00 100,00
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan
kelompok minoritas.
A.9.26 | Pers di provinsi ini mengedepankan 79,75 12 60,00 95,00
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No.

Pernyataan

Rata-
rata

MIN

MAX

pemberitaan ramah anak.

A.9.27

Pers di provinsi ini membuat pemberitaan
yang berperspektif gender.

86,08

12

70,00

95,00

A.9.28

Pers di provinsi ini membuat pemberitaan
tentang masyarakat adat sesuai perspektif
HAM.

83,83

12

50,00

100,00

A.9.29

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna
oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi
penyandang tunarungu dan tunanetra.

65,33

12

5,00

95,00

A.9.30

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan
kelompok rentan seperti ketidakadilan
gender yang dialami oleh perempuan,
masyarakat miskin, masyarakat hukum adat,
pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau
kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.

80,58

12

50,00

100,00

Tabel

22.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Op

erasionalisasi Perusahaa

n Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

87,75

12

69,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

87,25

12

69,00

100,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di
luar ketentuan atau regulasi yang ada,
kepada perusahaan pers cetak dan siber,
baik dalam pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.

88,58

12

75,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di
luar ketentuan atau regulasi kepada
lembaga penyiaran, baik dalam pendirian
maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

86,92

12

70,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

71,33

12

30,00

95,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengarubhi
kebijakan redaksi melalui ‘berita berbayar’
dan atau advertorial.

72,00

12

30,00

92,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengarubhi
kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi,
seperti bantuan sosial dan hibah.

72,92

12

30,00

95,00
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No. Pernyataan AEIER L MIN | MAX
rata

Kepentingan publik dalam pemberitaan

B.1.8 | media tidak berkurang akibat pengaruh 78,92 12 50,00 100,00
alokasi iklan, termasuk berita pariwara.
Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini

B.1.9 | tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal 82,17 12 50,00 100,00
tertentu
Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di

B.1.10 | provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman | 79,83 12 50,00 100,00
pemberitaan

Tabel 22.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No. Pernyataan Rata- |y MIN | MAX
rata

Perusahaan pers di provinsi ini

B.2.11 | menempatkan kepentingan publik dalam 81,83 12 50,00 95,00
pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak
menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas

B.2.12 | dari individu atau lembaga/perusahaan 72,33 12 30,00 95,00
komersial dengan tujuan memengaruhi isi
media.
Pemberian uang dan/atau fasilitas dari

B.2.13 | individu atau lembaga/perusahaan komersial | 73 og 12 30,00 | 95,00
tidak berpengaruh terhadap isi media.

B 214 Pemer.intah daerah menghargai kerja 88.17 12 70,00 | 100,00
profesional pers.
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak
menciptakan ketergantungan perusahaan

B.2.15 | pers pada pemerintah, partai politik, 67,42 12 40,00 92,00
kekuatan politik lain, atau perusahaan besar
sebagai sumber pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi

B.2.16 | pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan 67,67 12 30,00 95,00
redaksi (newsroom).

Tabel 22.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan SEER MIN | MAX
rata

Di provinsi ini terdapat keberagaman

B.3.17 | kepemilikan perusahaan pers cetak, 85,58 12 65,00 100,00
penyiaran, dan media siber.
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No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.4.18

Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.

79,00

12

50,00

100,00

B.4.19

Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau
afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang
saham perusahaan pers.

85,83

12

60,00

100,00

B.4.20

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali
gaji setara Upah Minimum Provinsi dalam
satu tahun, dan jaminan sosial lainnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan
Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019
tentang Standar Perusahaan Pers.

75,17

12

30,00

100,00

Tabel 22.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.5.21

Lembaga penyiaran publik bebas membuat
berita secara objektif dan merepresentasikan
kepentingan publik.

86,08

12

70,00

100,00

B.5.22

Pemerintah daerah mendorong dan
memperkuat kehadiran lembaga penyiaran
di provinsi ini yang berorientasi pada
kepentingan publik.

83,75

12

50,00

100,00

B.5.23

Perizinan frekuensi radio komunitas dan
televisi komunitas di provinsi ini diproses
sesuai peraturan.

88,58

12

75,00

100,00

B.5.24

Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi
dan informasi di provinsi ini mendorong pers
agar menyiarkan aspirasi masyarakat
setempat.

84,42

12

70,00

100,00

B.5.25

Dewan Pers dan konstituennya mendorong
pers agar memberitakan aspirasi
masyarakat di daerah ini

89,00

12

70,00

100,00

B.5.26

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
mendorong pers agar menyiarkan aspirasi
masyarakat.

84,33

12

69,00

100,00

B.5.27

Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
publik dengan cara mewajibkan pejabat
informasi daerah terbuka atas semua
informasi yang dibutuhkan masyarakat.

84,75

12

69,00

100,00
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Tabel 22.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata- |y MIN | MAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak 88,58 12 70,00 100,00
berpihak (imparsial).
Lembaga peradilan lebih mengedepankan
C.1.2 | prinsip kemerdekaan pers daripada undang- 88,17 12 70,00 | 100,00
undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi
c13 mendorong e}parat pemerlntgh daerah 88,50 12 70,00 | 100,00
menghormati dan melindungi kemerdekaan
pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan 83,92 12 50,00 100,00
melindungi kemerdekaan pers.
Tabel 22.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan SEER MIN | MAX
rata
Peraturan dan kebijakan di provinsi ini
C.2.5 | menjamin wartawan menjalankan tugas 87,33 12 50,00 100,00
jurnalistiknya.
Tabel 22.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan SEER MIN | MAX
rata
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C.3.6 | dapat memidana wartawan karena 86,92 12 70,00 100,00
pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berlebihan 88,92 12 70,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam
menjalankan tugas jurnalistik.
Di provinsi ini tidak ada peraturan yang
C.3.8 | memberlakukan sensor terhadap pers. 84,42 12 56,00 | 100,00
Pemerintah daerah tidak pernah
menggunakan alasan keamanan nasional,
C.3.9 | ketertiban umum, dan kesehatan umum, 84,25 12 60,00 100,00
atau moral masyarakat secara berlebihan
untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 22.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ MIN | MAX
rata
Pemerintah daerah mendukung dan
C.4.10 | mendorong media menaati standar 87,75 12 60,00 | 100,00
perusahaan pers.
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C.4.11 . : . 75,67 12 56,00 | 100,00
Siber dan Pedoman penulisan lainnya yang
disusun oleh Dewan Pers.
Tabel 22.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ MIN | MAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di
C.5.12 | provinsi ini berdasarkan prinsip Kode Etik 89,83 12 75,00 | 100,00
Jurnalistik.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
C.5.13 | jnj bekerja secara bebas dan independen. 89,83 12 75,00 | 100,00
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini
C.5.14 bekerja secara bebas dan independen. 89,83 12 75,00 | 100,00
Aparat hukum di provinsi ini melakukan
C.5.15 | Proses hukum (penyelidikan, penyidikan, 86,50 12 60,00 | 100,00
penuntutan, dan penghukuman) kekerasan
terhadap wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu
Gl mengedepankan Undang-Undang No. 40 Sl (2 gy | e
Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan 83,17 12 50,00 | 100,00
hukum perdata daripada hukum pidana.
Tabel 22.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata- |\ MIN | MAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media
C.6.18 | massa untuk menyiarkan b(larltalyang dapat. 68,25 12 30,00 | 100,00
dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti
penderita tunarungu dan tunanetra.
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

A1 Wartawan bebas memilih organisasi tanpa 91,50 12 80,00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 82,75 12 69,00 | 95,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan

A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 89,17 12 70,00 | 95,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan

A5 dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang Sl (2 MO | St
pengetahuan lain.

Tabel 23.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 79,75 12 60,00 | 95,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti

A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 82,58 12 50,00 | 95,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 77,83 12 50,00 | 94,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 82,75 12 50,00 | 95,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 77,87 12 50,00 | 95,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.

167
V & & 4

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

v & 4




L

Tabel 23.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

P/ NT/INXINN
AERRERRER

L\ [ AT ]
A\ L4\ /<] /4

&3

SUCOFINDO DEWANPERS

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 79,92 12 50,00 | 95,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
sl kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari IR 2 ST | Bt
kekuatan negara dan non negara
Tabel 23.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 87,42 12 70,00 | 95,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 86,67 12 70.00 | 95,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 23.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti | 84,17 12 50,00 | 95,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 83,25 12 50,00 | 100,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 88,58 12 70,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 23.6 Nilai Akurat dan Berimbang
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 82,58 12 60,00 | 90,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 82,58 12 67,00 | 90,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 79.83 12 60,00 | 95,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Tabel 23.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencan, meliput, 85,83 12 60,00 | 95,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 87,58 12 70,00 | 95,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 87,25 12 60,00 | 100,00
diberitakan.
A 723 Wartawgn asiqg d||z.|nk.a.n.untuk meliput 86,08 12 70,00 | 95,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 23.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 89,08 12 70,00 | 99,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 23.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9.25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 89,00 11 70,00 | 95,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9.26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 84.92 12 70,00 | 95,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 8525 12 60,00 | 95,00
berperspektif gender.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
R masyarakat adat sesuai perspektif HAM. S22 2 SR st
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 69,25 12 45,00 | 91,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat | 77,33 12 31,00 | 91,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 23.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No. Pernyataan Rata- |\ | miIN | mAX
rata

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.1 | mendirikan media cetak dan siber sesuai 88,08 12 60,00 | 100,00
ketentuan peraturan tentang pers.

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.2 | mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan 88,83 12 60,00 | 100,00
peraturan tentang pers.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada

B.1.3 | perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam 89,75 12 80,00 | 100,00
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga

B.1.4 | penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam 86,83 12 50,00 | 100,00
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
B.1.5 | pemerintah daerah tidak menyebabkan 80,09 11 50,00 | 95,00
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
B.1.6 | redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau 79,75 12 50,00 | 95,00
advertorial.

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
B.1.7 | redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan 85,08 12 60,00 | 100,00
sosial dan hibah.

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
B.1.8 | tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, 82,82 11 60,00 | 95,00
termasuk berita pariwara.

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak

B4 terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu St (e LD | TOELE
Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
B.1.10 | provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman 85,83 12 50,00 | 100,00

pemberitaan

Tabel 23.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
B.2 11 Perusqhaan pers.di provinsi ini mgnempatkan 78,83 12 31,00 | 95,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak
B.212 .me.nt.)lerlr pemberian uang dan/atau faS|I|ta.s dari 78.75 12 50,00 | 95,00
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
B.2.13 | atau lembaga/perusahaan komersial tidak 78,92 12 55,00 | 90,00
berpengaruh terhadap isi media.

Pemerintah daerah menghargai kerja profesional
pers.

B.2.14 90,33 12 | 80,00 | 100,00

Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada

B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 70,92 12 40,00 | 100,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.

Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 75,42 12 50,00 | 95,00
(newsroom).

Tabel 23.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

Rata-

No. Pernyataan N MIN MAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 87,33 12 80,00 | 100,00
siber.

Tabel 23.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata

Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini

B418 | Gilakukan sesuai dengan kepentingan publik.

79,42 12 | 60,00 | 94,00

Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 83,08 12 68,00 | 100,00
perusahaan pers.

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.

B.4.20 69,83 12 | 35,00 | 95,00

Tabel 23.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 85,08 12 69,00 | 100,00
kepentingan publik.

Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang | 86,75 12 69,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | maAx
rata
Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 82,17 12 50,00 | 100,00
peraturan.
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 83,92 12 60,00 | 100,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah | 84,25 12 60,00 | 100,00
ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 87,67 12 70,00 | 100,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi | 87,83 12 70,00 | 100,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.
Tabel 23.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan Rata- | v | miN | MAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 85,17 12 50,00 | 100,00
(imparsial).
C12 Lembaga peradilan Iepih mengedepankan pringip 82.27 11 60,00 | 95,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 87,17 12 70,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 85,42 12 60,00 | 100,00
kemerdekaan pers.
Tabel 23.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Cc25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 7875 12 40,00 | 90,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 23.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- | | mIN | mAX
rata
C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 87,58 12 80,00 | 95,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
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Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang

C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 87.83 12 80,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.

C3.8 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 87.83 12 80,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan

C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 84.42 12 69,00 | 95,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.

Tabel 23.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata

C.4.10 Pem.erintah dgerah mendukung dan mendorong 86.17 12 70,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik

C.411 Jurnalistik, Pedomaq Pemt?erltaan Medlla Siber 80,92 12 50,00 | 100,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.

Tabel 23.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata

Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini

Gz berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. 8718 i IO | e

C513 Komisj Penyiaran Indonesig (KPI) di provinsi ini 87.58 12 70,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.

C.5.14 Komisj Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 87.42 12 70,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses

C5.15 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 82.83 12 50,00 | 100,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan

G Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang SLe (2 SHJUY | St
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga

C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 79,91 11 55,00 | 90,00
perdata daripada hukum pidana.

173
V & & 4

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

v & 4




oy

Tabel 23.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

P/ N/ NXIN\N
ANRRERRER

L\ [ TAT ][]}
L\ </

&3

SUCOFINDO DEWANPERS

No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mMAX
rata

Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa

C6.18 untuk menylarkan p.erlta yang Qapat dlgerna oleh 66.25 12 50,00 | 94,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.
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No. Pernyataan Rata- |\ | miIN | mAX
rata

A1 Wartawan bebas memilih organiggsi tanpa 8533 12 65.00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 80,67 12 60,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan

A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 84,00 12 65,00 | 95,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan

Al dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang eaz (& SR | LD
pengetahuan lain.

Tabel 24.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-

No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik

A.2.5 | atau organisasi masyarakat memberlakukan 75,08 12 31,00 | 90,00
sensor peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti

A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 83,25 12 50,00 | 95,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 73,58 12 50,00 | 90,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 73.33 12 3500 | 90,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A-3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 85,08 12 60,00 | 100,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Tabel 24.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAx
rata
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A3.10 | PEnganiayaan, atau thak kekerg§an Iampya 85.75 12 69,00 | 100,00
oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat
media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
LB kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari oty (2 St | IO
kekuatan negara dan non negara
Tabel 24.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 89,33 12 60,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 82,33 12 60,00 | 96,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 24.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti | 72,17 12 35,00 | 95,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 74.08 12 3500 | 96,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 88,75 12 70,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 24.6 Nilai Akurat dan Berimbang
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAx
rata
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 80,58 12 60,00 | 95,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 80,92 12 57,00 | 90,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 75.75 12 60,00 | 95,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Tabel 24.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencari, meliput, 88.75 12 65,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 73,92 12 45,00 | 95,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 68,42 12 30,00 | 100,00
diberitakan.
A 7.23 Wartawgn asing duzllnk.a.n.untuk meliput 73.00 12 50,00 | 100,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 24.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 69,25 12 35.00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 24.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9.25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 79.17 12 60,00 | 100,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9.26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 7517 12 3500 | 98,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 73,83 12 35.00 | 100,00
berperspektif gender.
A9 28 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang 78 58 12 3500 | 100.00
h masyarakat adat sesuai perspektif HAM. ’ ’ ’
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 65,17 12 10,00 | 100,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat | 69,33 12 25,00 | 90,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 24.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

84,50

12

75,00

95,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

86,08

12

73,00

95,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

86,33

12

75,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

86,58

12

70,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

72,50

12

35,00

96,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

71,75

12

40,00

96,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

77,50

12

40,00

95,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan,
termasuk berita pariwara.

80,08

12

60,00

96,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

7517

12

35,00

95,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

77,67

12

60,00

95,00

Tabel 24.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.2.11

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya.

80,08

12

60,00

95,00

B.2.12

Wartawan atau media di daerah ini tidak
menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.

68,50

12

30,00

90,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
B.2.13 | atau lembaga/perusahaan komersial tidak 65,92 12 30,00 | 90,00
berpengaruh terhadap isi media.
B.2 14 FF:eelglerintah daerah menghargai kerja profesional 80,83 12 50,00 | 96,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada
B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 69,67 12 40,00 | 90,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 69,67 12 50,00 | 90,00
(newsroom).
Tabel 24.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 82,75 12 60,00 | 100,00
siber.
Tabel 24.13 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAx
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini. 7567 12 20,00 | 90,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 76,33 12 60,00 | 99,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 70.33 12 35,00 | 90,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.

Tabel 24.14 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita

B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 80,42 12 50,00 | 95,00
kepentingan publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat

B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang | 76,00 12 35,00 | 96,00
berorientasi pada kepentingan publik.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata

Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 81,08 12 60,00 | 100,00
peraturan.

Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 75,58 12 35,00 | 100,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.

Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di 88,50 12 70,00 | 100,00
daerah ini

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 68,92 12 40,00 | 90,00
masyarakat.

Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi | 73,17 12 30,00 | 100,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.

Tabel 24.15 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No. Pernyataan Rata- | | mIN | mAX
rata

Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 76,67 12 60,00 | 90,00
(imparsial).

Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip

Cellez kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.

72,33 12 53,00 | 90,00

Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 73,75 12 20,00 | 96,00
melindungi kemerdekaan pers.

Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 75,58 12 35,00 | 92,00
kemerdekaan pers.

Tabel 24.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Cc25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 7575 12 20,00 | 96,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 24.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata
C36 Di prgvinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 84.17 12 54.00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
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Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang

C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 8175 12 56,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.

c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 8342 12 65.00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan

C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 82.33 12 60,00 | 100,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.

Tabel 24.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata

C.4.10 Pem.erlntah dgerah mendukung dan mendorong 7558 12 15,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik

C.411 Jurnalistik, Pedomaq Pemt?erltaan Medlla Siber 73.42 12 56,00 | 90,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.

Tabel 24.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata

Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini

Gl berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. it (2 SO0 Saft

C513 Kom|§| Penyiaran IndoneS|g (KPI) di provinsi ini 66.58 12 20,00 | 90,00
bekerja secara bebas dan independen.

C514 Kom|§| Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 74.25 12 35.00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses

C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 73.50 12 3500 | 90,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan

G Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang et (& SEl | el b
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga

C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 73,00 12 57,00 | 95,00
perdata daripada hukum pidana.
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media
C.6.18 | massa untuk menyiarkan b(larltalyang dapat. 68,33 12 40,00 | 95,00
dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti
penderita tunarungu dan tunanetra.
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Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 25.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

A1 Wartawan bebas memilih organiggsn tanpa 88.50 12 65,00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 83,33 12 31,00 | 96,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan

A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 82,17 12 31,00 | 95,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan

A5 dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang S (2 SN | S0t
pengetahuan lain.

Tabel 25.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 78,17 12 55,00 | 95,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti

A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 82,42 12 31,00 | 95,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 81,50 12 55,00 | 98,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 80,00 12 56,00 | 100,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A.3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 7417 12 1,00 | 100,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.

183
V & & 4

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

T &




VL4
SUCOFINDO DEWANPERS

Tabel 25.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 75,00 12 30,00 | 98,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
At kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari — iz ST e
kekuatan negara dan non negara
Tabel 25.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 87,25 12 69,00 | 95,00
jurnalisme warga.
A 413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 82.83 12 50,00 | 95,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 25.5 Nilai Keragaman Pandangan
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti 76,33 12 30,00 | 98,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 7558 12 30,00 | 95,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 86,67 12 30,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 25.6 Nilai Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 82,83 12 57,00 | 100,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 80,17 12 55,00 | 100,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 81,83 12 5500 | 98,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
184
V & & 4

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

T &




VL4
SUCOFINDO DEWANPERS

Tabel 25.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata

Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput,

Rulf 2t atau memeroleh informasi publik.

89,33 12 | 69,00 | 100,00

Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 81,08 12 60,00 | 95,00
jurnalistiknya.

Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung

A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 85,75 12 69,00 | 95,00
diberitakan.
A 7.23 Wartawan asing diizinkan untuk meliput 77.67 12 30,00 | 95,00

pemberitaan di provinsi ini.

Tabel 25.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata

Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.

A.8.24 89,50 12 | 60,00 | 100,00

Tabel 25.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata

Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
dan meliput masalah kelompok rentan, seperti
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.

A.9.25 86,67 12 | 69,00 | 100,00

Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan

A.9.26 ramah anak.

79,67 12 | 31,00 | 100,00

Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang

A.9.27 berperspektif gender.

80,83 12 | 60,00 | 100,00

Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang

RS masyarakat adat sesuai perspektif HAM.

79,58 12 | 60,00 | 100,00

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 73,33 12 30,00 | 100,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
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A.9.30

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.

75,42

12

30,00

95,00

Tabel 25.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

83,75

12

56,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

84,83

12

69,00

100,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

85,00

12

56,00

95,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

86,33

12

56,00

95,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

81,75

12

55,00

95,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

80,58

12

55,00

95,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

79,17

12

55,00

95,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan,
termasuk berita pariwara.

81,17

12

56,00

95,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

85,25

12

69,00

95,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

84,50

12

55,00

95,00

Yy w 4

186

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

T &




VL4
SUCOFINDO DEWANPERS

Tabel 25.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan

5211 kepentingan publik dalam pemberitaannya.

86,33 12 | 55,00 | 100,00

Wartawan atau media di daerah ini tidak
menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.

B.2.12 81,33 12 | 31,00 | 95,00

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
B.2.13 | atau lembaga/perusahaan komersial tidak 75,42 12 30,00 | 95,00
berpengaruh terhadap isi media.

Pemerintah daerah menghargai kerja profesional
pers.

B.2.14 85,42 12 | 69,00 | 97,00

Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada

B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 76,83 12 31,00 | 92,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.

Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 77,83 12 31,00 | 95,00
(newsroom).

Tabel 25.12 Keragaman Kepemilikan

No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 84,75 12 58,00 | 95,00
siber.
Tabel 25.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata

Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini

B-4.18 | dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.

82,58 12 56,00 | 95,00

Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 85,33 12 55,00 | 95,00
perusahaan pers.

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.

B.4.20 65,83 12 31,00 | 90,00
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Tabel 25.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 84,25 12 65,00 | 95,00
kepentingan publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 84,17 12 55,00 | 98,00
berorientasi pada kepentingan publik.
Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 84,58 12 55,00 | 95,00
peraturan.
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 85,00 12 60,00 | 95,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah | 86,17 12 69,00 | 95,00
ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 87,25 12 69,00 | 95,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi | 84,17 12 69,00 | 95,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.
Tabel 25.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan Rata- |\ | wmiN | mAx
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 78,25 12 31,00 | 98,00
(imparsial).
C12 Lembaga peradilan Ieplh mengedepankan prinsip 73.08 12 31.00 | 95,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 74,83 12 30,00 | 95,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 76,83 12 30,00 | 95,00
kemerdekaan pers.
Tabel 25.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- |\ | wmiN | mAx
rata
Cc25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 79.25 12 31,00 | 95,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
C36 Di prgvinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 86.92 12 69.00 | 95,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 87.08 12 69.00 | 95,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 88.33 12 70,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 78.08 12 30,00 | 95,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 25.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erlntah dgerah mendukung dan mendorong 84.25 12 69.00 | 95,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.4.11 Jurnalistik, Pedomaq Pempentaan Medlla Siber 86.25 12 69.00 | 100,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 25.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Cile berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. et (2 SO UL
C513 Kom|§| Penyiaran Indones[a (KPI) di provinsi ini 84.83 12 31.00 | 96,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Kom|§| Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 87.33 12 69.00 | 96,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 74.75 12 30,00 | 95,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
Gigiile Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang SR (2 SO OB
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 69,75 12 30,00 | 90,00
perdata daripada hukum pidana.
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Tabel 25.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

P/ N/ NXIN\N
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L\ </

&3

SUCOFINDO DEWANPERS

No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata

Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa

C6.18 untuk menylarkan p.erlta yang Qapat dlgerna oleh 65,92 12 30,00 | 95,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.
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Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 26.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

P/ N/ INXINN
ARRRERRER
\\ [ AT ][]
L\ </

&3

SUCOFINDO DEWANPERS

No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata

A1 Wartawan bebas memili.h organjsasi tanpa paksaan 83.25| 12 | 60,00 | 100,00
penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 84,00 | 12 | 60,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya

A.1.3 | tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik 81,17 12 [ 65,00 | 95,00
atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan

A 14 | PETS ‘deng.an program kerjg, sepertll pendidikan dan 82,00 | 12 |60,00 | 100,00
pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang
pengetahuan lain.

Tabel 26.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-

No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 78,92 12 | 60,00 | 100,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau

A26 partai polltlk mepekan dalam bentuk, seperti 8533 | 12 | 65,00 | 100,00
menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus
dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.

AD7 Recjaksi bersikap independen dallgm mepentukan isi 7958 | 12 | 60,00 | 100,00
berita tanpa campur tangan pemilik media massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 8017 | 12 |65,00 | 100,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A.3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 75,33 12 | 55,00 | 100,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Tabel 26.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

P/ N/ INXINN
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mMAX
rata
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh 75,00 | 12 | 55,00 | 100,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi
wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan
sl dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara Ptz Shith | s
dan non negara
Tabel 26.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | MAX
rata
A 412 Pem.ermtah t|d.ak melarang masygrakat. menciptakan 8217 | 12 | 69,00 | 97,00
media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.
A 413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang 7817 | 12 | 50,00 | 95,00
mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 26.5 Nilai Keragaman Pandangan
No. Pernyataan Rata-| | ymiN | mAX
rata
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan
A.5.14 | adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan 71,751 12 | 50,00 | 90,00
bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan
liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemerlln.tah daergh ikut mendorong keragaman 7658 | 12 |50,00 | 90,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 90,50 | 12 | 75,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 26.6 Nilai Akurat dan Berimbang
No. Pernyataan Rata-| \ | MiN | mAX
rata
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang | 75,17 | 12 | 65,00 | 100,00
diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat | 80,58 | 12 | 69,00 | 95,00
atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 8467 | 12 |60,00| 100,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
192
V & & 4

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

T &




oy

Tabel 26.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

P/ N/ INXINN
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SUCOFINDO DEWANPERS

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas mencari, meliput, 89.00 | 12 |70,00| 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 75,67 | 12 | 50,00 | 90,00
jurnalistiknya.
A 722 Komisi Inforrn§3| Pub|l|$ (KIP.) mendukpng.wartawan 7817 | 12 | 50,00 | 100,00
yang mencari informasi publik untuk diberitakan.
A 723 Wartawgn asiqg diiz.ink.a.n.untuk meliput 76,75 | 12 | 50,00 | 100,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 26.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 80.33 | 12 |69,00| 95,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 26.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9.25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 8450 12 |70,00] 100,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9 .26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 8150 | 12 |60,00 | 100,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.|n3| ini membuat pemberitaan yang 7908 | 12 | 65,00 | 100,00
berperspektif gender.
A998 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang 80.00 | 12 |56.00 | 100.00
h masyarakat adat sesuai perspektif HAM. ’ ’ ’
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang | 54,25 | 12 | 35,00 | 75,00
tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus
untuk memastikan persoalan kelompok rentan
seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh
A.9.30 | perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum | 75,67 | 12 | 50,00 | 100,00
adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau
kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 26.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.1 | mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan | 83,25 | 12 | 55,00 | 100,00
peraturan tentang pers.

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.2 | mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan 83,67 | 12 | 60,00 | 100,00
peraturan tentang pers.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada

B.1.3 | perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam 8492 | 12 | 70,00 | 100,00
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran,
baik dalam pendirian maupun dalam operasi,
seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.

B.1.4 84,92 | 12 | 70,00 | 100,00

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
B.1.5 | pemerintah daerah tidak menyebabkan 78,17 | 12 | 56,00 | 100,00
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan

B.1.6 | redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau 76,58 | 12 | 56,00 | 95,00
advertorial.
Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan

B.1.7 | redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan 78,67 | 12 | 60,00 | 90,00

sosial dan hibah.

Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak
B.1.8 | berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk 78,00 | 12 | 56,00 | 97,00
berita pariwara.

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak

B4 terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu G20 | 2| 1l | St
Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
B.1.10 | provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman 79,50 | 12 | 65,00 | 90,00

pemberitaan

Tabel 26.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan

Bz kepentingan publik dalam pemberitaannya. ShEg) iz Eet kit
Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir
B.2.12 pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau 73.08 | 12 |56,00| 90,00

lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
memengaruhi isi media.

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
B.2.13 | lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh 74,67 | 12 | 60,00 | 85,00
terhadap isi media.

B.2.14 | Pemerintah daerah menghargai kerja profesional 8458 | 12 | 60,00 | 100,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mMAX
rata
pers.
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
B2 15 ketergantlu.ngan perusahagr) pers pada pemerintah, 66,58 | 12 | 30,00 | 8500
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan
besar sebagai sumber pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 77,92 | 12 | 65,00 | 90,00
(newsroom).
Tabel 26.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata-| | MiN | mAX
rata
B317 Di provinsi ini terdapat keberggaman kepem!likqn 8117 | 12 |65,00] 9500
perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.
Tabel 26.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provm3| |n|. 7708 | 12 | 60,00 | 95,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 71,08 | 12 | 50,00 | 95,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 | dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 66,75 | 12 | 35,00 | 100,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Tabel 26.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata-| \ | MiN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan kepentingan | 80,25 | 12 | 55,00 | 100,00
publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 82,00 | 12 | 65,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.
B.523 Perizingn frgkueqsi r.a.di.o I.<omunitas dan. televisi 80.75| 12 | 55,00 | 100,00
komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 81,00 | 12 | 60,00 | 100,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mMAX
rata
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah 84,08 | 12 | 60,00 | 100,00
ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 75,42 | 12 | 50,00 | 100,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan publik
B.5.27 | dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah 75,75 | 12 | 50,00 | 100,00
terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan
masyarakat.
Tabel 26.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan Rata-| | wmiN | mAx
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers secara
ool independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial). Wz |z <O R
C12 Lembaga peradilan Iepih mengedepankan pringip 7158 | 12 | 40,00 | 100,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 69,08 12 | 40,00 | 90,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 80,17 12 | 50,00 | 95,00
kemerdekaan pers.
Tabel 26.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
C25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 67.08| 12 |40,00| 90,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 26.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 8533 | 12 | 70,00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/gank3| secara.berleblhan kepada 86.08 | 12 | 70,00 | 100,00
wartawan atau media dalam menjalankan tugas
jurnalistik.
C3.8 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 8483 | 12 | 70,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
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Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan

C.3.9 78,25 | 12 | 50,00 | 100,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 26.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata-| | mIN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erintah dqerah mendukung dan mendorong 84.08| 12 | 55,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedqman Ffembentaan Medla Siber dan 7433 | 12 | 57,00 | 95,00
Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh
Dewan Pers.
Tabel 26.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
C.5.12 berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. 85,00 12 65,00 100,00
C513 Kom|§| Penyiaran IndoneS|g (KPI) di provinsi ini 8117 | 12 | 6500 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Komisi Informasi P.ubllk (KIP) di provinsi ini bekerja 76.75| 12 | 60,00 | 95,00
secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 7617 | 12 | 40,00 | 100,00
penghukuman) kekerasan terhadap wartawan
secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.16 | di provinsi ini selalu mengedepankan Undang- 76,08 | 12 | 40,00 | 100,00
Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.17 | di provinsi ini mengedepankan hukum perdata 71,58 | 12 | 40,00 | 100,00
daripada hukum pidana.
Tabel 26.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata-| | miN | mAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
C6.18 untuk menylarlfan .b.erlta yang Qapat dlgerna oleh 5842 | 12 |30,00| 90,00
penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu
dan tunanetra.
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Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 27.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.

Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata

A1

Wartawan bebas memilih organisasi tanpa

i . 88,67 12 | 70,00 | 99,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.

A1.2

Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke
serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 86,17 12 | 69,00 | 100,00
pemilik media.

A.1.3

Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya
tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik 87,33 12 | 70,00 | 99,00
atau organisasi masyarakat.

A1.4

Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan dan
pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang
pengetahuan lain.

89,67 12 | 70,00 | 100,00

Tabel 27.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.

Pernyataan Rata- |\ | MIN | MAX
rata

A25

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau
organisasi masyarakat memberlakukan sensor 79,33 12 | 55,00 | 95,00
peliputan atau pemberitaan.

A2.6

Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti
menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus
dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.

90,58 12 | 70,00 | 100,00

A2.7

Redaksi bersikap independen dalam menentukan
isi berita tanpa campur tangan pemilik media 80,50 12 | 65,00 | 98,00
massa.

A28

Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.

78,67 12 | 56,00 | 97,00

A3.9

Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan
terhadap wartawan, atau tindakan untuk
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.

69,50 12 | 31,00 | 99,00
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Tabel 27.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh 78,08 12 | 56,00 | 98,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
Atk kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari i 12| Bl e
kekuatan negara dan non negara
Tabel 27.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 84,92 12 | 69,00 | 95,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 80,92 12 | 69,00 | 98,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 27.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti 80,42 12 | 31,00 | 100,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender,
dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 78.25 12 | 31,00 | 98,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 89,92 12 | 70,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 27.6 Nilai Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 83,83 12 | 69,00 | 99,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 83,17 12 | 67,00 | 98,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 79.83 12 160,00 | 95,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Tabel 27.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput,

el atau memeroleh informasi publik.

89,08 | 12 | 70,00 | 99,00

Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 86,58 12 | 60,00 | 100,00
jurnalistiknya.

Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 84,92 12 | 65,00 | 100,00
diberitakan.

Wartawan asing diizinkan untuk meliput

Aol pemberitaan di provinsi ini.

83,08 | 12 | 70,00 | 95,00

Tabel 27.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No. Pernyataan Rata- |\ | miIN | mAX
rata

Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.

A.8.24 89,33 | 12 |69,00 | 100,00

Tabel 27.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
dan meliput masalah kelompok rentan, seperti
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.

A.9.25 85,33 | 12 |69,00 | 100,00

Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan

A.9.26 83,17 12 | 55,00 | 100,00
ramah anak.

A9 27 Pers di prov.in3| ini membuat pemberitaan yang 84.67 12 | 70,00 | 100,00
berperspektif gender.

A9 28 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang 79.75 12 | 31,00 | 100,00

masyarakat adat sesuai perspektif HAM.

Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 65,25 12 | 31,00 | 96,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat 75,17 12 | 60,00 | 100,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 27.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

85,75

12

69,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

87,42

12

70,00

100,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

85,33

12

69,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

85,33

12

69,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

83,83

12

69,00

100,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

82,92

12

69,00

100,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

81,50

12

69,00

100,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak
berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk
berita pariwara.

84,17

12

69,00

100,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

82,08

12

69,00

95,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

84,00

12

69,00

100,00

Tabel 27.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentin

gan yang Ku

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.2.11

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya.

87,83

12

70,00

100,00

B.2.12

Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial dengan
tujuan memengaruhi isi media.

7.7

12

60,00

97,00

B.2.13

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial tidak
berpengaruh terhadap isi media.

76,25

12

60,00

95,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
B 214 FF:eelglerlntah daerah menghargai kerja profesional 88.42 12 | 70,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
B, || R [p el e a0 (el 7708 | 12 |5500| 95,00
pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau
perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 77,58 12 | 55,00 | 100,00
(newsroom).
Tabel 27.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 84,00 12 | 70,00 | 100,00
siber.
Tabel 27.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini. 8383 12 | 69,00 | 100,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 82,42 12 | 66,00 | 98,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 | dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 74,42 12 | 31,00 | 95,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Tabel 27.14 Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 85,83 12 | 69,00 | 95,00
kepentingan publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 86,00 12 | 69,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.
B 5.23 Penzmgn frgkuen§| r.a.d|.o I.<omun|tas dan. televisi 90,08 12 | 70,00 | 100,00
komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 83,17 12 | 69,00 | 100,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah 86,75 12 | 69,00 | 100,00
ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 86,33 12 | 69,00 | 100,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan publik
B.5.27 | dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah | 85,17 12 | 60,00 | 100,00
terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan
masyarakat.
Tabel 27.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 83,67 12 | 50,00 | 98,00
(imparsial).
C12 Lembaga peradilan Iepih mengedepankan pringip 76.25 12 150,00 | 9500
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 82,42 12 | 65,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 79,08 12 | 60,00 | 100,00
kemerdekaan pers.
Tabel 27.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
C25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 86,67 12 169,00 | 100,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 27.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
C36 Di prgvinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 87,33 12 170,00 | 9800
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C37 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 86,25 12 170,00 | 99,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 89,25 12 170,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
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Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 83,75 12 169,00 | 9800
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 27.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erintah dqerah mendukung dan mendorong 87.75 12 | 70,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomarjn Pemt?erltaan Medlla Siber 80,83 12 | 69,00 | 100,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh
Dewan Pers.
Tabel 27.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
e berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. el I FOE ) G005
C513 Kom|§| Penyiaran IndoneS|g (KPI) di provinsi ini 88.08 | 12 | 70,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C.5.14 Komisi Informasi P.ublik (KIP) di provinsi ini bekerja 8667 | 12 |70,00 | 100,00
secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C5.15 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 76.75 12 | 55,00 97,00
penghukuman) kekerasan terhadap wartawan
secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.16 | di provinsi ini selalu mengedepankan Undang- 81,25 12 | 50,00 | 100,00
Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.17 | di provinsi ini mengedepankan hukum perdata 81,45 11 | 65,00 | 91,00
daripada hukum pidana.
Tabel 27.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | MAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
C6.18 untuk menylarlfan .b.erlta yang Qapat dlgerna oleh 66.42 12 | 31,00 | 89,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A1 Wartawan bebas memilih organiggsn tanpa 87.42 12 70,00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke
A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 74,58 12 35,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan
A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 83,50 12 60,00 | 100,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan
Rl dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang S iz (e
pengetahuan lain.
Tabel 28.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau
A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 71,67 12 55,00 | 95,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti
A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 88,55 11 56,00 | 100,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan
A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 75,50 12 50,00 | 100,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam
A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 76.83 12 56,00 | 90,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
A 39 | Penganiayaan, pembunuhgn, maupun penculikan 62,00 12 30,00 | 85,00
terhadap wartawan, atau tindakan untuk
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 69,92 12 31,00 | 89,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
Atk kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari ek 2 =L e
kekuatan negara dan non negara
Tabel 28.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 86,33 12 69,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A 413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 79.08 12 56,00 | 95,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 28.5 Nilai Keragaman Pandangan
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti | 65,42 12 31,00 | 89,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 7817 12 35.00 | 100,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 90,00 12 70,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 28.6 Nilai Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 70,33 12 50,00 | 90,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 78,36 11 65,00 | 90,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 7117 12 5500 | 85,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Tabel 28.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencan, meliput, 84,33 12 60,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 79,50 12 50,00 | 95,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 80,25 12 55,00 | 95,00
diberitakan.
A 723 Wartawgn asiqg diiz.ink.a.n.untuk meliput 81,50 12 55,00 | 95,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 28.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 81,58 12 70,00 | 95,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 28.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9.25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 81.42 12 56,00 | 90,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9 .26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 78.58 12 56,00 | 100,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.|n3| ini membuat pemberitaan yang 74.83 12 3500 | 95,00
berperspektif gender.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
RS masyarakat adat sesuai perspektif HAM. Yz iz LT 00
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 54,83 12 10,00 | 80,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat | 62,83 12 10,00 | 90,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 28.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

86,75

12

56,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

85,83

12

56,00

95,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

83,67

12

60,00

95,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

84,92

12

70,00

95,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

73,92

12

31,00

90,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

76,17

12

31,00

95,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

65,42

12

1,00

95,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan,
termasuk berita pariwara.

75,25

12

31,00

90,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

80,67

12

50,00

100,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

83,42

12

69,00

90,00

Tabel 28.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan y

ang Ku

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MAX

B.2.11

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya.

74,83

12

56,00

95,00

B.2.12

Wartawan atau media di daerah ini tidak
menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.

75,75

12

50,00

100,00

B.2.13

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial tidak
berpengaruh terhadap isi media.

74,33

12

31,00

90,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | mAX
rata
B.2 14 E:gerintah daerah menghargai kerja profesional 82.42 12 56,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada
B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 65,33 12 31,00 | 90,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 73,42 12 50,00 | 90,00
(newsroom).
Tabel 28.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 81,83 12 50,00 | 100,00
siber.
Tabel 28.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini. 74.25 12 56,00 | 90,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 77,92 12 67,00 | 90,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 64,08 12 40,00 | 85,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.
Tabel 28.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 81,08 12 60,00 | 95,00
kepentingan publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang | 76,58 12 31,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.
Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 84,00 12 55,00 | 100,00
peraturan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 76,67 12 55,00 | 95,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah | 87,17 12 70,00 | 100,00
ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 74,00 11 31,00 | 95,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi | 75,75 12 55,00 | 100,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.
Tabel 28.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 79,67 12 55,00 | 100,00
(imparsial).
C12 Lembaga peradilan Ieplh mengedepankan prinsip 7517 12 50,00 | 100,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 75,00 12 31,00 | 95,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 75,75 12 55,00 | 95,00
kemerdekaan pers.
Tabel 28.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- | v | miN | mMAX
rata
C25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 76,08 12 40,00 | 100,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 28.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- | | mIN | mAX
rata
C36 Di prgvinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 81.92 12 30,00 | 95,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 8533 12 55.00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
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c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 87,00 12 55.00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 79.92 12 56,00 | 100,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 28.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erlntah dgerah mendukung dan mendorong 8317 12 56.00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomaq Pempentaan Medlla Siber 7717 12 5500 | 90,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 28.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Cile berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. S (2 a0 | St
C513 Kom|§| Penyiaran Indones[a (KPI) di provinsi ini 81,58 12 31.00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Kom|§| Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 79.08 12 31.00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 69,02 12 31,00 | 100,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
Gigiile Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang 18 (2 S IO
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 58,50 10 31,00 | 90,00
perdata daripada hukum pidana.
Tabel 28.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | MAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
C6.18 untuk menylarlfan .b.erlta yang Qapat dlgerna oleh 52,67 12 1,00 | 90,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | MAX
rata

Wartawan bebas memilih organisasi tanpa

A1 paksaan penguasa maupun pemilik media. 90,42 12| 75,00 | 100,00
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 86,08 12 | 50,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan

A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 84,17 12 | 60,00 | 100,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan

GBS dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang el Ae I | e | OO
pengetahuan lain.

Tabel 29.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-

No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 77,75 12 | 55,00 | 100,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti

A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 81,08 12 | 50,00 | 100,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 76,92 12 | 50,00 | 95,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 73.50 12 | 40,00 | 95,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A.3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 84,92 12 | 60,00 | 100,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | miIN | mAX
rata
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | Penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | go g 12 | 55,00 | 95,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
Atk kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari szl 12 ] G | et
kekuatan negara dan non negara
Tabel 29.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 89,08 12 | 80,00 | 100,00
jurnalisme warga.
Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi
A4.13 yang mendukung kebutuhan masyarakat. 82,33 12 160,00 | 95,00
Tabel 29.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti 80,50 12 | 60,00 | 100,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman
A.5.15 kepemilikan media. 78,25 12 | 50,00 | 95,00
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 91,75 12 | 79,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 29.6 Nilai Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 77,75 12 | 55,00 | 100,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 81,08 12 | 65,00 | 100,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 83.75 12 | 69,00 | 100,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
213
V & & 4

INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021

T &




ZZ

Tabel 29.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

P/ N/ INXINN
AERRERRER

\\ [ AT ][]
N\ L\ </

&3

SUCOFINDO DEWANPERS

No. Pernyataan Rata- [\ | miN | mAX
rata
Di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput,
A.7.20 | atau memeroleh informasi publik. 80,17 121 50,00 | 100,00
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 83,17 12 | 65,00 | 100,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 74,58 12 | 50,00 | 100,00
diberitakan.
Wartawan asing diizinkan untuk meliput
A.7.23 pemberitaan di provinsi ini. 82,00 12 170,00 | 95,00
Tabel 29.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 86,08 12 | 69,00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 29.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9.25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 81,50 12 | 55,00 | 100,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9 .26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 82.25 12 160,00 | 100,00
ramah anak.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang
A.9.27 berperspektif gender. 77,58 12 | 60,00 | 100,00
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
A.9.28 masyarakat adat sesuai perspektif HAM. 80,25 12 160,00 | 95,00
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 66,08 12 | 55,00 | 80,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat 68,75 12 | 50,00 | 95,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 29.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

82,83

12

69,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

82,92

12

60,00

100,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

83,50

12

50,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

81,67

12

50,00

100,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

72,33

12

50,00

100,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

73,08

12

50,00

100,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

76,92

12

55,00

100,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan,
termasuk berita pariwara.

73,75

12

55,00

100,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

81,92

12

69,00

100,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

82,67

12

69,00

100,00

Tabel 29.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Ku

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.2.11

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya.

79,50

12

56,00

90,00

B.2.12

Wartawan atau media di daerah ini tidak
menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.

69,50

12

56,00

89,00

B.2.13

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial tidak
berpengaruh terhadap isi media.

68,58

12

55,00

89,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | MAX
rata
B 214 E:germtah daerah menghargai kerja profesional 80.83 12 | 56,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada
B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 7217 12 | 56,00 | 100,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 74,67 12 | 60,00 | 100,00
(newsroom).
Tabel 29.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mMAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 85,83 12 | 75,00 | 100,00
siber.
Tabel 29.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini
B.4.18 | gilakukan sesuai dengan kepentingan publik. 75,75 12 150,00 | 95,00
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 76,08 12 | 55,00 | 90,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 61,58 12 | 31,00 75,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.
Tabel 29.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mMAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 78,58 12 | 60,00 | 100,00
kepentingan publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 78,67 12 | 56,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.
Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 75,33 12 | 55,00 | 100,00
peraturan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | MAX
rata
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 79,33 12 | 65,00 | 100,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di 83,75 12 | 60,00 | 100,00
daerah ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 75,83 12 | 56,00 | 95,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi 77,08 12 | 60,00 | 95,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.
Tabel 29.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mMAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 83,09 11 65,00 | 100,00
(imparsial).
Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip
C.1.2 | emerdekaan pers daripada undang-undang lain. 70,91 11 155,00 | 90,00
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 73,00 12 | 50,00 | 100,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 77,45 11 50,00 | 100,00
kemerdekaan pers.
Tabel 29.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin
C.2.5 | wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. 73,83 12 150,00 | 95,00
Tabel 29.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | MAX
rata
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat
C.3.6 | memidana wartawan karena pemberitaannya. 84,92 12 70,00 | 100,00
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C37 memberi hukuman/sanksi secara berlebihan 82 67 12 1 60.00 | 10000
" | kepada wartawan atau media dalam menjalankan ’ ’ ’
tugas jurnalistik.
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Di provinsi ini tidak ada peraturan yang
C.3.8 | memberlakukan sensor terhadap pers. 84,83 12 165,00 | 100,00
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 83,75 12 | 70,00 | 90,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 29.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | MAX
rata
Pemerintah daerah mendukung dan mendorong
C.4.10 | media menaati standar perusahaan pers. 87,27 11 170,00 | 100,00
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomarjn Pemt?erltaan Medlla Siber 72.75 12 160,00 | 9500
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 29.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | maAx
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
C.5.12 | perdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. 82,83 121 55,00 | 100,00
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini
C.5.13 bekerja secara bebas dan independen. 71,50 12 150,00 | 95,00
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ini
C.5.14 bekerja secara bebas dan independen. 71,92 12 150,00 | 95,00
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C5.15 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 78.82 11 | 55,00 | 100,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
e Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang e [
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 73,73 11 | 55,00 | 100,00
perdata daripada hukum pidana.
Tabel 29.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
C6.18 untuk menylarlfan .b.erlta yang Qapat dlgerna oleh 64.92 12 |50,00 | 95,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.
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Provinsi Gorontalo

Tabel 30.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan
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No. Pernyataan Rata-| | min | maAx
rata

A1 Wartawan bebas memili.h organjsasi tanpa paksaan 82.17 12 156,00 95,00
penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 81,75 12 | 56,00 | 95,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya

A.1.3 | tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik | 82,00 12 60,00 | 100,00
atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan

A 14 | PErs ‘deng.an program kerjg, sepertll pendidikan dan 86.25 12 | 70,00 | 100,00
pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang
pengetahuan lain.

Tabel 30.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 72,67 12 31,00 | 100,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau

A26 partai polltlk menekan dalam bentuk, seperti 85,75 12 | 69,00 | 100,00
menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus
dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 79,17 12 | 55,00 | 100,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh

RZE kepentingan politik dan ekonomi, termasuk e [
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa

A 3.9 | Penganiayaan, pembunuhgn, maupun penculikan 7517 12 | 31,00 | 100,00
terhadap wartawan, atau tindakan untuk
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Tabel 30.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 73,83 | 12 | 31,00 | 100,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
Atk kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari FEEU] 2| S0 ERE
kekuatan negara dan non negara
Tabel 30.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 82,58 | 12 | 56,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A 413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 76,83 | 12 | 56,00 | 100,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 30.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti 72,58 12 30,00 | 100,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender,
dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 7092 | 12 |31,00/| 90,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 87,50 12 70,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 30.6 Nilai Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang | 76,33 | 12 | 56,00 | 100,00
diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 76,17 12 | 55,00 | 90,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 7333 | 12 |50,00| 90,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencan, meliput, 81,67 12 70,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 78,42 12 56,00 | 95,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 69,00 12 31,00 | 90,00
diberitakan.
A 723 Wartawgn asiqg diiz.ink.a.n.untuk meliput 8617 | 12 | 75,00 | 100,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 30.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 83,17 12 65,00 | 90,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 30.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
dan meliput masalah kelompok rentan, seperti
REEE masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi fenet || iz ST | s
Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9 .26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 8217 | 12 |56,00 | 100,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.|n3| ini membuat pemberitaan yang 74.00 12 56,00 | 95,00
berperspektif gender.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
RS masyarakat adat sesuai perspektif HAM. goder ] iz es | B
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang | 60,83 | 12 | 40,00 | 90,00
tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat 72,83 | 12 | 31,00 | 90,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau
kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 30.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

72,75

12

31,00

96,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

78,08

12

56,00

96,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

83,00

12

70,00

100,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

82,17

12

70,00

97,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

69,33

12

31,00

90,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

66,00

12

31,00

90,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

73,50

12

31,00

90,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak
berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk
berita pariwara.

71,83

12

50,00

100,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

72,83

12

56,00

95,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

77,67

12

56,00

95,00

Tabel 30.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Ku

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.2.11

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya.

73,50

12

56,00

90,00

B.2.12

Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir
pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau
lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
memengaruhi isi media.

71,42

12

56,00

100,00

B.2.13

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial tidak
berpengaruh terhadap isi media.

69,42

12

56,00

100,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
B 214 FF:eelglerlntah daerah menghargai kerja profesional 7008 | 12 | 35,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
B2 15 ketergantlu.ngan perusahagr) pers pada pemerintah, 62,67 | 12 | 40,00/ 89,00
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan
besar sebagai sumber pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 69,75 | 12 | 56,00 | 90,00
(newsroom).
Tabel 30.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | N | mAx
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 84,17 12 56,00 | 100,00
siber.
Tabel 30.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provm3| |n|. 67,00 12 56.00 | 90,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 68,50 | 12 | 56,00 | 90,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 | dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 68,92 12 31,00 | 90,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Tabel 30.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata-| \ | MiN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan kepentingan | 78,92 | 12 | 65,00 | 90,00
publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 72,75 | 12 | 50,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.
B.523 Perizingn frgkueqsi r.a.di.o I.<omunitas dan. televisi 7783 | 12 | 65,00 | 100,00
komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 71,83 | 12 | 55,00 | 90,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mMAX
rata

Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers

B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah 80,75 12 65,00 | 100,00
ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi

B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 69,83 | 12 | 55,00 | 100,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan publik

B.5.27 | dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah | 66,00 | 12 | 50,00 | 90,00
terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan
masyarakat.

Tabel 30.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Le

mbaga Peradilan

Rata-

No. Pernyataan N MIN | MAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers secara
ool independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial). eles 1| @B | SRR
C12 Lembaga peradilan Iepih mengedepankan pringip 69.75 12 31,00 | 90,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 61,75 12 50,00 | 80,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 69,67 12 56,00 | 90,00
kemerdekaan pers.
Tabel 30.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mMAX
rata
C25 Peraturan dan .kebuakan di provinsi ini menjamin 6517 12 50,00 | 89,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 30.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata-| | miIN | MAX
rata
C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 75.50 12 56.00 | 90,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 72.25 12 55.00 | 90,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
Cc38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 71,00 12 56,00 | 90,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
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Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 7375 12 30,00 | 90,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 30.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | maAX
rata
C.4.10 Pem.erintah dqerah mendukung dan mendorong 7592 | 12 | 56,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedgman F?embentaan Medla Siber dan 73.50 12 156,00/ 90,00
Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh
Dewan Pers.
Tabel 30.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Gz berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. (2| Iz e e
C513 Kom|§| Penyiaran IndoneS|g (KPI) di provinsi ini 71.92| 12 | 56,00/ 90,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Komisi Informasi P.ubllk (KIP) di provinsi ini bekerja 69.08| 12 |5500] 90,00
secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 7217 | 12 |30,00 | 90,00
penghukuman) kekerasan terhadap wartawan
secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.16 | di provinsi ini selalu mengedepankan Undang- 71,58 | 12 | 30,00 | 90,00
Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan
C.5.17 | di provinsi ini mengedepankan hukum perdata 67,58 | 12 | 30,00 | 90,00
daripada hukum pidana.
Tabel 30.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata-| \ | miN | max
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
C6.18 untuk menylarlfan .b.erlta yang Qapat dlgerna oleh 5517 | 12 | 31,00 | 75,00
penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu
dan tunanetra.
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31. Provinsi Maluku

Tabel 31.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | maAx
rata

A1 Wartawan bebas memilih organiggsi tanpa 8942 12 69,00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 88,33 12 65,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan

A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 82,83 12 69,00 | 100,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan

Al dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang 2L (& SLLY | LD
pengetahuan lain.

Tabel 31.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-

No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik

A.2.5 | atau organisasi masyarakat memberlakukan 78,50 12 60,00 | 95,00
sensor peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti

A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 87,42 12 65,00 | 100,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 71,92 12 60,00 | 90,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 74.08 12 50,00 | 100,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A-3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 80,42 12 56,00 | 100,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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Tabel 31.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata

Tidak ada tindakan berupa ancaman,
penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya
oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat
media.

A.3.10 80,17 12 60,00 | 100,00

Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari
kekuatan negara dan non negara

A.3.11 79,75 12 65,00 | 100,00

Tabel 31.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 87,42 12 50,00 | 100,00
jurnalisme warga.

Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi

A4.13 yang mendukung kebutuhan masyarakat.

83,33 12 56,00 | 100,00

Tabel 31.5 Nilai Keragaman Pandangan

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX

Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti | 62,58 12 31,00 | 95,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.

Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman

Aidiile kepemilikan media.

81,58 12 30,00 | 100,00

Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers | 96,25 12 85,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.

Tabel 31.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata

Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 86,42 12 56,00 | 100,00
yang diterbitkan di daerah ini.

Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 84,92 12 65,00 | 100,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.

Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
mengatur isi pemberitaan dalam bentuk
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.

A.6.19 75,42 12 50,00 | 100,00
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Tabel 31.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencari, meliput, 84.50 12 70,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 86,17 12 65,00 | 100,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 87,33 12 65,00 | 100,00
diberitakan.
A 723 Wartawgn asiqg diiz.ink.a.n.untuk meliput 91,25 12 75.00 | 100,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 31.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 89,00 12 75.00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 31.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9 25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 88.83 12 56.00 | 100,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9.26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 7975 12 56.00 | 100,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 84.17 12 56,00 | 100,00
berperspektif gender.
A9 28 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang 86 50 12 20.00 | 100.00
n masyarakat adat sesuai perspektif HAM. ’ ’ ’
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 48,58 12 30,00 | 70,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat | 71,33 12 31,00 | 100,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 31.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.1 | mendirikan media cetak dan siber sesuai 77,33 12 50,00 | 100,00
ketentuan peraturan tentang pers.

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.2 | mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan 81,50 12 55,00 | 100,00
peraturan tentang pers.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada

B.1.3 | perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam 87,33 12 56,00 | 100,00
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga

B.1.4 | penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam 86,67 12 56,00 | 100,00
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
B.1.5 | pemerintah daerah tidak menyebabkan 75,58 12 50,00 | 100,00
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
B.1.6 | redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau 75,50 12 50,00 | 100,00
advertorial.

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
B.1.7 | redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan 73,00 12 56,00 | 100,00
sosial dan hibah.

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
B.1.8 | tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, 85,00 12 55,00 | 100,00
termasuk berita pariwara.

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak

B4 terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu i [ S0 | YL
Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
B.1.10 | provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman 86,08 12 65,00 | 100,00

pemberitaan

Tabel 31.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
B 211 Perusahaan pers.dl provinsi ini mgnempatkan 88.92 12 69,00 | 100,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak
B 212 menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari 71.83 12 50,00 | 99,00

individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
B.2.13 | atau lembaga/perusahaan komersial tidak 69,67 12 50,00 | 95,00
berpengaruh terhadap isi media.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAx
rata
B 214 E:germtah daerah menghargai kerja profesional 84.50 12 55.00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada
B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 72,42 12 50,00 | 100,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 70,33 12 50,00 | 95,00
(newsroom).
Tabel 31.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 90,92 12 75,00 | 100,00
siber.
Tabel 31.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini. 79.75 12 60,00 | 100,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau
B.4.19 | afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham 67,50 12 50,00 | 89,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 65,25 12 50,00 | 100,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.
Tabel 31.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 86,50 12 61,00 | 100,00
kepentingan publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang | 85,17 12 65,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.
Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 83,83 12 69,00 | 100,00
peraturan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata

Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 81,42 12 50,00 | 100,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.

Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers

B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di 90,33 12 75,00 | 100,00
daerah ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi

B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 87,75 12 56,00 | 100,00
masyarakat.

Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi | 78,33 12 35,00 | 100,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.

Tabel 31.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata- |\ | mMIN | mAX
rata

Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 84,83 12 65,00 | 100,00
(imparsial).

Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip

Gz kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.

85,92 12 50,00 | 100,00

Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 75,42 12 50,00 | 95,00
melindungi kemerdekaan pers.

Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 83,58 12 69,00 | 100,00
kemerdekaan pers.

Tabel 31.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Rata-

No. Pernyataan N MIN MAX
rata

Cc25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 80,00 12 50,00 | 100,00

wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 31.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata

C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat 86,67 12 50,00 | 100,00

memidana wartawan karena pemberitaannya.

Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 88,08 12 50,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan

tugas jurnalistik.
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c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 86,00 12 45,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 8342 12 50,00 | 100,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 31.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erintah dqerah mendukung dan mendorong 86,58 12 65.00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomarjn Pempentaan Medlla Siber 81,08 12 51,00 | 100,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 31.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mMAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
e berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. Lt (& SEf | TOLE
C513 Kom|§| Penyiaran Indones[a (KPI) di provinsi ini 84.00 12 55.00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C.5.14 Komisj Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 81,58 12 55.00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C5.15 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 76.42 12 60,00 | 100,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
e Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Sl (& SEf | TOLE
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 83,58 12 69,00 | 100,00
perdata daripada hukum pidana.
Tabel 31.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media
C.6.18 | massa untuk menyiarkan b(.arltalyang dapat. 57 67 12 30,00 | 100,00
dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti
penderita tunarungu dan tunanetra.
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No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
A1 Wartawan bebas memllllh organisasi tanpa paksaan 86,92 | 12 | 75,00 | 100,00
penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke
A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 85,58 | 12 | 69,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya
A.1.3 | tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik 72,33 | 12 | 50,00 | 100,00
atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers
dengan program kerja, seperti pendidikan dan
Aol pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan PEA | Tl | U 085
lain.
Tabel 32.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
No. Pernyataan Rata-| \ | MmN | MAX
rata
Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau
A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 70,67 | 12 | 50,00 | 85,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
A26 partai politik menekan dalam bentuk, seperti 7625 | 12 15000 | 90.00
7 | menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus ’ ’ ’
dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.
ADT7 Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi 6933 12 | 5000 | 90.00
=" | berita tanpa campur tangan pemilik media massa. ’ ’ ’
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam
A28 membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh 6642 | 12 15000 | 89.00
7 | kepentingan politik dan ekonomi, termasuk ’ ’ ’
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
A3.9 penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan 5867 | 12 | 3500 | 90.00
e terhadap wartawan, atau tindakan untuk ’ ’ ’
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | MAX
rata
Tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan,
A.3.10 | atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena 65,25 | 12 | 40,00 | 90,00
berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi
wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan
LB dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara slfer | 2 SO e b
dan non negara
Tabel 32.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | MAX
rata
A4.12 Pem.ermtah t|d.ak melarang r.nasyaflrakat. menciptakan 8350 | 12 | 70,00 | 89,00
media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang 73.25 | 12 | 60,00 | 90,00
mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 32.5 Nilai Keragaman Pandangan
No. Pernyataan Rata- | \ | mIN | MAX
rata
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan
A.5.14 | adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan 63,75 | 12 | 31,00 | 90,00
bagi wartawan terkait kesetaraan gender, dan liputan
perempuan, anak, dan adat.
A 515 Pemerlln.tah daergh ikut mendorong keragaman 68,67 | 12 | 50,00 | 90,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 8458 | 12 | 70,00 | 95,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 32.6 Nilai Akurat dan Berimbang
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | MAX
rata
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media yang 69,83 | 12 | 60,00 | 90,00
diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat 69,33 | 12 | 60,00 | 85,00
atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentulg menghambat 7367 | 12 | 40,00 | 85,00
upaya wartawan dalam mencari sampai
memberitakan.
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Tabel 32.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

&3

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX
A.7.20 Di provinsi ipi wartavyan bgbas mencari, meliput, atau 74.42 | 12 | 30,00 | 89,00
memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 82,00 | 12 | 70,00 | 89,00
jurnalistiknya.
A 722 Komisi Inforrr.1§si Publilf (KIP.) mendukyng.wartawan 7033 | 12 | 60,00 | 89,00
yang mencari informasi publik untuk diberitakan.
A 7.23 V\/artavyaq ?§ing diizinkan untuk meliput pemberitaan 79.08 | 12 | 60,00 | 89,00
di provinsi ini.
Tabel 32.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 7617 | 12 | 50,00 | 90,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 32.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN | MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan
meliput masalah kelompok rentan, seperti
REEE masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak Asasi (g | | BLEY | Bt
Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9.26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 70.33 | 12 | 40,00 | 89,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 7483 | 12 | 50,00 | 89,00
berperspektif gender.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
R masyarakat adat sesuai perspektif HAM. e | | BhEY | Bt
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang 48,75 | 12 | 40,00 | 60,00
tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus
untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti
ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan,
Rlelt masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, S OLE I R
pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok
minoritas, menjadi bagian dari pemberitaan.
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Tabel 32.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MIN

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

73,67

12

20,00

90,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

84,83

12

80,00

90,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

86,08

12

80,00

90,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran,
baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti
biaya perizinan, retribusi, dan pajak.

86,08

12

80,00

90,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian
kebijakan di ruang redaksi.

72,00

12

50,00

89,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau advertorial.

73,17

12

50,00

89,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial
dan hibah.

79,42

12

60,00

89,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak
berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk
berita pariwara.

69,08

12

40,00

89,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

81,25

12

80,00

85,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi
ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan

78,75

12

55,00

85,00

Tabel 32.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No. Pernyataan Rata-| | miIN | MAX
rata

B.2 11 Perusahaan pers.di provinsi ini mgnempatkan 76,58 | 12 | 60,00 | 85,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir

B 212 pemberian uang dan/atau faS.I|ItaS dari |nd|.V|du atau 6575 | 12 | 40,00 | 80,00
lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan
memengaruhi isi media.
Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau

B.2.13 | lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh 59,17 | 12 | 40,00 | 80,00
terhadap isi media.

B.2 14 FF:eelglerintah daerah menghargai kerja profesional 72.83 | 12 | 60,00 | 85,00
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No. Pernyataan Rata-| \ | MiN | mAX
rata
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
B2 15 ketergantlu.ngan perusahagr) pers pada pemerintah, 58,67 | 12 | 30,00 | 85,00
partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan
besar sebagai sumber pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 59,08 | 12 | 30,00 | 80,00
(newsroom).
Tabel 32.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | MAX
rata
B 3.17 Di provinsi ini terdapat keberggaman kepem!llkqn 8275 | 12 | 80,00 | 89,00
perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber.
Tabel 32.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata-| | miIN | MAX
rata
B4.18 Tata k.elola perusahaa.n pers di provinsi ini dilakukan 69,50 | 12 | 40,00 | 85,00
sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan | 71,08 | 12 | 50,00 | 85,00
pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara
Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun, dan
B.4.20 | jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam 55,08 | 12 | 40,00 | 60,00
Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan
DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
Tabel 32.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- |\ | yiN | MAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan kepentingan 76,67 | 12 | 40,00 | 85,00
publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 65,42 | 12 | 40,00 | 80,00
berorientasi pada kepentingan publik.
B 5.23 Penzmgn frgkuen§| r.a.d|.o I.<omun|tas dan. televisi 84.08 | 12 | 80,00 | 95,00
komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan.
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 56,75 | 12 | 30,00 | 80,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
B.525 Dewan E’ers dan kpns’;ituennya menqorong pers agar 90,00 | 12 | 80,00 | 100,00
memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini
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No. Pernyataan Rata-| \ | MmN | mAX
rata

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi

B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 69,58 | 12 | 40,00 | 85,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan publik

B.5.27 | dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah 72,08 | 12 | 50,00 | 85,00
terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan
masyarakat.

Tabel 32.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata- |\ | wmin | MAX
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers secara
ool independen, mandiri, dan tidak berpihak (imparsial). a2 |1z AR S0t
C12 Lembaga peradilan Ieplh mengedepankan prinsip 6042 | 12 | 40,00 | 80,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 48,33 | 12 | 10,00 | 70,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban
C.1.4 | untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan 64,08 | 12 | 40,00 | 80,00
pers.
Tabel 32.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
Cc25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 51.75| 12 | 1,00 | 80,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 32.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | MAX
rata
C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 7950 | 12 | 70,00 | 89,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi
C.3.7 | hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan | 82,00 | 12 | 80,00 | 89,00
atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.
c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 82.75| 12 | 80,00 | 89,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 67.92 | 12 | 40,00 | 85,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
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No. Pernyataan Rata-| \ | MmN | MAX
rata
C.4.10 Pem.erintah dqerah mendukung dan mendorong 6508 | 12 | 40,00 | 85,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan 60.75 | 12 | 60,00 | 69,00
Pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh
Dewan Pers.
Tabel 32.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | MiN | MAX
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
Gz berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. Srslel | | YO St
C513 Kom|§| Penyiaran IndoneS|g (KPI) di provinsi ini 70.83 | 12 | 60,00 | 85,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Komisi Informasi P.ubllk (KIP) di provinsi ini bekerja 67.92 | 12 |50,00 | 85,00
secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 6117 | 12 | 40,00 | 85,00
penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara
adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di
C.5.16 | provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang 62,50 | 12 | 40,00 | 80,00
No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di
C.5.17 | provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada | 57,50 | 12 | 40,00 | 80,00
hukum pidana.
Tabel 32.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata-| | miN | MAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
C6.18 untuk menylarlfan .b.erlta yang Qapat dlgerna oleh 4542 | 12 | 40,00 | 60,00
penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu
dan tunanetra.
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No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mMAX
rata

A1 Wartawan bebas memilih organiggsi tanpa 8125 12 51,00 | 100,00
paksaan penguasa maupun pemilik media.
Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke

A.1.2 | serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau 68,75 12 30,00 | 100,00
pemilik media.
Organisasi wartawan dapat menjalankan

A.1.3 | fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, 75,25 12 30,00 | 100,00
organisasi politik atau organisasi masyarakat.
Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan

Rl dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang 182 iz S | O
pengetahuan lain.

Tabel 33.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi
Rata-

No. Pernyataan rata N MIN MAX
Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau

A.2.5 | organisasi masyarakat memberlakukan sensor 61,17 12 30,00 | 89,00
peliputan atau pemberitaan.
Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti

A.2.6 | menunjuk, memindahkan, atau memecat 80,92 12 56,00 | 100,00
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.
Redaksi bersikap independen dalam menentukan

A.2.7 | isi berita tanpa campur tangan pemilik media 65,33 12 30,00 | 90,00
massa.
Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam

A28 membqat pembgrltaan tanpa terlganggu oleh 61,67 12 40,00 | 75,00
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.
Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan

A.3.9 terhadap wartawan, atau tindakan untuk 69,83 12 45,00 | 89,00
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.
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No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A.3.10 | penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh | 70,17 12 40,00 | 89,00
aparat karena berita yang disiarkan/dimuat media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
Atk kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari iase iz AT e
kekuatan negara dan non negara
Tabel 33.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | mAX
rata
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 81,92 12 70,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A 413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 77.83 12 29.00 | 100,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 33.5 Nilai Keragaman Pandangan
No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti 56,92 12 25,00 | 89,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 7367 12 45,00 | 100,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 79,50 12 40,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 33.6 Nilai Akurat dan Berimbang
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 61,83 12 45,00 | 90,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 72,50 12 56,00 | 90,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 7158 12 40,00 | 90,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Tabel 33.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
A7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas .mencan, meliput, 77.00 12 69,00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 72,42 12 40,00 | 100,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 67,42 12 1,00 | 100,00
diberitakan.
A 723 Wartawgn asiqg diiz.ink.a.n.untuk meliput 53,17 12 10,00 | 100,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 33.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 71.42 12 30,00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 33.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan rata N MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9 25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 73.67 12 40,00 | 100,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9.26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 64.42 12 20,00 | 85,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.insi ini membuat pemberitaan yang 68,25 12 30,00 | 100,00
berperspektif gender.
A9 28 Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang 75 75 12 4500 | 10000
n masyarakat adat sesuai perspektif HAM. ’ ’ ’
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 37,92 12 10,00 | 90,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat | 62,83 12 30,00 | 100,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 33.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MAX

B.1.1

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media cetak dan siber sesuai
ketentuan peraturan tentang pers.

75,83

12

60,00

100,00

B.1.2

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan
peraturan tentang pers.

77,92

12

50,00

100,00

B.1.3

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada
perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

69,25

12

50,00

95,00

B.1.4

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga
penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.

69,75

12

51,00

95,00

B.1.5

Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari
pemerintah daerah tidak menyebabkan
pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

73,75

12

30,00

100,00

B.1.6

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau
advertorial.

74,33

12

32,00

100,00

B.1.7

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan
redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan
sosial dan hibah.

72,83

12

40,00

100,00

B.1.8

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan,
termasuk berita pariwara.

69,58

12

20,00

100,00

B.1.9

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak
terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu

71,25

12

30,00

90,00

B.1.10

Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman
pemberitaan

62,67

12

40,00

100,00

Tabel 33.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan y

ang Ku

No.

Pernyataan

Rata-
rata

N

MAX

B.2.11

Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan
kepentingan publik dalam pemberitaannya.

72,17

12

27,00

100,00

B.2.12

Wartawan atau media di daerah ini tidak
menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari
individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.

66,17

12

30,00

100,00

B.2.13

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
atau lembaga/perusahaan komersial tidak
berpengaruh terhadap isi media.

67,92

12

30,00

100,00
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No. Pernyataan Rata- |\ | MIN | mAX
rata
B 214 E:germtah daerah menghargai kerja profesional 81.25 12 40,00 | 100,00
Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada
B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 66,08 12 50,00 | 85,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.
Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 69,92 12 30,00 | 100,00
(newsroom).
Tabel 33.12 Nilai Keragaman Kepemilikan
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 83,83 12 56,00 | 100,00
siber.
Tabel 33.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | MAX
rata
B4.18 Tgta kelola peru§ahaan pers di provinsi ini. 68,67 12 56,00 | 80,00
dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.
Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi
B.4.19 | bisnis dari pemilik dan pemegang saham 65,33 12 31,00 | 80,00
perusahaan pers.
Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
B.4.20 dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur 5375 12 26,00 | 70,00
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.
Tabel 33.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | mAX
rata
Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 75,00 12 50,00 | 100,00
kepentingan publik.
Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang | 79,17 12 40,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.
Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 82,08 12 65,00 | 100,00
peraturan.
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No. Pernyataan Rata- | | miN | mAX
rata

Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 75,92 12 50,00 | 90,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.

Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah | 79,67 12 56,00 | 100,00
ini

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 63,33 12 1,00 | 100,00
masyarakat.

Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi | 69,17 12 1,00 | 100,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.

Tabel 33.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No. Pernyataan Rata- | v | miN | MAX
rata

Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 70,42 12 25,00 | 100,00
(imparsial).

Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip

Gz kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.

61,75 12 30,00 | 85,00

Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 62,58 12 10,00 | 90,00
melindungi kemerdekaan pers.

Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 67,58 12 25,00 | 100,00
kemerdekaan pers.

Tabel 33.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Rata-

No. Pernyataan N MIN MAX
rata

C25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 6550 12 20,00 | 100,00

wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 33.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No. Pernyataan Rata- | v | miN | mMAX
rata

C36 Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat 77.92 12 20,00 | 100,00

memidana wartawan karena pemberitaannya.

Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 7958 12 40,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan

tugas jurnalistik.
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c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 82.92 12 60,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 67.50 12 11,00 | 90,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 33.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan Rata- |\ | miN | mAX
rata
C.4.10 Pem.erintah dqerah mendukung dan mendorong 69.17 12 15,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomarjn Pemt?erltaan Medlla Siber 61,67 12 10,00 | 90,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 33.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan Rata- |\ | mIN | maAx
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
e berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. el (2 SLLY | e
C513 Kom|§| Penyiaran IndoneS|g (KPI) di provinsi ini 69,25 12 1,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Kom|§| Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 72.50 12 10,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 75.00 12 40,00 | 100,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
e Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang (e (2 SLLY | e
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 67,33 12 31,00 | 90,00
perdata daripada hukum pidana.
Tabel 33.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan Rata- |\ | MmN | MAX
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa
C6.18 untuk menylarlfan .b.erlta yang Qapat dlgerna oleh 41,75 12 10,00 | 80,00
penyandang disabilitas, seperti penderita
tunarungu dan tunanetra.
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No.

Pernyataan

N

Rata-
rata

MIN

MAX

A1.1

Wartawan bebas memilih organisasi tanpa
paksaan penguasa maupun pemilik media.

12

81,75

56,00

100,00

A1.2

Wartawan bebas membentuk atau bergabung ke
serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau
pemilik media.

12

74,92

50,00

95,00

A13

Organisasi wartawan dapat menjalankan
fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah,
organisasi politik atau organisasi masyarakat.

12

75,67

60,00

100,00

A14

Organisasi wartawan mendukung kemerdekaan
pers dengan program kerja, seperti pendidikan
dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang
pengetahuan lain.

12

84,92

60,00

100,00

Tabel 34.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.

Pernyataan

N

Rata-
rata

MIN

MAX

A25

Tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik
atau organisasi masyarakat memberlakukan
sensor peliputan atau pemberitaan.

12

75,25

55,00

100,00

A2.6

Tidak pernah terjadi pemerintah daerah dan/atau
partai politik menekan dalam bentuk, seperti
menunjuk, memindahkan, atau memecat
pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan
pers.

12

77,08

59,00

100,00

A2.7

Redaksi bersikap independen dalam menentukan
isi berita tanpa campur tangan pemilik media
massa.

12

74,92

56,00

100,00

A28

Pers di provinsi ini bebas dan independen dalam
membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh
kepentingan politik dan ekonomi, termasuk
kepentingan pemilik.

12

71,67

50,00

100,00

A3.9

Tidak ada intervensi aparat negara berupa
penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan
terhadap wartawan, atau tindakan untuk
memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.

12

74,08

50,00

100,00
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Tabel 34.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No. Pernyataan N[ RaE- 1 yiN | max
rata
Tidak ada tindakan berupa ancaman,
A3.10 | PEnganiayaan, atau thak kekerg§an Iampya 12 73.25 | 45.00 | 100,00
oleh aparat karena berita yang disiarkan/dimuat
media.
Aparat penegak hukum atau pemerintah
melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan
At kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari 1z SEHET | Al
kekuatan negara dan non negara
Tabel 34.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif
Rata-
No. Pernyataan N rata MIN MAX
Pemerintah tidak melarang masyarakat
A.4.12 | menciptakan media alternatif dengan kegiatan 12 78,75 | 40,00 | 100,00
jurnalisme warga.
A413 Jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi 12 68,08 | 50,00 | 90,00
yang mendukung kebutuhan masyarakat.
Tabel 34.5 Nilai Keragaman Pandangan
Rata-
No. Pernyataan N rata MIN MAX
Pemerintah daerah mendorong keragaman isi
pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan
A.5.14 | dengan adanya program untuk wartawan, seperti 12 59,92 | 30,00 | 100,00
pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan
gender, dan liputan perempuan, anak, dan adat.
A5.15 Pemeri.n.tah daergh ikut mendorong keragaman 12 67.50 | 31,00 | 100,00
kepemilikan media.
Pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku,
A.5.16 | agama, ras, dan/atau kelas sosial dari insan pers 12 82,67 | 60,00 | 100,00
yang ada di provinsi ini.
Tabel 34.6 Nilai Akurat dan Berimbang
No. Pernyataan N | Rata- N | MAx
rata
Publik mendapat informasi yang akurat dan
A.6.17 | berimbang dalam karya jurnalistik pada media 12 73,00 | 40,00 | 100,00
yang diterbitkan di daerah ini.
Media melakukan swasensor untuk mencegah
A.6.18 | intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari 12 73,83 | 50,00 | 100,00
pejabat atau dari lembaga di luar pers.
Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk
A6.19 mengatur isi pemberitaan dalam bentuk . 12 72.67 | 55,00 | 85,00
menghambat upaya wartawan dalam mencari
sampai memberitakan.
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Tabel 34.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No. Pernyataan N[ RaE- 1 yiN | max
rata
A.7.20 Di provinsi ini wartawan bgbas mencari, meliput, 12 77.92 | 55.00 | 100,00
atau memeroleh informasi publik.
Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi
A.7.21 | kalangan wartawan dalam menjalankan tugas 12 65,92 | 31,00 | 90,00
jurnalistiknya.
Komisi Informasi Publik (KIP) mendukung
A.7.22 | wartawan yang mencari informasi publik untuk 12 56,67 | 1,00 | 100,00
diberitakan.
A 723 Wartawgn asiqg diiz.ink.a.n.untuk meliput 12 64.67 | 30,00 | 100,00
pemberitaan di provinsi ini.
Tabel 34.8 Nilai Pendidikan Insan Pers
Rata-
No. Pernyataan N rata MIN MAX
Di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan, yang
A 8.24 dlsele.ngg.arakan oleh organisasi wartavyan gtau 12 66.25 | 40,00 | 100,00
organisasi perusahan pers, perguruan tinggi,
dan/atau pemerintah daerah.
Tabel 34.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan
Rata-
No. Pernyataan N rata MIN MAX
Media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan
A9.25 dan meliput mgsglah kelompok rentan, seperti 12 73.75 | 40,00 | 100,00
masyarakat miskin, korban pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), dan kelompok minoritas.
A9 .26 Pers di provinsi ini mengedepankan pemberitaan 12 76.25 | 40,00 | 100,00
ramah anak.
A9 27 Pers di prov.|n3| ini membuat pemberitaan yang 12 77.50 | 50,00 | 100,00
berperspektif gender.
Pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang
RS masyarakat adat sesuai perspektif HAM. iz LR A T
Media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh
A.9.29 | penyandang disabilitas, misalnya, bagi 12 57,17 | 30,00 | 90,00
penyandang tunarungu dan tunanetra.
Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya
khusus untuk memastikan persoalan kelompok
rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami
A.9.30 | oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat 12 55,50 | 30,00 | 90,00
hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu,
dan/atau kelompok minoritas, menjadi bagian dari
pemberitaan.
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Tabel 34.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No. Pernyataan N | Rata- N | MAx
rata

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.1 | mendirikan media cetak dan siber sesuai 12 82,42 | 60,00 | 100,00
ketentuan peraturan tentang pers.

Individu dan kelompok di provinsi ini dapat
B.1.2 | mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan 12 77,00 | 50,00 | 100,00
peraturan tentang pers.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi yang ada, kepada

B.1.3 | perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam 12 78,25 | 50,00 | 100,00
pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya
perizinan, retribusi, dan pajak.

Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar
ketentuan atau regulasi kepada lembaga

B.1.4 | penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam 12 76,58 | 50,00 | 100,00
operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan
pajak.
Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari

B.1.5 | pemerintah daerah tidak menyebabkan 12 62,92 | 30,00 | 90,00

pengendalian kebijakan di ruang redaksi.

Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan

B.1.6 | redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan atau 12 71,17 | 55,00 | 100,00
advertorial.
Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan

B.1.7 | redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan 12 71,42 | 50,00 | 97,00

sosial dan hibah.

Kepentingan publik dalam pemberitaan media
B.1.8 | tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, 12 65,83 | 40,00 | 100,00
termasuk berita pariwara.

Kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak

B4 terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu [ Mo | Al T
Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di
B.1.10 | provinsi ini tidak memengaruhi keberagaman 12 85,83 | 70,00 | 100,00

pemberitaan

Tabel 34.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No. Pernyataan N | Rt uiN | mAx
rata
B 211 Perusahaan pers.dl provinsi ini mgnempatkan 12 75.00 | 40,00 | 100,00
kepentingan publik dalam pemberitaannya.
Wartawan atau media di daerah ini tidak
B 212 menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari 12 66.25 | 40,00 | 90,00

individu atau lembaga/perusahaan komersial
dengan tujuan memengaruhi isi media.

Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu
B.2.13 | atau lembaga/perusahaan komersial tidak 12 67,42 | 40,00 | 100,00
berpengaruh terhadap isi media.
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No. Pernyataan N | Rata- N | MAx
rata

Pemerintah daerah menghargai kerja profesional
pers.

B.2.14 12 76,25 | 40,00 | 100,00

Situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan
ketergantungan perusahaan pers pada

B.2.15 | pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, 12 60,83 | 40,00 | 75,00
atau perusahaan besar sebagai sumber
pendanaan.

Di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik
B.2.16 | perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi 12 69,75 | 50,00 | 100,00
(newsroom).

Tabel 34.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No. Pernyataan N | Rt N | mAx
rata
Di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan
B.3.17 | perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media 12 82,67 | 69,00 | 100,00
siber.
Tabel 34.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik
No. Pernyataan N | Rata- N | MAX
rata

Tata kelola perusahaan pers di provinsi ini

B418 | Gilakukan sesuai dengan kepentingan publik.

12 70,00 | 40,00 | 100,00

Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau
B.4.19 | afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham 12 64,25 | 50,00 | 80,00
perusahaan pers.

Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaiji
setara Upah Minimum Provinsi dalam satu tahun,
dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Dewan Pers Nomor
03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar
Perusahaan Pers.

B.4.20 12 61,67 | 40,00 | 90,00

Tabel 34.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No. Pernyataan N | Rata- N | MAx
rata

Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita
B.5.21 | secara objektif dan merepresentasikan 12 73,75 | 40,00 | 90,00
kepentingan publik.

Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat
B.5.22 | kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang 12 72,33 | 40,00 | 100,00
berorientasi pada kepentingan publik.

Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi
B.5.23 | komunitas di provinsi ini diproses sesuai 12 75,08 | 50,00 | 90,00
peraturan.
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No. Pernyataan N[ RaE- 1 yiN | max
rata
Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan
B.5.24 | informasi di provinsi ini mendorong pers agar 12 64,75 | 31,00 | 95,00
menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.
Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers
B.5.25 | agar memberitakan aspirasi masyarakat di 12 76,58 | 35,00 | 100,00
daerah ini
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi
B.5.26 | mendorong pers agar menyiarkan aspirasi 12 66,67 | 40,00 | 100,00
masyarakat.
Komisi Informasi Publik (KIP) di provinsi ikut
mendorong pers memberitakan kepentingan
B.5.27 | publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi 12 56,33 | 10,00 | 80,00
daerah terbuka atas semua informasi yang
dibutuhkan masyarakat.
Tabel 34.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan
No. Pernyataan N | Rata N | max
rata
Lembaga peradilan menangani perkara pers
C.1.1 | secara independen, mandiri, dan tidak berpihak 12 73,75 | 40,00 | 100,00
(imparsial).
C12 Lembaga peradilan Iepih mengedepankan pringip 12 70.75 | 40,00 | 95,00
kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.
Peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong
C.1.3 | aparat pemerintah daerah menghormati dan 12 66,33 | 45,00 | 95,00
melindungi kemerdekaan pers.
Aparat dan perangkat daerah menjalankan
C.1.4 | kewajiban untuk menghormati dan melindungi 12 72,50 | 40,00 | 95,00
kemerdekaan pers.
Tabel 34.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme
No. Pernyataan N | Rat N | max
rata
Cc25 Peraturan dan .kebijakan di prc.)vinsi.ini menjamin 12 64.17 | 40,00 | 100,00
wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
Tabel 34.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers
No. Pernyataan N | RatE N | max
rata
C36 Di prgvinsi ini tidak terdapat peraturap yang dapat 12 75.33 | 40,00 | 100,00
memidana wartawan karena pemberitaannya.
Di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang
C3.7 memberi hukuman/sanksi secara berleblhan 12 73.83 | 50,00 | 100,00
kepada wartawan atau media dalam menjalankan
tugas jurnalistik.
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c38 Di provinsi ini tidak ada peraturan yang 12 79.67 | 50,00 | 100,00
memberlakukan sensor terhadap pers.
Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan
C3.9 alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan 12 7917 | 60,00 | 95,00
kesehatan umum, atau moral masyarakat secara
berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.
Tabel 34.18 Nilai Etika Pers
No. Pernyataan N | Rat- N | max
rata
C.4.10 Pem.erintah dqerah mendukung dan mendorong 12 70.33 | 40,00 | 100,00
media menaati standar perusahaan pers.
Wartawan di provinsi ini menaati Kode Etik
C.411 Jurnalistik, Pedomarjn Pemt?erltaan Medlla Siber 12 74.58 | 40,00 | 100,00
dan Pedoman penulisan lainnya yang disusun
oleh Dewan Pers.
Tabel 34.19 Nilai Mekanisme Pemulihan
No. Pernyataan N | Rata N | mAx
rata
Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini
e berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik. ez e | el | e
C513 Kom|§| Penyiaran Indonesng (KPI) di provinsi ini 11 66,36 | 40,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
C514 Kom|§| Informasi Publik (KI.P) di provinsi ini 12 63.25 | 40,00 | 100,00
bekerja secara bebas dan independen.
Aparat hukum di provinsi ini melakukan proses
C515 hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 12 71.25 | 35,00 | 100,00
dan penghukuman) kekerasan terhadap
wartawan secara adil.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan
e Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang ez S e | e ) e
Pers.
Penyelesaian perkara pers oleh lembaga
C.5.17 | peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum 12 62,00 | 10,00 | 100,00
perdata daripada hukum pidana.
Tabel 34.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas
No. Pernyataan N | Rata- N | max
rata
Peraturan di provinsi ini mewajibkan media
C.6.18 | massa untuk menyiarkan b(larltalyang dapat. 12 53.75 | 30,00 | 90,00
dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti
penderita tunarungu dan tunanetra.
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